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ABSTRAK

Nama : Ahmad Setiadi

Program Studi  : Program Pascasarjana llmu Kesegjahteraan Sosial
Peminatan . lImu Kesgahteraan Sosial

Judul . Advokas dalam Penyelesaian Konflik Agraria

(Suatu Studi Advokasi di Kecamatan Cipari Kabupaten
Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman)

Advokas oleh RAB telah berhasil menyelesalkan konflik agraria di Cipari.
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses advokasi konflik agraria oleh
RAB dan memetakan peran stakeholder dalam penyelesaian konflik di Cipari.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses advokas dalam
penyelesaian konflik agraria di Cipari telah menunjukkan proses penyelesaian
konflik agraria dengan mekanisme advokasi dan politik yang santun. Pressure
atau tekanan tidak lagi menggunakan memobilisasi massa atau demonstrasi, yang
sering mengakibatkan kekerasan dan menimbulkan korban, akan tetapi tekanan
lebih menggunakan lobi dengan otoritas pengawasan dan legedlatif Budiman
Sudjatmiko sebagai anggota DPR RI.

Kata kunci:
Advokasi, konflik agraria, dan Rumah Aspirasi Budiman.
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ABSTRACT

Name : Ahmad Setiadi
Study Program : Postgraduate Program of Social Welfare Studies
Concentration : Social Welfare Studies
Title : Advocacy in Agrarian Conflict Resolution
(A study of Advocacy in the Cipari at Cilacap District by
Rumah Aspirasi Budiman)

Advocacy by the RAB has successfully completed the agrarian conflict in Cipari.
The purpose of this study is to describe the process of agrarian conflict advocacy
by RAB and chart the role of stakeholders in conflict resolution in Cipari.
Descriptive qualitative was used in this study. The results of the study shows: the
process of advocacy in the resolution of agrarian conflicts in Cipari have shown
the process of agrarian conflict with the mechanisms of political advocacy and
polite. Pressure or stress is no longer used to mobilize the masses or
demonstrations, which often resulted in violence and casualties, but more pressure
to use the lobby to the supervisory authority and legislative Budiman Sudjatmiko
as amember of the House of Representatives.

Key words:
Advocacy, Agrarian Conflict, and Rumah Aspirasi Budiman.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan dtgsepan sosial
bagi seluruh masyarakat Indonesia, atau menciptikadisi sejahterawell-
being bagi masyarakat. Midgley (2005) mendefinisikarsdjahteraan sosial
sebagai “...a condition or state of human well-beihdh. 21). Indikator yang
sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteisosial, menurut Spicker
(1995) sekurang-kurangnya mencakup lima bidang aitgang disebut dengan
“big five’ yaitu : bidang kesehatan, bidang pendidikan, lidperumahan, bidang

jaminan sosial dan bidang pekerjaan social (Ad)52A23).

Merujuk pada indikator tingkat kesejahteraan ddsisebut, berdasarkan
angka-angka statistik, Indonesia masih dihadajpieata fenomena permasalahan
kemiskinan, data kemiskinan terakhir dari BPS (20fdenunjukkan bahwa
jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 201heapai 30,02 juta orang
atau 12,49 persen dari total populasi penduduknesia. Di kawasan perkotaan,
percepatan kemiskinan tersebut adalah 9,87 persetangkan di kawasan
perdesaan mencapai 16,56 persen. Ini menunjukkbweb&emiskinan paling

banyak dialami penduduk perdesaan yang pada umuadaah petani.

Dari total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 6@&rgen berada di
perdesaan dan sekitar 56 persen menggantungkapniyalulari pertanian. Dari
seluruh penduduk miskin perdesaan ini ternyatatae®0 persen pekerja-pekerja
keras tetapi tetap miskin. Hal ini terutama disédaab oleh lemahnya akses
masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan stsubber politik
termasuk yang terutama adalah tanah. Dan, dinakekedupan di perdesaan
ternyata memiliki percepatan yang lebih tinggi pada perkotaan. Hal ini
menandakan pentingnya kita menata kembali kehidupaperdesaan, dalam
konteks keadilan spasial (Winoto 2007;4).

Universitas Indonesia
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Kalau kita lihat di Indonesia, kebijakan politik rd&ebijakan ekonomi
khususnya dalam pengelolaan sumber daya agraais sejalan. Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi berbangsheataegara Indonesia telah
merumuskan Pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan “Baimigdan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negaradipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Begitu pulacaldsiat Presiden Soekarno
mulai membentuk struktur agraria Indonesia dengambuat Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 pada 24 Sepwml960 yang
mengamanatkan bahwa Negara mengatur dan menyetakggaperuntukkan,
penggunaan bumi, air, dan tanah milik Negara diganauntuk mencapai
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnyaehijizkan bidang ekonomi
ternyata tidak demikian, kebijakan ekonomi yanged# dalam pratek tata
pemerintahan di Indonesia menjadikan sebagian basaber daya alam atau
sumber daya agraria dimiliki oleh sedikit orand, teesebut tercermin dari produk
Undang-Undang yang lahir tidak pro pada masyarakapi justru memberi ruang
yang besar terhadap pasar melalui investasi sdpedang-Undang Perkebunan,

Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Penandodea.

Dalam kenyataannya, petani tidak tinggal diam data@mghadapi situasi
kebijakan agraria yang tidak memihak tersebut. KSgjhnya rezim Orde Baru,
kehidupan desa yang sebelumnya jauh dari kegiatlkgiba-tiba mengalami
gejolak politik yang bisa hampir tidak dirasakafes® lebih dari 30 tahun. Salah
satu gejolak yang menonjol pada masa itu, dan teeangsung selama lebih
kurang 10 tahun kemudian adalah rangkaian aksairekig dan pendudukan
tanah di perdesaan di Jawa maupun Luar Jawa. @leduguk desa yang selama
ini tampak pasif, legitimasi lahan perkebunan datah di pedalaman dan dataran
tinggi tiba-tiba dipertanyakan. Penduduk desa tidaknunggu lama untuk
mendapatkan jawaban tentang legitimasi lahan-ldbesebut. Sementara terus
mempertanyakan legitimasinya, mereka sekaligus jogdakukan aksi-aksi
reklaiming dan pendudukan di atas lahan-lahan hatséAksi yang muncul di

perdesaan tersebut juga telah memicu kebangkitarbde organisasi-organisasi

Universitas Indonesia
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tani di desa, jaringan organisasi pendukung dirgda NGO regional, nasional,

maupun organisasi tani tingkat nasional (SafiBl@ v).

Telah banyak studi yang membahas mengenai dinagekakan tani di
Indonesia dan transisi politik yang terjadi pad@8.9Pada umumnya studi-studi
tersebut melihat bahwa jatuhnya rezim otoritariandeO Baru merupakan
momentum kebangkitan gerakan tani di wilayah perales/ang ditandai dengan
maraknya aksi pendudukan lahan (Sujiwo 2010; 6%Jal studinya Gunawan
Wiradi, Syaiful Bahari, dkk (2010;15) menyebutkasthtva tahun 2010 ini, Bina
Desa telah merekam 61 laporan kasus konflik agcemean luas lahan 463.737,4
Ha. Dari 61 kasus tersebut sebagaian besar tedjadireal perkebunan dan

kehutanan.

Namum demikian, menurut Bachriadi (2009) jika dmati lebih jauh
sesungguhnya gerakan tani itu sendiri sudah mblkigerak” bahkan pada saat
rezim otoritarian masih berada di puncak kekuasganhlal ini menunjukkan
bahwa meskipun berada di bawah kontrol negara gakgp kuat, sesungguhnya
geliat gerakan dan pengorganisasian di wilayah gsa@h masih hidup seiring
dengan maraknya gerakan protes berbalut isu peaggutanah pada akhir 1970-
an (Sujiwo, 2010:67).

Lebih lanjut, Sujiwo (2010) menjelaskan bahwa lsaatu proses penting
bagi dinamika gerakan tani di Indonesai kontemporang terkait dengan
perubahan dan transisi politik paska orde baruaadpérubahan strategi gerakan.
Pada masa Orde Baru gerakan dan pengorganisasiawmliténhdonesai selalu
mengambil jarak dengan kekuasaan, bahkan mempasisszim dan aparatusnya
sebagai musuh yang harus dilawan bersama. Sedapgki@anPasca-Orde Baru,
gerakan tani di Indonesia mulai mengubah strategittan mulai mencoba masuk,
mempengaruhi dan bahkan merebut ruang-ruang ptitikal terutama ditingkat
lokal. Situasi elit dan politik pasca-kejatuhan ©M8aru memberi peluang pada
upaya-upaya gerakan untuk masuk ke dalam arenakpliimal. Melemahnya
kontrol negara, diterapkannya kebijakan otonomiralaelan menguatnya posisi
politik organisasi tani di beberapa wilayah Indoagsga memberi alasan gerakan

untuk mengambil inisiatif merebut ruang-ruang ploliersebut (h. 66).
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Meski demikian, perubahan strategi gerakan tanikgpa®rde Baru
tersebut, tidak serta merta meninggalkan rangkaadsi reklaiming dan
pendudukan tanah perdesaan baik di Jawa maupunJawa. Aksi reklaiming
dan pendudukan tanah masih dipandang efektif certapa gerakan organisasi
tani dalam upaya menuntut perhatian pemerintahkuntawujudkan keadilan
agraria dan menuntut hak atas tanah yang semeslimyleki.

Sesungguhnya dari waktu ke waktu sebagaimana di@apa Sujiwo
(2010), gerakan tani senantiasa bersekutu dendas-kelas sosial lainnya untuk
melawan kekuasaan (Scott, 1985; Bahari, 2001)aRganh tersebut menunjukkan
bahwa sesungguhnya gerakan petani merupakan s@eugatangan melibatkan
banyak kelas didalamnya dan menuntut kelas sosidhldmnya dan menuntut
kerja sama dengan kelas sosial lainnya. Di Indendsmunculan gerakan tani
tidak bisa dilepaskan dari menguatnya keperpihdi@las-kelas menengah di
wilayah perkotaan pada persoalan-persoalan danntiegan kelas petani.
Keterlibatan kelas sosial lainnya, khususnya mahasidan para aktivis di
perkotaan. Mereka terlibat dalam upaya-upaya adrokasus yang sifatnya
legalistik, pendidikan dan pengembangan komunitagda keterlibatan penuh
dalam mendorong lahirnya sebuah organisasi geitaka(Sujiwo, 2010: 66-67).

Keterlibatan kelas sosial dalam upaya advokasi aderpenting untuk
dipetakan. Memetakan perastakeholder (para-pihak) dalam setiap gerakan
advoksi lebih khusus dalam perjuangan mewujukaakger pembaharuan agraria
upaya menangani konfik pertanahan di Indonesia awerjunci keberhasilan
dalam strategi advokasi yang dilakukan. Meminjastilah Freeman (1984)
mendefinisikarstakeholdessebagai : “any group or individual who can affect or
is affected by the achievement of the organizatiobjectives” (yang dimaksud
adalah kelompok atau individu yang dapat mempeinjatau dipengaruhi dalam

pencapaian tujuan organisasi) Wibowo (2008: 3).

Setelah lebih dari satu dasawarsa perubahankpaigrakan petani dan
stakeholderdalam wacana mengenai reforma agraria di Indon&smabali
terpinggirkan. Besarnya organisasi tani yang lphska-Orde Baru ternyata tidak
membawa implikasi yang cukup besar di IndonesiahkBa wacana tentang
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reforma agraria yang gaungnya cukup kuat pada emagbkejatuhan Rezim Orde
Baru, saat ini lebih banyak hanya menjadi komoditigik elite tanpa ada upaya

perubahan sosial yang lebih dalam. (Sujiwo, 2010. 8

Namun demikian, gerakan petani belum dan tidak gietrerhenti untuk
mendapatkan hak atas tanah yang seharusnya meiida Adlanya perubahan
strategi gerakan tani dengan upaya-upaya gerakak umasuk ke dalam arena
politik formal, dan perubahan dinamika politik r@asal paska reformasi yang
telah melahirkan cikal bakal sebuah lembaga daggdta Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) yang disebut Rumah Aspirasi, dalam y&eannya dapat

bersinergi dengan baik.

Lahirnya rumah Aspirasi di Indonesia mulai muncadia@ Pemilu legislatif
2009. Dimana pemilu legislatif 2009, berbeda dengamilu-pemilu sebelumnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih sadangsung, dan penetapan
calon anggota DPR terpilih bukan lagi didasarkadapaomor urut tetapi pada
perolehan suara terbanyak. Sistem pemilihan darani@ke penetapan anggota
DPR terpilih seperti itu, mengandung konsekuengaltenya hubungan langsung

antara anggota DPR dengan konstituen.

Hubungan langsung anggota DPR dengan konstitueak tisemata
terbangun karena hukum sebab akibat antara pedaithwakil principal dan
agen), tetapi juga karena kewajiban konstitusiodatuk kewajiban itu, Undang
Undang No. 27 tahun 2009 (UU No 27/2009) tentangRMBPPR, DPD dan
DPRD mengharuskan anggota DPR melalui Pasal 79 ligrunenyerap dan
menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjunganakeecara berkala; dan
huruf (j): menampung dan menindaklanjuti aspiraan ggengaduan masyarakat.
Untuk memastikan kewajiban konstitusional itu, UUo N27/2009 juga
mewajibkan setiap anggota DPR memberikan pertamgjgwaban secara moral

dan politis kepada konstituen di daerah pemilihanny

DPR membutuhkan Rumah Aspirasi sebagai sebuah msekaruntuk
pelembagaan proses penyerapan hingga pertangguabgjawtindak lanjut
aspirasi konstituen oleh anggota DPR. MeskipuarddUndang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sehga tidak
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menyebutkan secara eksplisit istilah “Rumah Aspiras Konsep tersebut
merupakan turunan dari peran anggota DPR dalam ensmy dan
memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagaimanaksiichadalam Pasal 71
huruf s dan Pasal 79 huruf i UU Nomor 27 Tahun 2009

Istilah “Rumah Aspirasi” sendiri baru dapat diterankpada Peraturan
DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib yamgnyebutkan bahwa
Rumah Aspirasi merupakan “kantor bersama anggetapat penyerapan aspirasi
rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota ymergangkutan” (Pasal 1
angka 15). Dalam Tata Tertib juga menegaskan bg®ndirian Rumah Aspirasi
bersifat opsional atau pilihan. Hal ini jelas tesli dalam Pasal 203 ayat (4) Tata
Tertib yang berbunyi: “Selain dengan cara sebaga@nthmaksud pada ayat (2),
anggota dalam satu daerah pemilihan dapat membentn&h aspirasi’. Kata
“‘dapat” dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa ip@ndRumah Aspirasi
merupakan opsi pelaksanaan representasi rakyat gald Kunjungan Kerja.

Dalam kajian Legowo (2010) dari penelitianya bewjudMengelola
Rumah Aspirasi” dijelaskan bahwa mengelola Rumapirasi (RA) merupakan
pengalaman baru bagi kebanyakan anggota DPR (B2R1Di samping banyak
anggota DPR yang baru untuk pertama kali terpihtuk periode 2009 — 2014,
amanat resmi pengelolaan RA untuk pertama kali jpmyai diakomodasi dalam
Tatib DPR 2009. Seperti dijelaskan terdahulu, T@PBR 2009 tidak disertai
dengan penjelasan ataupun konsep yang menyelurtanteRA yang seharusnya
diinisiasi, dikembangkan dan dikelola anggota DP&kta-fakta ini kemungkinan
besar menjadi alasan mengapa belum semua angg&ae&ihisiasi mengelola

RA di masing-masing daerah pemilihannya.

Di antara sedikit anggota DPR yang telah mengélolaah aspirasi” itu,
untuk menyebut beberapa nama saja, adalah Ramde@blaan (Dapil Jawa
Timur/Jatim 7 dari Partai Demokrat), Tb. Dedi Sudia@umelar (Miing) (Dapil
Banten 1 dari PDIP), Theresia E.E. Pardede (Dahi&d3 dari Partai Demokrat)
dan Budiman Sudjatmiko (Dapil Jateng 8 dari PDIHRasing-masing anggota
DPR ini mengelola RA sesuai dengan konsepsi, pemamadan kapasitasnya
masing-masing. Ini juga berarti masing-masing Rfbbda cara pengelolaannya.
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Dari empat Rumah Aspirasi tersebut, berdasarkaoraamplLegowo (2010)
hanya Rumah Aspirasi Budiman Sudjatmiko (RAB) vyamgkus pada
pendampingan dan advokasi masalah konflik agrgdhia®8). Dimana, Budiman
Sudjatmiko adalah Anggota Dewan dari Dapil Jatengu8 PDIP yang mencakup
2 kabupaten, yakni: Kabupaten Banyumas dan Kabop@itacap. Dari sisi
geografi, Wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabup@tEcap merupakan lahan
pertanian dan perkebunan, sehingga permasalahara wta dapil tersebut erat
kaitannya dengan lahan pertanian untuk petani desejhteraan petani. Di
Cilacap misalnya, Budiman sudah memberikan penwnukepada masyarakat
tentang UU Pokok Agraria sejak tahun 1991. Kini, vdlayah yang sama,
khususnya Kecamatan Cipari, sudah 291 hektar tdoreahasil diredistribusi
kepada petani. Budiman dan RAB pun mengaku masimpueryai hutang
penyelesaian 4.774 hektar tanah untuk 7.706 pdi&ilacap dan Banyumas.

Peran Rumah Aspirasi Budiman sebagai satu-satunyaaR Aspirasi
yang fokus pada pendampingan dan advokasi masalafiikk agraria terkait
perubahan strategi gerakan tani paska Orde Bamukunasuk ke dalam arena
politik formal, menjadi dasar kenapa penelitiandilakukan di Rumah Aspirasi

Budiman.

RAB didirikan pada awal Oktober 2009, tiga harietst Budiman
Sujatmiko dilantik sebagai anggota DPR. Visi RABlath menciptakan bangsa
yang mempunyai kedaulatan di bidang politik, kenndawl di bidang ekonomi
dan kepribadian di bidang sosial budaya. Untuk rapac visi tersebut maka
Rumah Aspirasi mempunyai misi meningkatkan, mergumat dan

mengembangkan kapasitas organisasi rakyat, masyaigk dan pemerintahan.

Sebagai rumah aspirasi, pendirian RAB melalui maskup panjang.
Rumabh ini didirikan bukan hanya untuk memenuhi ggian Budiman dalam
menunjang kariernya sebagai wakil rakyat, melainkega atas dasar kontrak
politik antara Budiman dan konstituennya. Berikuplkan pengantar dari naskah
pidato Budiman pada 4 Oktober 2009 :

“Bila kelak saya terpilih maka saya akan membuainh Aspirasi’.
Rumah bagi semua orang untuk menyampaikan perspalaonalan

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



rakyat. Rumah yang menjadi sarana bagi rakyat umieikbangun politik

yang berlandaskan pada ‘suara-suara rakyat’. Ruteafipat rakyat

mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama imihtéérgadai oleh

kekuatan-kekuatan yang hanya menjadikan rakyatgsebancik-ancik

meraih kekuasaan”.

Dalam naskah pengantar pidato tersebut disampaigarbahwa :

"Kelahiran Rumah Aspirasi, tidaklah hadir dengdmattiba. Didalamnya

terdapat kerja keras para relawan yang terus meayara keprihatinan

terhadap kondisi politik bangsa yang telah terplah tumpukan uang. Di

situ terdapat potensi-potensi perjuangan yang idgiampaikan oleh ibu-

bapak petani, simbok pedagang pasar, kaum miskia &an cucuran

keringat para buruh dan pikiran-pikiran brilian gamahasiswa. Pada

mereka-merekalah rumah ini kami persembahkan”.

Dalam proses indettikasi masalah, RAB menemukan sejumlah persoalan

sosial-ekonomi di dapil ini. Selain mendampingiilteldari 10 kasus kdik

agraria antara petani dan pemerintah, RAB juga mekan dan akhirnya terlibat

mendampingi sejumlah persoalan di daerah. Terlemgan permasalahan gerakan

tani dan penyelesaian konflik agraria, sampai sadebih dari 10 kasus konflik

agraria antara petani dan pemerintah yang ditarfigaBi (lihat Tabel 1.1.).

Tabel 1.1.
Kasus Tanah Kabupaten Banyumas dan Cilacap Pralam& Tengah
Dampingan dari Rumah Aspirasi Budiman

No Nama Kasus L okasl Kasus Jenis Para pihak Luas
Kabupaten K ecamatan Desa Kasus Lahan

1 konflik Banyumas Ajibarang Darmakradenperkebunan| Petani 227, 65 ha
perkebunan ex an Darmakradenan vg
hak erfpact PT Rumpun Sari

Anatan (RSA)

2 Koflik tukar Cilacap Kawunganten  Bringkeng | Kehutanan Petani Desa GruguGrugu
guling dan Grugu lama & Petani Lama:
tanah/ruislag Lama Desa Bringkeng 239,897 ha

Perhutani Bringkeng :
Negara 179,935 ha

3 Konflik Cilacap Kedungreja Bumireja/Pati Kehutanan Petani Desa petak 18,

Gandrungmangu muan Sidaurip dan 19, dan 20
sekitarnya
Perhutani
Negara

4 Konflik Hak Guna | Cilacap Cipari Karangreja Perkebunan  Petani Cimari | 291 ha
Usaha (HGU) PT Rumpun Sari

Anatan (RSA)
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(Lanjutan)
5 Konflik Tanah Cilacap Patimuan Rawaapu Tanah Petani Desa 640 ha
Timbul Timbul Rawaapu
Negara
6 Konflik Tanah Cilacap Patimuan Bulupayung Tanah Petani Desa 514 ha
Timbul Timbul Bulupayung
Negara
7 Konflik Eks- Cilacap Patimuan Cimrutu Kehutanan Petani Desa 1.251 ha
proyek Citanduy Cimrutu
Sidareja Cihaur Negara
8 Konflik Tanah Cilacap Majenang Padangsari Perkebunan  Petani Desa | 472 ha
TRUKAH Padangsari vs
PTPN IX Kebun
Kawung
9 Blok Cikuya Cilacap Wanareja Bantar Perkebunan tarP®esa 43 ha
Bantar
PTPN IX Persero
Gunung Panenjoan
10 | Konflik HGU Cilacap Bantarsari Perkebungn  Petani Desa 85,7 Hektar
Bantarsari Bantarsari vs
Negara

Sumber : Laporan Rumah Aspirasi Budiman Tahun 2010.

Dari tabel Kasus Tanah Kabupaten Banyumas dan apil&covinsi Jawa
Tengah Dampingan dari Rumah Aspirasi Budiman diagampai saat ini baru
konflik Cipari yang dapat diselesaikan pada tandalOktober 2010, dimana
secara simbolis Presiden Susilo Bambang YudhoydBBY) memberikan
sertifikat tanah kepada para petani di Istana Bodgéembagian kembali
(redistribusi) tanah seluas 291 hektare kepadalSogdani di Kecamatan Cipari,
Kabupaten Cilacap boleh dikatakan merupakan satu meristiwva langka

sepanjang sejarah Orde Reformasi.

Dalam penyelesaian konflik agraria itu, RAB menikem advokasi
kepada petani yang sedang berusaha memperoleh dananegara. RAB juga
mengadakan pendekatan dengan pemerintah dan lendbgigiatif setempat,
sedangkan Budiman bertugas menyuarakannya di DR#&ipemerintah pusat.
RAB juga bersinergi dengan lembaga swadaya masstacaklawa Tengah, dan
Yogyakarta,

Berbagai hal tersebut diatas sebagai gambaran teslahdap Rumah
Aspirasi Budiman. Tentang program RAB khususnya gydarkait dengan
Advokasi masyarakat. Satu hal yang kadang dilupakaim banyak orang bahwa
tujuan dari kita berdemokrasi adalah untuk mewugudkkeadilan dan
kesejahteraan sosial dan membangun semangat keraarddlam bingkai NKRI.

Sayangnya proses berdemokrasi di Indonesia seoklimb menemukan
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bentuknya. Berbagai program yang dilakukan Rumapirasi Budiman menjadi
menarik untuk dikaji sebagai upaya mencari formamokrasi dengan tujuan

akhir masyarakat sejatera.

Sebagai referensi sebuah studi Syamsu (2000) dengatul
“Pemberdayaan Hak-Hak Sipil Masyarakat Di IndongSitudi Proses Advokasi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Jakar@glam penelitian ini
mengkaji permasalahan pokok tentang a). Bagaim&n8kama Usulan Strategi
YLBHI terhadap Pemberdayaan Hak-hak Sipil Masyarakalndonesia? b).
Bagaimanakah Konsepsi Pemberdayaan Hak-hak Siglyaakat dalam skema
gerakan LSM di Indonesia? c). Bagaimanakah Polaokasi YLBHI terhadap
Pemberdayaan Hukum dan Hak-hak Sipil Masyarakatndonesia? dan d).
Bagaimanakah Prospek dan Tantangan Konsepsi AdvokaBHI, dalam
gerakkannya untuk pemberdayaan hak-hak hak sipdyamakat dr Indonesia?
Dengan mengunakan metode penelitian yuridis-sag®lgh. 25). Syamsu
bermaksud untuk menjelajahi permasalahan dengarganahsis segala aspek
yang melingkupinya, secara kualitatif dengan mebghgkan antara hukum

dengan perilaku sosial secara kualitatif.

Dua hal yang menarik dari hasil Penelitian yangkdikan Syamsu adalah
prinsip dasar untuk mengembalikan dan menempatlagsi kedaulatan rakyat
sebagai elemen dasar dalam pemberdayaan hak-hbkadgdah ditegakkannya
prinsip kewarganegaraartitizenship politics sebagai dasar bagi format dan
struktur politik dalam penyelengaraan pemerintaltanindonesia. Menurut
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ag@i@gma
kewarganegaraan haruslah merupakan prinsip dasar ldadasan untuk
memberdayakan hak-hak dasaglfts) warga negara, dengan memaksimalkan
partisipasi aktif warga negara sebagai strategkudaisinya untuk membentuk
sistem demokrasi yang koko$tfong democragy Selain itu juga menurutnya,
pola advokasi sebagai suatu alternatif pemberdayalmm merupakan salah satu
jawaban terhadap dampak pembangunan yang tidakmpelean hukum sebagai
sumber daya pembangunan, tetapi hanya sebagaiegifitmasi kepentingan
penguasa. Maka, YLBHI memandang bahwa upaya barttugom struktural
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dalam penegakkan keadilan dan kesejahteraan haemspdtkan sebagai bagian
integral dari seluruh proses pembangunan (hukum).

Sementara studi yang dilakukan oleh  Safitri (20H@ngan judul
"Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupatataidy (FPPB)" (h. v).
Kelemahan dari studi ini adalah FPPB/FP2NBP tidagramcanakan segala
sesuatunya dengan lengkap, karena walaupun tanglak adanya beberapa
keberhasilan yang dicapai di dalam strategi pol#perti yang direncanakan,
masih saja di beberapa sisi terdapat banyak kegaranHal yang dianggap
menjadi kekurangan adalah bahwa kader organisag tg@pilih menjadi kepala
desa adalah kader yang sesungguhnya tidak siapadiémpala desa. Faktor ini
disebabkan oleh karena kader yang dicalonkan memihek memiliki
pengalaman serta sangat terbatas kemampuannya o@njadi kepala desa.
Demikian juga dengan FPPB/FP2NBP yang tidak memikklengkapan
instrumen untuk mengawal kadernya, khususnya shsuemilihnya kader

menjadi kepala desa.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut, halymlg masih
diandalkan kemudian adalah bagaimana semua anggaianisasi tetap
menggarap lahan yang sudah diduduki. Dengan baggalpaya yang dimotori
oleh FPPB/FP2NBP, dengan segala keahlian yang ikiimpara anggota
organisasi di tingkat lokal hanya melakukan satuylaag sangat penting, yaitu
melakukan kegiatan pertanian di tanah yang sudakkagerjuangkan sebelum
FPPB/FP2NBP ini terbentuk. Di sinilah sesungguhksluatan organisasi FPPB,
ketika semua anggota tetap berdiri di tanah garamanserta terus menerus
menganggap bahwa tanah adalah sumber penghidupara.utPada saat itulah
para anggota justru membutuhkan organisasi sebagdah bersama untuk

berorganisasi.

Dari kedua penelitian tersebut advokasi dapat gitdkan sebagai sebuah
metodologi perjuangan hak-hak masyarakat dalam noelkan kesejahteraan

sosial.
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FERONIERARERENAN PERGOLAKAN PETANI MENUNTUT KEADILAN
MASYARAKAT
KONFLIK AGRARIA
KETIMPANGAN KEBIJAKAN e — e ——
PEMBANGUNAN PETANI & KELAS MENENGAH NEGARA & PENGUASA
|

STRATEGI :
PEMBANGUNAN DAN MENGAMBIL JARAK DNG REZIM :
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENGUASA DAN MENJADIKAN OTORITER DAN REPRESIF

PETANI TERUS DIRUGIKAN
PRA 1895
f-- -
|
|
|
|

PASCA 1998

STRATEGI :
MASUK, MEMPENGARUHI DAN
MEREBUT RUANG POLITIK
FORMAL

REZIM :

KONTROL NEGARA LEMAH,
PENGUASA LEBIH TERBUKA,
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

RUMAH ASPIRASI

ADVOKASI

PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA MELALUI PEMBAHARUAN AGRARIA

Gambar: 1.1 Alur Kerangka Latar Belakang Penelitian
Sumber: telah diolah kembali

1.2. Perumusan Masalah

Setelah lebih dari satu dasawarsa perubahan pajgitakan petani dan
stakeholder(para-pihak) dalam wacana mengenai reforma agdiriadonesia
kembali terpinggirkan. Besarnya organisasi tanigydahir paska-Orde Baru
ternyata tidak membawa impilikasi yang cukup bedarindonesia. Bahkan
wacana tentang reforma agraria yang gaungnya clkap pada masa awal
kejatuhan Rezim Orde Baru, saat ini lebih banyakyhamenjadi komoditas

politik elite tampa ada upaya perubahan sosial yabip dalam. (Sujiwo, 2010:
81).

Mesti demikian, gerakan petani belum dan tidak glerberhenti untuk
mendapatkan hak atas tanah yang seharusnya merékki. nbalam
perkembanganya perubahan strategi gerakan tanapegktuhan Rezim Orde
Baru dengan upaya-upaya gerakan untuk masuk kendalana politik formal,
dan perubahan dinamika politik nasional paska nef@i yang telah melahirkan
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cikal bakal sebuah lembaga dari Anggota Dewan RelavaRakyat (DPR) yang
disebut Rumah Aspirasi, dalam kenyataannya dapsineegi dengan baik.

Menurut Laporan Legowo, dari empat Rumah Aspirdlymah Aspirasi
Budiman Sudjatmiko (RAB) merupakan satu-satunya &uwspirasi yang fokus
pada pendampingan dan advokasi penyelesaian kastigk kanah. Dari 10 lebih
kasus konflik tanah yang ada wilayah dapil 8 (Katap Banyumas dan Cilacap)
(Legowo, 2010; 22).

Sampai saat ini baru konflik Hak Guna Usaha (HGE)kEBbunan antara
PT Rumpun Sari Anatan (RSA) dengan masyarakat KatzanCipari Kabupaten
Cilacap yang dapat diselesaikan RAB. Pembagian &&ngtedistribusi) tanah
seluas 291 hektare kepada 5.141 petani di Kecan@pari, Kabupaten Cilacap
boleh dikata merupakan satu dari peristiwva langkpasjang sejarah Orde
Reformasi. Bagaimana para petani akhirnya mampubakkrkekalahan menjadi
kemenangan?. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono XSB&nhangis saat
memberikan sertifikat tanah secara simbolik kepaalta petani di Istana Bogor,
Kamis (21/10). Di antara mereka, hadir pula perleakpetani dari Desa Caruy,
Kutasari, Karangreja, Sidasari, dan Mekarsari Kextam Cipari. Meski masing-
masing hanya mendapat tanah seluas 500 meter pensegun semua pihak
merasa bersyukurKami bersyukur. Petani bisa jadi tuan atas tanahsgadiri.
Apalagi ada warga kami yang bisa bertemu langsueggdn Presiden. Kami
sangat banggd kata Kades Mekarsari, Wahyudiyono. (Harian Suslerdeka,
04 Nopember 2010).

Dari apa yang disampaikan diatas, maka penelitiaakan menfokuskan
pada proses advokasi yang dilakukan Rumah AspiBsdiman dalam
menyelesaikan konflik konflik agrarian di Kecanrataipari Kabupaten Cilacap.
Sehingga penelitian ini mengambil judul “Advokasilaim Penyelesaian Konflik
Agraria (Suatu Studi Advokasi di Kecamatan Cipaabkpaten Cilacap oleh
Rumah Aspirasi Budiman)”. Dengan mendasarkan lahdi dan guna menjawab
berbagai masalah yang muncul sesuai dengan kelutpeaelitian maka

permasalahan penelitian kali ini dirumuskan sebbgekut:
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1. Bagaimana proses advokasi yang di jalankan oleh d@RurAspirasi
Budiman terhadap penyelesaian konflik agraria dicafeatan Cipari
Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan kesejahteraasyanakat melalui

penyelesaian kasus konflik agraria.

2. Bagaimana peran stakeholder dalam proses advokagelesaian konflik
agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap

1.3. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumudikatas, penelitian
ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permaaalayang diajukan yang

meliputi:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan proses advokasi yditakukan oleh
Rumah Aspirasi Budiman terhadap penyelesaian Wordigraria di

Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

2. Mengetahui dan memetakan peran stakeholder dalaayauproses
advokasi penyelesaian terhadap konflik agraria @icdtnatan Cipari

Kabupaten Cilacap di wilayah dampingan Rumah AspBadiman.

1.4. Manfaat Pendlitian

Dalam kesempatan ini, peneliti berharap penelitrdapat memberikan
manfaat, diantaranya:

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mergatkhh satu pijakan
informasi, referensi dan kajian bagi para akadewasi pihak-pihak lain
yang berkepentingan untuk mengetahui proses advgéag di jalankan
oleh Rumah Aspirasi Budiman untuk mewujudkan kdgejaan

masyarakat melalui penyelesaian kasus konflik &grar

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat begikan masukan
kepada RAB khususnya dan stakeholder lainnya dg@leoses advokasi
penyelesaian kasus konflik agraria.
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1.5. Metodologi Penedlitian

Dalam melakukan penelitian maka peneliti tidak bikpas dari
metodologi penelitian. Raco (2010) berpendapat bahvetodologi penelitian
dapat dipahami sebagai “suatu kegiatan ilmiah y#&rgncana, terstruktur,
sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik prekthaupun teoritis” (h. 5);
sehingga dalam penelitian ini, metodologi penelit@alah sebuah kegiatan yang
terencana, terstruktur, sistematis dan memilikidnj praktis maupun teoritis atas
program dan kegiatan yang dalam hal ini memilikidam untuk memahami lebih
dalam tentang proses advokasi dalam penyelesaratikkagraria di Kecamatan
Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Bugirdan memetakan peran
stakeholderyang terlibat dalam penyelesaian kasus konflikkagrdi Kecamatan

Cipari Kabupaten Cilacap.

Sebagai acuan dan panduan dalam melakukan pemeirtia berikut
disampaikan alur kerangka Penelitian. Kondisi ked@in pemerintah terhadap
pengelolaan sumber daya agraria yang hanya dikwdshinegara dan swasta
berdampak pada lahirnya konfik dan perlawanan dakyat, sampai pada
perubahan politik yang menjadikan gerakan advokas didorong melalui jalur
politik dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

1.5.1 Pendekatan Pendlitian

Dari pertanyaan dan tujuan penelitian yang dengdas jdimaksudkan
untuk mendeskripsikan mengenai proses advokasi arelsyt dalam upaya
mendorong kesejateraan masyarakat melalui pembtahaagraridand reform
yang dilakukan RAB maka penelitian ini menggunagandekatan kualitatif.

Menurut Strauss dan Corbin (2003) penelitian kat@didimaksud sebagai
jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak dipéraelalui prosedur statistik
atau bentuk hitungan lainnya (h. 3). Selanjutnypilidnya penelitian kualitatif
karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalamiaelifpannya dan metode
kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kdeks tentang fenomena yang
sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Metodedipilih agar penelitian ini
dapat menghasilkan temuan yang benar-benar beratantamerlukan perhatian
yang serius terhadap berbagai hal yang dipandatg pe
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Menurut Denzin & Lincoln (2009) “penelitian kualitasebagai sebuah
kata yang menyiratkan penekanan pada proses damaryakg tidak dikaji secara
ketat atau belum diukur (jika memang diukur) daisi kuantitas, jumlah,
intensitas, atau frekuensinya. Para peneliti kaidflimenekankan sifat realita yang
terbangun secara sosial, hubungan erat antaraitpeeebgan subjek yang diteliti,
dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikana Paneliti semacam ini
mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilaerdka mencari jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculpgagalaman sosial

sekaligus perolehan maknanya” (h. 6).

Jadi dalam penelitian ini pendekatan kualitatif &mialah penelitian yang
menekankan pada penyajian informasi secara deskegsadap konsepsi dan
program advokasi masyarakat melalui pembaharuaariatand reform yang

dilakukan Rumah Aspirasi Budiman.

Mengenai tahapan penelitian kualitatif, Neuman @0@enjelaskan ada 7

(tujuh) tahap yang meliputi (h. 7):

1. Acknowledge
Social Self

: A \
7. Infarm v

Others i 2. Adopt
) Perspective
6. Interpret

¥

Data 3. Design
A a Study
5. Analyze
Data 4. Collect Data
————

FIGURE 1.2 Steps in the Qualitative
Research Process

Gambarl.2: Tahapan penelitian kualitatif
Sumber: Neuman (2006, 15)
Dari tabel di atas Neuman (2006) berpendapat bademalitian kualitatif

dimulai dari acknowledge social sellimana lahirnya minat penelitian karena

telah mengakui bahwa peneliti bagian dari ranalakasinat penelitian berdasar
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pengakuan tersebut dilanjutkan dengan upaya meaeberbagai pandangan
(adopt perspectiyeuntuk selanjutnya membudesign studytentang bagaimana
kajian yang akan dilakukan. Setelah itu, dilakukaoses pengumpulan data
(collect datg dari berbagai sumber sesuai kebutuhan, sejundthrdentah yang
terkumpul kemudian di analisis melalui prosemlyze datssesuai dengadesign
studyyang telah dibuat. Hasil analisa data kemudiammtédrpretasikan agar hasil
analisa dapat dipahami oleh individu yang berhubanglengan studi yang
dilakukan. Tahap akhir yakimform othersatau gaya laporan, bentuk sajian hasil
penelitian kepada orang lain, bentuknya bervargesuai dengan pendekatan
kualitatif (h. 15).

1.5.2 JenisPendlitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian, rpalla kesempatan ini,
peneliti memilih jenis penelitian ini berupa petieh deskriptif atau bersifat
“menggambarkan”. Menurut Neuman (2006) sebad@esearch in which the
primary purpose is to “paint a picture” using words numbers and to present a
profile, a classification of types, or an outlinesteps to answer questions such as
who, when, where, and hbwatau penelitan dengan tujuan utama
“menggambarkan sebuah gambar’ menggunakan kata retawor dan untuk
menyajikan satu profil, suatu klasifikasi dari gnatau suatu garis besar tahapan
untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, ketikaanda, dan bagaimana.dimana
“descriptive research relies on observation as aan® of collecting data’(h.
35)..

Dalam konteks praktikal, Neuman (2006) menjelask&ahwa
“Descriptive: provide a detailed, highly accurate picture. Locaitew data that
contradict past data. Create a set of categoriesctassify types. Clarify a
sequence of steps or stages. Document a causagg@r mechanism. Report on
the background or context of a situatio@tau dengan kata lain menyediakan
secara rinci, gambar yang benar-benar akurat. Mpatkan data baru yang
membantah data lama/terdahulu. Menciptakan suatu ksgegori atau

mengklasifikasikan jenis. Memperjelas sejumlah palzau langkah-langkah.
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Mendokumentasikan suatu proses atau mekanisme lpemyeaporan terhadap
latar belakang atau konteks suatu situasi (h. 34).

Berdasarkan pandangan ahli di atas, maka dalamlifemeni yang
dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah sup#unelitian berdasarkan
pemahaman makna dari kajian yang diteliti denganggenakan kata-kata untuk
menggambarkan proses advokasi masyarakat dalam ya upaendorong
kesejateraan masyarakat melalui pembaharuan dgadaeformyang dilakukan
RAB.

1.5.3 Lokas & Waktu Penedlitian
1.5.3.1. Lokas Penditian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalabmBh Aspirasi
Budiman (RAB) dengan alamat di Arcawinangun Estlek AB VI No. 4,
Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas ditambalengan daerah
dampingannya yakni Kecamatan Cipari Kabupaten &ac

Pemilihan RAB sebagai lokus penelitian didasarkadappekerjaan yang
dilakukannya menarik minat banyak pihak khususnyengdn maraknya
pemberitaan di media massa baik lokal maupun nakitaik dalam hal
pemberitaan maupun penulisan artikel terutama itekieberhasilan RAB dalam
penyelesaian kasus konflik Cipari dengan didissikannya 291 hektar tanah
kepada 5.141 petani. Selain itu, keberadaan RAR jsgcara implementatif
mempunyai manfaat besar bagi masyarakat di tengaimnya kepercayaan

publik pada kerja-kerja yang dilakukan wakil rakyat

1.5.3.2. Waktu Pendlitian

Tahapan penelitian ini dimulai dengan tahapa&aading Coursatau studi
mandiri yang dilaksanakan bulan November 2011-M2@42 dengan melakukan
pengumpulan data awal dan pendalaman teori yangubengan dengan tema
penelitian sebagai bahan pra-proposal tesis. $eteddalui tahapan studi mandiri,
penelitian memasuki tahap proposal yang dimulaapadal bulan Februari-April
2012. Penelitian tesis untuk pengumpulan lapangaruldi pada bulan April

2012 hingga Mei 2012, dengan pembagian waktu sebagéut:
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Uraian

Tahun 2012

Februari

Maret

April

Mei

Juni Juli

1

Penyusunan
proposal

Seminar
proposal

2134

11234

1

21341 |2

3

Perbaikan
proposal

data

Pengumpulan

Pengolahan
data

Penulisan
laporan

Ujian tesis

Revisi tesis

Sumber; telah diolah kembali

1.5.4 Teknik Pemilihan I nforman

Pada penelitian ini digunakan teknik pemilihan mian dengan metode

purposive samplingTeknik ini digunakan karena para individu yang ra€j

informan merupakan orang yang berkompeten untuk meeninformasi yang

ingin diketahui sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalahppsive sampling

(pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Purpasingpling adalah salah satu

jenis pemilihan informan untuk situasi khusus. tnfan atau aktor kunci dalam

penelitian lapangan ini adalah orang-orang, dimpaaeliti mengembangkan

hubungan dengan mereka dan yang menceritakan atatb@nikan informasi

tentang lapangan (Neuman, 1997: 374). Kita mungk@mpunyai pengetahuan

utama terlebih dulu yang menunjukan bahwa suatonkebk tertentu adalah

penting bagi penelitian kita atau kita memilih ®kbjitu siapa yang kita rasa

‘mencirikan’ contoh-contoh dari isu yang ingin kkaiji.

Mengenai individu pemberi informasi atau dikenddasgai informan harus

memiliki syarat yakni €redible daninformation ricH (Raco, 2010 :115). Agar
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sesuai dengan tujuan penelitian dan informasi yagiqp diketahui, maka kriteria

yang digunakan dalam pemilihan informan adalah keeyang:

a) Mengetahui Konflik Agraria di Kecamatan Ciapari Kalaten Cilacap dan
Rumah Aspirasi Budiman (RAB)

b) Mengetahui proses advokasi yang dilakukan RumahirdspBudiman
(RAB) dalam penyelesaian konflik Agraria di KecaaratCipari Kabupaten
Cilacap.

c) Memahami proses implementasi kerja advokasi yarigkwkan RAB
khususnya di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Dengan demikian, maka informan yang dianggap ketdibebagaimana

terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Tabel Informan

Informasi yang diperlukan Informan Jumlah

1. Latar belakang konflik agraria diPendiri dan Deklarator

Kecamatan Cipari  KabupaterRumah Aspirasi Budiman 1
Cilacap (RAB)
L Qrganisasi tani: Serikat
2. Diskripsi tentang proses advokastani Merdeka (SETAM) 4
penyelesaian konflik agraria ¢i—
Kecamatan Cipari KabupaterPirektur RAB 1
Cilacap yang dilakukan oleh RAB Asisten Direktur RAB 1
3. Memetakan peran stakeholder yamgadan Pertanahan Nasional 2
terlibat dalam proses advokast
penyelesaian konflik agraria ¢Kepala Desa 1
Kecamatan Cipari Kabupaten
Cilacap Petani Cipari 1
PT Rumpun Sari Anatan 1
(RSA)
Jumlah 12
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Informan yang terdapat pada tabel di atas merupakforman yang
dipandang memiliki kompetensi dan mengerti impletaginkerja RAB. Informan
internal tersebut dipilih berdasarkan kompetensukstiral organisasi RAB,
sedangkan informan eksternal yakni organisasi yaegipakan bagian dari kerja
pengorganisasian komunitas dan peningkatan organigkyat yang dilakukan
RAB.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Strauss (2003) dikatakan bahvemta collection, the finding and
gathering - or generating - of materials that thesearcher will then analyzgau
pengumpulan data, temuan dan mengumpulkan - ataghmasilkan - bahan yang

diinginkan peneliti untuk kemudian dianalisa (h).20

Prosesnya seperti yang dikatakan oleh SugiyonoOj2@dalam penelitian
kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumbemgden menggunakan tekhnik
pengumpulan data yang bermacam-macam (trianguldar), dilakukan secara
terus menerus sampai datanya jenuh” (h. 243). Ydamgksud dengan Trangulasi
adalah seperti yang dikatakan Neuman (2006) yaKi@agasan yang
memperhatikan sesuatu dari berbagai sudut pandargk umeningkatkan
ketelitian” (h. 149).

Pandangan mengenai kualitatif ditambahkan oleh R@@10) bahwa
“metode kualitatif merubah data menjadi temufindings. Memang tidak ada
formula itu, tidak ada alat ukur untuk mengetahaliditas dan realibilitas. Tidak
ada aturan yang absolut, yang ada hanyalah: ‘busgédaik mungkin dengan
menggunakan akal budimu secara penuh’ dan maksidadlisis data di sini
berarti mengatur secara sistematis bahan hasil m@wa dan observasi,
menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiramgdageat, teori atau gagasan

baru. Inilah yang disebut hasil temuan dtadings” (h. 121).

Begitupun dalam penelitian ini, data disajikan daleentuk rangkaian kata
yang didukung oleh sejumlah dokumen, photo, danl heawancara untuk
menggambarkan konsepsi dan strategi yang dilaki@aB dalam melakukan
pengorganisasian masyarakat dan peningkatan kapasiganisasi rakyat dan
jejaring gerakan dalam memperjuangkan hak-haknya.
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Adapun teknik pengumpulan data pada penelitiadilakukan melalui:

1) Studi kepustakaan. Teknik ini digunakan denganatujuntuk memperkaya
kerangka pemikiran sebelum turun lapangan, dengamcani literatur
mengenai teori/lkonsep pengorganisasian masyarp&aingkatan kapasitas
organisasi rakyat, jejaring gerakan dan pemenulsahbk warga Negara
melalui buku teks, jurnal/makalah, majalah ilmiandkajian-kajian terdahulu
seperti tesis sejenis. Selain literatur dan kajmmh, studi kepustakaan juga

dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokuenaiaya lain tentang;
a) Statuta RAB
b) Media internal RAB

c) Media eksternal, seperti media massa, televisi daternet yang

memberitakan RAB dan kerja yang dilakukan

2) Wawancara mendalam. Digunakan sebagai teknik pepgjam data yang
utama untuk menggali lebih dalam mengenai konseR#B dan
implementasi kerja advokasi dalam penyelesaianskasaflik agrarian di
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang dilakukéh dRAB. Teknik
pengumpulan data dengan wawancara mendalam iniguealgan pedoman
wawancara semi terstruktur kepada informan RAB bail internal maupun

eksternal.

3) Observasi. Observasi juga dilakukan untuk menamdata selain dari

wawancara.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis merujuk paéajelasan Nasution
(1998) yang menyatakan bahwa: “analisis telah mségak merumuskan dan
menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapanganbeldangsung terus sampai
penulisan hasil penelitian. Analisis data menjagiggngan bagi penelitian
selanjutnya sampai jika mungkin, teori yamgdunded. Namun dalam penelitian
kualitatif, analisis data difokuskan selama proddgpangan bersamaan dengan

pengumpulan data” (Sugiyono, 2010:245).
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Sedangkan metode/teknik yang digunakan adalahtsgpag ditulis Miles
dan Huberman (1994), sebagaimana penjelasan dhbawa

1) Reduksi data

Reduksi data mengacu pada proses memilih, memfakysk
menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data tgadgpat dalam
catatan lapangan atau mentranskripsikan. Reduksiteigadi terus menerus
sepanjang kehidupan dari kegiatan yang berorierkaalitatif. Bahkan
sebelum data yang sebenarnya dikumpulkan, aniisgziiksi data sebagai
keputusan peneliti (sering tanpa kesadaran penabpilmana kerangka
kerja konseptual, dimana kasus, dengan pertanyaamelipan, dan
pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Sebpgmes pengumpulan
data, bagian lebih lanjut adanya reduksi data (hreentngkasan,
pengkodean, gangguan adanya penyimpangan tema, uaemb
pengelompokan, membuat pengelompokkan, menulis merRooses
reduksi data dilanjutkan setelah turun lapangampsa laporan akhir

selesai.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dalisen Ini bagian dari
analisis. Keputusan peneliti memotong data untaknyuat kode dan untuk
mengeluarkan data, dengan pola ringkasan terbailkmdabeberapa
potongan, mengembangkan cerita untuk memaparkanaspifthan analitis.
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yarepajamkan,
menjeniskan, memfokuskan, membuang, dan mengatiar skdemikian

rupa sehingga kesimpulan "final" dapat ditarik darerifikasi.

Dengan "reduksi data" kita tidak selalu menggunakara kuantifikasi.

Data kualitatif dapat dikurangi dan diubah dengarblgai cara: melalui
seleksi, melalui ringkasan atau parafrase, mefsuaggolongan dalam pola
yang lebih besar, dan sebagainya. Adakalanya mongldmbantu untuk
mengkonversi data kedalam jumlah sederhana (misaémalis mengatakan
bahwa kasus yang sedang dilihat memiliki derajagtji" atau "cakupan”

pemusatan secara administrasi), tapi ini tidak lsetajaksana. Bahkan
ketika itu terlihat seperti strategi analitik yabgik, kami menyarankan
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untuk memperhatikan angka-angka, dan kata-kata yamda gunakan
untuk mengambil angka-angka, bersama-sama dalanisiananda

berikutnya.
Tampilan data

Kegiatan analisis berikutnya adalah menampilkam@.ddtnumnya, sebuah
tampilan di kelola, temuan menekankan informasigyamemungkinkan
penarikan kesimpulan dan tindakan. Memandang tampiiembantu kita
untuk memahami apa yang terjadi dan untuk melakglesatu yang baik
dalam analisis lebih lanjut atau mengambil tindaikang didasarkan pada

pemahaman.

Tampilan yang baik adalah jalan utama untuk arsaksalitatif yang valid.
Tampilan dibahas dalam buku ini meliputi berbagaiig matriks, grafik,
bagan, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengdkerpunformasi
kedalam sebuah bentuk yang dapat diperoleh, bgrsidat yang dianalisis
dapat melihat apa yang terjadi dan juga menggamhbatesimpulan
sebenarnya atau bergerak terus kepada tahaparjusglandari analisis

saran tampilan yang mungkin saja bermanfaat.

Seperti reduksi data, penciptaan dan penggunaapiltamtidak terlepas
dari analisis, itu adalah bagian dari analisis. &neang sebuah keputusan
tampilan pada baris dan kolom dari matriks datditaiih dan memutuskan
data, dalam sebuah bentuk, harus dimasukkan dahikegiatan analitis.
(Perhatikan bahwa rancangan tampilan juga menaitiplikasi reduksi data

yang jelas).
Kesimpulan: gambaran dan verifikasi

Tahap ketiga analisis adalah penarikan kesimpukam \erifikasi. Sejak
awal pengumpulan data, analis kualitatif mulai merkan cara yang tanpa
aturan, arus kausal, dan proposisi. Peneliti koerpetemegang kesimpulan
ini dengan ringan, menjaga keterbukaan dan skeptéesitetapi kesimpulan
masih ada disini, belum lengkap dan samar-samax pa@dinya, kemudian
semakin eksplisit dan mendasar. Kesimpulan "Figalig mungkin tidak

muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantpaga ukuran
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kumpulan catatan lapangan, penyimpamaaing dan metode pengambilan
yang digunakan; pengalaman peneliti, dan tuntidarbhga pendana, tetapi
mereka sering telah menggambarkan sedari awal,abak&tika seorang

peneliti mengklaim telah melanjutkan proses "indlkt

Kesimpulan juga diverifikasi sebagai proses analsrifikasi mungkin
sesingkat waktu yang berlalu pada pikiran analama menulis, dengan
melihat kembali ke catatan lapangan, atau mungkibihl teliti dan
terperinci, dengan argumentasi panjang dan peratadiantara rekan-rekan
untuk mengembangkan " subyektif antar konsensagaly dengan upaya-
upaya luas untuk mereplikasi temuan di kumpulaa than.

Ketiga tahapan analisa: reduksi data, tampilan ,dat@n penarikan
kesimpulan / verifikasi — dilakukan sejak sebelwselama, dan setelah
pengumpulan data dalam bentuk paralel, untuk mem@amain umum
yang disebut "analisis”. Ketiga arus juga dapaeptesentasikan seperti

yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Data
Data
display

®

Conclusion:
drawing / verifying

Gambarl.3 : Proses analisis data

Sumber: Miles and Huberman dalam Sugiyono (122},

Analisis data kualitatif bersifat berkelanjutarmu® menerus berulang. Isu
reduksi data, dari tampilan, dan penarikan simpulaerifikasi masuk ke dalam

gambar berurutan sebagai peristiwa analisa meng#itut sama lain (h. 10-12).
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1.6. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran struktur pada penaliiasekaligus dapat
diketahui arah penulisan tesis ini sistematika psan merupakan petunjuk awal.
Secara garis besar tulisan ini terdiri atas 6 (gnbhab. Adapun sistematika

penulisannya sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, berisi latar belakang, rumpsamasalahan (terdiri
atas masalah penelitian dan pertanyaan penelittajyan penelitian, manfaat

penelitian, metodologi penelitian dan sistemati@ayisan.

Bab 2. Kerangka Pemikiran, berisi konsep-konsefatentopik penelitian,
yang diambil dari buku, artikel, jurnal/makalah,nddokumen lainnya; yang
digunakan selain untuk memperluas wawasan penatia digunakan untuk

menganalisis data.

Bab 3. Gambaran Umum RAB dan kerja advokasi dalamyglesaian
konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten CGalacyang dilakukan oleh
RAB.

Bab 4. Temuan Lapangan, mendeskripsikan hasil-hasilancara dengan

para informan dan hasil observasi, sesuai dengaartypenelitian.

Bab 5. Pembahasan Hasil Penelitian, berisi anatiais hasil temuan
lapangan dengan dikaitkan landasan teori, yangaid@am menurut tujuan

penelitian.

Bab 6. Kesimpulan dan Saran, berisi rincian kesiarpdari pembahasan

hasil penelitian, serta rekomendasi/saran untuklgem/kajian lanjutan.
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BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

Fenomena kemiskinan dan kesejahteraan menjadi tarhaanyak
pihak terutama kaum akademisi, hal tersebut tergamxi banyaknya kajian
dan teori-teori yang mengambarkan tetang fenomehéipan masyarakat
diberbagai belahan bumi. Sementara tanah menjadiamayang tak
terpisahkan dalam kehidupan sosial satu komunitasyamakat, dimana
kepemilikan tanah menjadi kunci atau ukuran tingkegejateraan mereka.
Penelitian ini akan mengkaji tetang upaya menirgfa@t kesejateraan
masyarakat melalui pembaharuan agrinma reform dimana tanah untuk
sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi peritengna tanah
merupakan faktor produksi yang utama dalam pemenwk@nomi dari

kegiatan budidaya.

Dalam pelaksanaan studi ini dirasa perlu untuk raealisis temuan-
temuan lapangan dengan berbagai teori yang mendukujuan dari
penelitian ini. Untuk itu dalam bab ini akan merikap teori-teori yang
terkait dengan kesejateraan masyarakat, advokasib@haruan agrariahd

reformdan teori-teori lain yang mendukung penelitian ini

2.1. Pembangunan Sosial dan Pembaharuan Agraria

Todaro dan Smith, (2006), menyampaikan bahwa proses

pembangunan di semua masyarakat paling tidak haamsiliki tiga tujuan

inti yaitu : a). Peningkatan ketersediaan sertdupsan distribusi berbagai
barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangandang, papan,
kesehatan, dan perlindungan keamanan, b). Penarglsséndar hidup yang
tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetgaimeliputi penambahan
penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas péwat, serta peningkatan
perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusjagang kesemuanya itu
tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan mhtamelainkan juga
menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa parsangkutan dan c).

27
Universitas Indonesia

Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



28

Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagiiap individu serta
bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskaka dari belitan
sikap menghambat dan ketergantungan, bukan hamgadeg orang atau
negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiapatakuang berpotensi

merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (h. 28-2

Salah satu paradigma dalam pembangunan yang sgkaranjadi
arus utama dalam proses pembangunan yaitu pemteEmgasial, dimana
Midgley (2005) mendefinisikan pembangunan sosidlagai suatu proses
perubahan sosial terencana yang dirancang untukngiekan kesejahteraan
penduduk secara menyeluruh dikaitkan dengan ppeEebangunan ekonomi
yang dinamis (h. 37). Menurut Midgley (1995) pemipaman sosial
merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menika@kakesejahteraan
masyarakat banyak, dimana tidak hanya meningkadtalitas hidup seluruh
masyarakat, tetapi juga menanggapi masalah-magalafp muncul akibat
‘distorted developmentkarena pembangunan ekonomi tidak diikuti dengan
kemajuan sosial (h7). Sedangkan menurut Adi (2008), pada dasarnya
dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya oleh dua dimgagu; pertama
dimensi makro yang menggambarkan bagaimana insti@gara melalui
kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengardses perubahan
disuatu masyarakat, sedangkan dimé&esiua adalah dimensi mikro, dimana
individu, keluarga, dan kelompok kecil dalam maakat mempengaruhi

pembangunan itu sendiri (h. 176).

Pada dimensi makro yang menggambarkan bagaimatitasneegara
melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya nesmgaruhi proses
perubahan disuatu masyarakat, Dianto, BachriadD{g0Omengutip hasil
Deklarasi Pembaruan Agraria, Jogjakarta 1998, mmapgikan bahwa
kekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tideknghtkannya
pembaruan agraria yang berupa penataan kembalugsagn, penggunaan,
pemanfaatan, peruntukan dan pemeliharaan sumbdryesuagraria sebagai
pra-kondisi dari pembangunan. Pembaruan agrarierchgai pula sebagai
proses perombakan dan pembangunan kembali strekBial masyarakat,

khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercig@ g@&rtanian yang
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sehat, terjaminnya kepastian penguasaan atas taagh rakyat sebagai
sumberdaya kehidupan mereka, sistem kesejahtemasial slan jaminan
sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaanestdaya alam sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks sumberdaya agraria, pengelolaan gdianze agraria
sesunguhnya merupakan inti dari kesejateraan ne@tarPada masyarakat
petani tanah (sumberdaya agraria) menjadi faktodyksi utama, sehingga
akses dan kepemilikan tanah menjadi salah satwrfaénentu dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Dala@mgelolaan
sumberdaya agraria dan sinergi dengan pembangos&h sienurut Midgley
(1995) bahwa pembangunan sosial sekurang-kurangdgadelapan aspek

yang perlu diperhatikan terkait dengan paradignmal@agunan sosial, yakni:

a. Proses pembangunan sosial tidak terlepas (dipisa$deara nyata) dari
pembangunan ekonomi.

b. Pembangunan sosial mempunyai fokus yang interdisy@ng diambil
dari berbagai jenis ilmu sosial.

c. Dalam konsep pembangunan sosial tergambar suatgeforyang
dinamis.

d. Proses perubahan yang terdapat dalam pembangursial s@mda
dasarnya bersifat progresif.

e. Proses pembangunan sosial adaiéérventionistperubahan terencana).

f. Tujuan pembangunan sosial diusahakan untuk dicapkilui beberapa
strategi.

g. Pembangunan sosial lebih memusatkan kepada popagasigai satu
kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik.

h. Tujuan dari pembangunan sosial adalah pengembatagapeningkatan
kesejahteraan rakyat (Adi, 2002:118-121).

Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam wawancagadeharian
Jurnal Nasional menyampaikan, ada dua hal tergerdalam pembaruan
agraria. Pertama adalah, mandat untuk melakukan penataan politik da
hukum pertanahan demi mewujudkan keadilan sosigl baluruh rakyat
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IndonesiaKedua kita melaksanakatand reform plusyaitu reforma agraria
dalam pengertiadand reform dan access reformkepada rakyat langsung
(Winoto, 2007).

Menurutnya land reform itu adalah mekanisme distribusi atau
redistribusi tanah untuk rakyat. Sedangkacess reforradalah bagaimana
memberikan kesempatan, jalan, dan seluruh mekanizge rakyat yang
memperoleh tanah untuk mengembangkannya dan hidugpitld Yang
terpenting kemudian adalah partisipasi ekonomi piamisipasi politik. Kita
juga berbicara mengenai modal, teknologi, pendagamn pasar, serta
peningkatan kemampuan dan kapasitas. Itu adalahpdoamn-komponen
penting access reformTetapi yang lebih penting, reforma agraria adalah
mekanisme untuk mengatasi akar persoalan struktdadm kaitannya
dengan keadilan sosial. Bisa dikatakan reformaregsaalalah jalan mendasar
yang strategis untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dikutip dari wawancara dengan harian Jurnal Nas$i¢2@07) Joyo
Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional) menyadapdial yang sangat
penting, terkait dengan pembaharuan agraria danujednya keadilan sosial
dan kesejahteraan sosial. Berikut disampaikan getikawancaranya:

“Tetapi yang lebih penting, reforma agraria adatakanisme untuk
mengatasi akar persoalan struktural dalam kaitadeysgan keadilan
sosial (Winoto 2007)”.

Dalam pandangan Winoto (2007) pembaharuan agrdakala upaya
untuk mengatasi akar masalah struktural dalam &ed pembangunan.
Dimana kemiskinan struktural, adalah kemiskinan gyatisebabkan oleh
kesalahan sistem yang digunakan negara atau Sanamapemerintahan
dalam mengatur urusan rakyat. Dijelaskan persgadasealan tersebut antara
lain adalah: pengangguran, kemiskinan, sengket&aiaftik pertanahan baik
keperdataan pertanahan maupun konflik-konflik adosrkait tanah. Lalu
konsentrasi aset dan ketimpangan kepemilikan tasedradasi lingkungan,
rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energhnangga. Persoalan
ini menumpuk dari proses kesejarahan, baik yanghiekarena kolonialisme
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ataupun pembangunan yang menyisakan persoalan atarhati ke hari

makin menumpuk.

Dari teori-teori tersebut maka pembaharuan agrdakm tataran
teknis menjadi alat dalam pembangunan sosial dirdalzan Midgley (2005)
tentang tujuan pembangunan, bahwa "usaha untuk efiarsgkan hasil akhir
dari pembangunan sosial ini lebih pada bagaimamna ceencapai sesuatu
yang diinginkan yang bersifatriaterial’ versus tujuan iteasional pada
konsep paham materialisme, kemajuan ke arah tengapdujuan-tujuan
pembangunan sosial diukur dengan istilah kuarftitéti. 139). Pada
pendekatan ini, indikator sosial juga secara lugserdunakan untuk
menentukan sejauhmana kebutuhan material dapatnignp pada sisi lain
konsep ideasional tentang tujuan pembangunan sgai@ng sekal
didefinisikan dengan menggunakan indikator kuatititd etapi tujuan ini
digambarkan dengan istilah abstrak dan melibatlkamepasardeskriptifdan
normatif yang melibatkan metode kualitatif tentang interak&nusia, arti
hidup dan partisipasi dalam pembuatan putusan pegoban”. Lebih jauh
Midgley (1995) megemukakan bahwa salah satu stratagtuk
menanggulangi kemiskinan, adalah dengan model pegoiban sosial,
karena di negara-negara maju, walaupun denganatingekonomian yang
sangat tinggi, tapi memberantas kemiskinan dan aregigat kesejahteraan

masyarakat sulit diwujudkan (h. 6).

2.2. Sgarah Pengelolaan Agraria dan Posisi Petani dalam Penguasaan
Tanah

Di dalam alur sejarah perjalanan bangsa Indongs#ani yang
berada pada posisi marginal dan subsistensi, bafka@buah fenomea yang
baru. Semenjak jaman kerajaan di beberapa dadnakugnya di Jawa, oleh
karena semua tanah yang berada di wilayah kekuaagaadalah milik raja,
sedangkan rakyat hanya berkedudukan sebagai persajeai Maka petani
(wong cilik yang berkedudukan sebagmimpang dan bujangyang berada
pada strata terbawah dalam stratifikasi sosial arakat kerajaan, tidak
diakui sama sekali kedudukannya sebagai subjekrhyleng dapat memiliki

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



32

dan menguasai tanah. Mereka hanyalah pekerja-petterj para sikep, yang
diperkenankan bertempat tinggal di tanah yang d&uparasikep sebagai

imbalannya

Disampaikan oleh Purnomo (2005) bahwa kondisi plefagn dan
penguasaan tanah juga tidak banyak berubah pada pemerintahan
kolonial Inggris dengan sistem sewa tanahnya danepatahan kolonial
Belanda melalui sistem sewa tanahnya pada masaripgghan Gubernur
Jenderal Van Der Cappelen sertdtuurstelsepada masa Gubernur Jenderal
Van Den Bosch. Meskipun pada masa-masa itu tegadibahan di dalam
sistem penguasaan dan kepemilikan tanah, akani teegdaan petani
tidaklah berubah, bahkan semakin buruk (h. 3).

Sejarah baru pengelolaan sumberdaya agraria dataegma dengan
kemerdekaan Indonesia. Soekarno sebagai presidetamae Republik
Indonesia sadar betul bahwa agenda utama yang kigalankan adalah
menata pola penguasaan dan pemilikan tanah. Dertdjperolehnya
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, harapan begapdrabahan kondisi
seluruh rakyat termasuk petani kearah yang lebirbalai muncul. Harapan
tersebut sepertinya memperoleh momentunya ketikgiddn Soekarno, di
masa Orde Lama, menerapkan politik agraria yang ulgp yaitu
melaksanakafandreform yang bertujuan untuk melakukan penatan kembali

penguasaan dan pemilikan tanah dan redistribuahtan

Program landreform yang mendapatkan sandaran yuridis pada
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentutenkean Pokok
Agraria (UUPA), berisi dua ketentuan pokok, yaitdarangan pemilikan
tanahabsenteedan pembatasan maksimun penguasaan tanah. Disampaik
oleh Fauzi (1997) bahwa program Pembaharuan Agyang dorong melalui
No. 5 Tahun 1960 yang demikian populis dan memhbarikarapan besar
kepada petani yang berada dalam keadaan subsistemsin tidak pernah
terealisasi, bahkan menjadi sumber konflik secar&bntal, yang kemudian
justru menyebabkan kondisi petani menjadi lebifukih. 118). Hal tersebut
dilatarbelakangi oleh perubahan rezim Orde Lam®jide Baru. Perubahan
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rezim, yang kemudian merubah politik agrarianyantisa Orde Baru,
memunculkan kondisi-kondisi yang relatif sama bagani. UUPA sebagai
peraturan pokok yang mengatur tentang Agraria rpeskitidak pernah
dicabut, akan tetapi kemudian dikeluarkan berbpgeaturan lain, yang tidak

mengacu bahkan bertentangan dengan jiwa dan semMad@a itu sendiri.

Sejalan dengan perubahan kebijakan rezim yang |ebénitik
beratkan pada pembangunan yang berorientasi patlanieihan ekonomi
yang cepat, maka kebijakan-kebijakan di bidangapatian pun ditujukan
untuk mendukung upaya-upaya tersebut. Rezim orde ipa memandang
bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi jauh lebittinme dibandingkan
dengan pelaksanaatandreformy sehinggalandreform yang dipandang
sebagai instrumen utama dalam mencapai keadilaal,sidak mendapatkan

tempat penting pada masa Orde Baru (Purnomo, B)05:

Disampaikan Purnomo (2005) dengan dasar-dasar oigieol
developmentalismyang sangat bercorak kapitalistik dan dikaitkamghn
kapitalisme internasional pun mulai marak mewarbarbagai peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan yang dik&o rezim Orde
Baru. Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk megagnulasi modal
dengan cara memberikan akses sebesar-besarnyaakespétbr swasta,
militer dan negara sendiri untuk memainkan peraaidif -kendatipun masih
berada dalam kaitan sinergisnya dengan pemerintataldm sistem pasar
bebas dan yang memungkinkan pemanfaatan modal asergadi pilar-pilar

yuridis pelaksanaan pembangunan di bidang agrémis).

UUPA tidak lagi menjadi induk dari dari seluruh gieran yang
berlaku dan landreform pun diabaikan. Sebagai pengganti program
landreform pemerintah mengembangkan program transmigrasngde
demikian, pemerintah lebih memilimesettelmentdaripada melakukan

landreform

Selama masa Orde Batfandreformdiidentikan dengan agenda PKI
(Partai Komunis Indonesia), pada masa Orde Bararditandreform

dianggap sebagai memperjuangkan agenda-agenda SeKingga dimasa
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tersebut agend#andreform dan diskusi-diskusi tentan@ndreform tidak
mendapatkan tempat baik di forum resmi pemerintahanpun forum-forum

ilmiah.

Pada masa reformdaindreformyang sebenarnya mulai mendapatkan
tempat dalam agenda bangsa hal tersebut dapattitdouldengan lahirnya
TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 "Tentang Pembaruan Agrarian
Pengelolaan Sumberdaya Alam". Sayangnya pergarkigpala negara
beberapakali pasca Soeharto juga belum memberialaggng berarti dalam

agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia khusuangieeform

Lahirnya TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 "Tentang Pembaaru
Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam" sepertibgum mampu
memberi angin segar pada para petani untuk mengbemkses dan hak

kepemilikan lahan.

2.3. Tanah dan Kesg ateraan Sosial Masyar akat | ndonesia

Dalam kehidupan manusia tanah memiliki hubungangyabadi
dengan manusia. Karena hal tersebut maka tatanagajpean tentang
penguasaan pemilikan tanah telah disadari sejadhdrabad lamanya oleh
negara-negara di dunia, termasuk masyarakat dintarsayang tergambar
dalam tradisi adat dalam pengelolaan tanah. Pemnngagrti tanah bagi
kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sekali tidak bisa
dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tadeh memperoleh bahan
pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Dinyalakem Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : “Bumi dardair kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradipergunakan untuk
sebesar-sebesar kemakmuran rakyat”. Hal terseimgssimya menjadi dasar
bahwa tanah dalam masyarakat agraris khususnyaddnésia mempunyai
kedudukan yang sangat penting sehingga harus diglkaah, diperuntukkan
dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyatk Isecara

perseorangan maupun secara gotong royong.

Dalam kehidupan manusia tatanan sosial dan kehdopeka tak
bisa lepas dari keberadaan tanah. Meminjam isHaltasapoetra (1984)
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“Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia idtahena kehidupan
manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan darihtali@anusia hidup di atas
tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara yagndakan tanah”
(h. 1). Tanah merupakan tempat tinggal, tempat siamaelakukan aktivitas
sehari-hari bahkan setelah meninggal pun tanabhndgserlukan. Tanah juga
merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutulok@h banyak orang,
tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kulturradaungan batin yang tak
terpisahkan antara tanah dengan manusia. Tanahadnaiaktor penting

dalam kehidupan manusia bukan saja karena fungss®jmgai faktor

produksi, tetapi juga karena implikasi fungsi shsja.

Sedang Praptodiharjo (1951) menyampaikan bahwa ngau
manusia dengan sumber daya tanah adalah hubungagnbgasifat mutlak,
karena apa pun bentuk kegiatan pembangunan yaregjak&n manusia
selalu membutuhkan tanah. Tanah tidak dapat dikgsallengan manusia,
bahkan tidak saja semasa hidupnya tetapi setelaflinggalpun masih

membutuhkan tanah sebagai tempat pemakamanya (St@r997: 32).

Praptodiharjo (1951) menyatakan bahwa Tanah agalabka, tanah
adalah sumber kekuatan dan jaminan hidup bagi basggmk purbakala
sampai ke akhir jaman (Sinambela, 1997: 32).

Bagi banyak negara khususnya negara agraris ydraga@an besar
penduduknya menggatungkan hidupnya dari budidaydarpan, tanah
menjadi faktor utama dalam proses produksi untulknemihi kehidupan
mereka. Dari tanah proses produksi dalam usahanpant dimulai dan dari
tanah pula kesejahteraan petani berawal sehingggupsaan tanah tidak
dapat dilepaskan dan permasalahan petani dan kef@filupan mereka.
Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garaparupadan permasalahan
pokok dalam suatu masyarakat agraris.

Indonesia adalah negara dimana susunan kehidupeyatmga,
termasuk perekonomiannya, masih bercorak agraesy#&taan menunjukkan
bahwa 233 juta penduduk Indonesia mayoritasnya mdmsdup atau
tergantung dari pertanian. Jumlah penduduk iniilmalsan tumbuh terus dan
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diproyeksikan akan mencapai 273 juta pada 20 tddgin maka luas lahan
pertanian dan hasil produksi pangan perlu diseanaikengan kebutuhan

penduduk tersebut.

Bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar masymyakadalah
masyarakat agraris yang menggantungkan kehidupataryaroses budidaya
maka tanah menjadi faktor terpenting dalam kehidupasyarakat Indonesia.
Sehingga perombakan dan pembaharuan struktur kesgrderutama tanah
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ralgratama rakyat tani yang
semula tidak memiliki lahan olahan/garapan untuk mitiki tanah.
Parlindungan (1980) menyampaikan bahwa negara yagig maju harus

mengadakatand reform(h. 27)

24. Konflik Agrariadi Indonesia

Dalam realitas pemenuhan kebutuhan lahan disagaritidak terus
meningkat seiring dengan pertumbuhan manusia itdiseHal tersebut yang
sering kali berdampak pada lahirnya konflik terhmdeepemilikan dan
pengunaan sumberdaya agraria khususnya lahan. Dalandangan
Nasoetion (2002) menyampaikan bahwa kebutuhan tayeig terus
meningkat berdampak pada terjadinya konflik di bglgertanahan baik
secara vertikal maupun horizontal, antara persg@ararfwarga masyarakat
atau masyarakat hukum adat) maupun badan hukum e(peah atau
swasta). Menurutnya konflik pertanahan yang tergiapat disebabkan oleh
permasalahan tanah murni atau permasalahan yakaittelengan sektor
pembangunan lain (tidak terkait secara langsund@¥5-216).

Dalam sejarah pengelolaan sumberdaya agraria dionésia
Nasoetion (2002) menegaskan bahwa konflik pertanabdah muncul sejak
sebelum zaman kemerdekaan. Hal ini dapat terlihttra lain dari adanya
konflik pertanahan akibat monopoli pemilikan tanahah perkebunan dan
tanah partikelir oleh tuan-tuan tanah pada zamaonkad atau adanya
kewajiban rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada-tuan tanah
(agrarisch wef). (h. 216)
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Dalam pandangannya Nasoetion (2002) menyampai&hwd pada
masa sekarang ini, konflik pertanahan dirasakanakenmkompleks seiring
dengan perkembangan reformasi yang membawa masayara&lajar
berdemokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa Hamegara.
Disampaikan bahwa konflik pertanahan yang semutebdibkan adanya
benturan kepentingan berkembang antara lain barkdgngan: 1). nilai-nilai
budaya; 2). adanya perbedaan penafsiran yang séslai dengan maksud
dan tujuan UUPA yang merupakan ketentuan dasaarggran yang berlaku
di seluruh wilayah Indonesia; 3). adanya penyimpandalam implementasi
peraturan pelaksanaan UUPA. Menurutnya kondisi nr@nuntut adanya
kebijakan dan strategi pertanahan nasional yangtdapnyelesaikan konflik

pertanahan secara lebih koseptual, komprehensiftedpadu (h. 216).

Dalam tulisannya berjudul “Menuju Keadilan Agrari@0 tahun
Gunawan Wiradi” sebuah buku bungga rampai yangrhgikan Akatiga
(2002) untuk memberikan apresiasi pada Gunawan diir&eorang
akademisi yang konsen pada isu-isu agraria Naso&i@02) menyampaikan
bahwa di Indonesia Sumber konflik pertanahan yateaysekarang ini dapat
digolongkan dalam 5 (lima) hal, antara lain diséaaboleh (217):

Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seindeamgdak merata;
Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan texmgpertanian;

Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golorgaromi lemah;

0N

Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakainhwddat atas
tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak tatesh dalam

pembebasan tanah;

Menurutnya konflik pemilikan atau penguasaan tagyahg tidak
seimbang banyak terjadi pada tanah-tanah perkebut@flik ini banyak
memicu terjadinya pendudukan tanah-tanah perkebwysrg HGU-nya
belum berakhir oleh masyarakat tanpa seizin pengepak atas tanah yang
bersangkutan occupati@ dan diklaim sebagai tanah miliknya. Konflik
pemilikan dan penguasaan tanah terjadi sebagaatakienguasaan tanah

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



38

secara berlebihan, terutama di kota-kota besaarfggdn di daerah pedesaan
terus terjadi pemecahafrggmentasgi pemilikan tanah pertanian dan terjadi

alih guna tanah dari tanah pertanian menjadi tawoalpertanian.

Salah satu penyebab terjadinya pemilikan dan pesaguatanah yang
tidak seimbang adalah adanya tanah-tanah terlaR&amilikan penguasaan
tanah oleh golongan masyarakat ekonomi kuat bargigklahgunakan
sebagai objek spekulasi untuk memperoleh keuntuhgaar. Tanah tersebut
tidak digunakan atau dimanfaatkan sesuai maksud tdgjaan pemberian
haknya. Hal ini terjadi karena adanya fakta bahwhukuhan tanah untuk
proyek-proyek industri besar semakin meningkat seana ketersediaan
tanah sangat terbatas. Fenomena ini memicu teymdiakalasi harga tanah
yang cukup tinggi sehingga sangat menguntungkaakidpolongan) tertentu
saja Nasoetion (2002: 218).

Sementara itu konflik yang diakibatkan oleh penaiikpenguasaan
tanah yang tidak seimbang juga banyak terkait dekgaang terkendalinya
alih guna tanah dari tanah pertanian menjadi tarmatpertanian. Kebijakan
Pemerintah di masa lalu yang terlalu menekankana ppdrtumbuhan
ekonomi nasional dengan bertumpu pada perusahaan dan berorientasi
pada ekspor, menyebabkan terabaikannya pembangiuraang pertanian
dan distribusi pemilikan serta penguasaan tanah.séyi lain, ternyata
perkembangan ilmu dan teknologi pertanian kurangntegrasi dalam
peraturan perundang-undangan yang ada. Bias ekoskat@a besar dan
ekspor membawa dampak besar. Pendistribusian pamidan penguasaan
tanah kepada para petani khususnya petani golagigamomi lemah kurang
berjalan ( Nasoetion, 2002: 219).

Nasoetion (2002) menyampaikan bahwa secara umunflikkon

pertanahan digolongkan ke-dalam 8 (delapan) kelérbpsar yaitu:

1. Konflik atas tanah perkebunan yang disebabkan:oleh
a. Proses ganti rugi yang belum tuntas.
b. Tanah garapan turun temurun masyarakat diambil @ditkebunan

secara paksa.
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c. Luas kebun di lapangan lebih besar dari luas yangantum pada
sertifikat HGU yang diterbitkan.

d. Tanah perkebunan merupakan tanah ulayat atau wardgsxi
suatukesultanan atau keluarga masyarakat tertentu.

e. Tanah perkebunan tidak dikelola secara baik danumérpenilaian
tergolong kelas IV dan kelas V.

2. Masalah permohonan hak atas tanah yang terleteavedsan hutan serta
sengketa tanah antara masyarakat dan Perum Pearhutan

3. Masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan putesaagilan :

a. Tidak dapat diterimanya putusan pengadilan olebkpyang kalah.

b. Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakeen&a a). Tanah
objek sengketa yang diputus pengadilan telah baruitatusnya
maupun kepemilikannya; b). Putusan pengadilan maulikan akibat
hukum yang berbeda terhadap status objek perkang ywama,
sehingga diperlukan fatwa Mahkamah Agung sesuaalpé&g dan
pasal 48 Undang-Undang No0.13 Tahun 1965 tentangygoiéan
dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

4. Masalah permohonan pendaftaran yang berkaitan detogapang tindih
hak atau sengketa batas yang antara lain disebabledin pemalsuan
terhadap alas hak.

5. Masalah yang berkaitan dengan pendudukan tanahtdaruntutan ganti
rugi masyarakat atas tanah-tanah yang telah dib®idaskan oleh
pengembang untuk perumahan, industri, perkantoi@mkawasan wisata.

6. Masalah yang berkaitan dengan klaim tanah ulayat yiedak mudah
menentukan eksistensi hak ulayatnya.

7. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tukar mertakah bengkok
desa yang telah menjadi kelurahan.

8. Masalah-masalah lainnya seperti sengketa dari pevat@m lahan tidur

dan penggunaan tanah terlantar (h. 222-223)

Dalam upaya menuntaskan konflik pertanahan, Nasoet2002)

menyampaikan rekomendasi yaitu : dalam penyeldsamfik agraria maka
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perlu dilakukan prosedur penyelesaian yang adilnungnya mekanisme

penyelesaian konflik yang ditempuh adalah sebagyakdt (h. 224):

1. Musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketakumtendapatkan

penyelesaian sehingga dapat mengakomodasikan kegentmasing-
masing. Badan Pertanahan Nasional bertindak sebagavator dan

mediator. Khusus untuk penyelesaian konflik tarsatah perkebunan
(HGU) antara petani penggarap dan pengusaha per&aehhaik swasta
maupun pemerintah, diarahkan kepada win-win soluti®enggarapan
tanah oleh petani penggarap di kebun-kebun terlantbék pengusaha
perkebunan diselesaikan dengan redistribusi taaaly gigarap tersebut
kepada petani. Syaratnya, petani wajib menanam #asyang telah
ditetapkan pemerintah pada waktu pemberian HGU deegeengusaha.
Pengusaha wajib menguruskan pencairan kredit dak dengan agunan
tanah petani sebagai modal untuk menggarap tanimipenelakukan
pembinaan, dan pemasaran hasilnya. Dengan polalesajan masalah
pertanahan seperti ini para petani penggarap akemiliki tanah

sehingga akan memperkecil ketimpangan struktur yeesgan tanah.
Sementara itu, areal perkebunan akan bertambahdamasdevisa bagi
Negara juga akan bertambah.

Koreksi administrasi oleh Badan Pertanahan Nasisaphnjang masih
dalam lingkup administrasi tata usaha negara. Mysapembatalan surat

keputusan hak, sertifikat, dan sebagainya akidetlkean data awal.

Lembaga peradilan apabila kedua hal di atas tidgdatdmenyelesaikan

masalah.

Mesti demikian dalam pandangan Nasoetion (2002)sgw0

penyelesaian konflik pertanahan menghadapi berbkegadala, yaitu (h.
225):

1.

Perbedaan penafsiran dan kurangnya pemahaman dprhaetaturan
perundangan di bidang pertanahan, baik di kalamggtansi pemerintah
maupun masyarakat.

Data dan informasi pertanahan tidak dikelola okt snstansi.
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3. Kurang kooperatif dan koordinasi pihak-pihak yangrkait dalam
menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan.

4. Sulit dicapai kesepakatan karena masing-masingkpiietahan pada
pendiriannya dan cenderung memaksakan kehendak, katbah
kadangkadang dengan menggunakan kekuatan massa.

5. Keputusan peradilan umum (perdata dan pidana) deadpan tata usaha
negara tidak sejalan dalam menangani suatu objejketa yang sama.

6. Badan Pertanahan Nasional sulit menyelesaikan afasahsalah
sengketa pertanahan yang masih dalam proses peradiamun
dipaksakan para pihak untuk menyelesaikannya.

7. Terbatasnya anggaran untuk menyelesaikan masaltédnalean, antara
lain untuk penelitian lapang dan ganti rugi yangruba dibayar

pemerintah.

2.5. Advokas
2.5.1. Definisi Advokasi

Reyes (2004) menyampaikan definisi advokasi : “Acg adalah
aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakanijékn publik yang
bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munclkepgakan yang
diperkirakan merugikan masyarakat” (Legoved, al, 2009: 90). Advokasi
terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untoénarik perhatian
masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol paraap#ngkebijakan untuk
mencari solusinya. Advokasi itu juga berisi akéi$itaktifitas legal dan politis
yang dapat mempengaruhi bentuk dan praktik pener&p&um. Inisiatif
untuk melakukan advokasi perlu diorganisir, digagsecara strategis,
didukung informasi, komunikasi, pendekatan, sertabilisasi Sementara
dalam Laporan Akhir tentanGentral Asian NGOs Advocacy Training and
Study Tour, March 1-12,1999, The Philippines, Thlent€r for Legislative
Developmentmenyampaikan definisi Advokasi yaitu aksi kolekyiing
terencana untuk mengubah iklim politik yang mekiaat semua pengemban
kepentingan gtakeholdey, yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu dan
problem-problem spesifik melalui kebijakan publ{ki. 5). Sedangkan dalam
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Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli O0@) Advokasi

didefinisikan sebagai aksi yang strategis dan tkrpaleh perorangan atau
kelompok masyarakat untuk memasukkan suatu masaatalam agenda
kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusdok mengupayakan
solusi bagi masalah tersebut sekaligus membangsis lolukungan bagi
penegakan dan penerapan kebijakan publik yang @i botuk mengatasi

masalah tersebut.

Sedang Lisa Vene Klassen and Valerie Miller (20@2nyampaikan
dalam pelaksanaannya Advokasi melibatkan berbagdegi yang ditujukan
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik baitingkat lokal,
nasional dan internasional; dalam advokasi itu reeckhusus harus
memutuskan: siapa yang memiliki kekuasaan dalam buamkeputusan;
bagaimana cara mengambil keputusan itu; dan bagairoara menerapkan
dan menegakkan keputusan (h. 80).

Bagi banyak orang masih menganggap bahwa advokasipakan
kerja-kerja pembelaan hukum (litigasi) yang diladkmkoleh pengacara dan
hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengakteprderacara di
pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan p@ageyang sempit
terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Selalah- advokasi
merupakan urusan sekaligus monopoli dari organysasy berkaitan dengan

ilmu dan praktek hukum semata.

Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit kare@agpruh yang
cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalamasmlBelanda, yakni
advocaatatau advocateurberarti pengacara hukum atau pembela. Karena
tidak heran jika advokasi sering diartikan sebdgggiatan pembelaan kasus
atau beracara di pengadilan.’ dalam bahasa inggmsivocatetidak hanya
berartito defendmembela), melainkan puta promote(mengemukakan atau
memajukan)io create(menciptakan) dato change(melakukan perubahan)
Topatimasang, et al, (2007: 18). Sementara dalameks pemberdayaan
masyarakat advokasi tidak hanya berarti membelar atendampingi
masyarakat melainkan pula bersama-sama dengan anexgkkukan upaya-
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upaya perubahan sosial secara sistimatis dan girat8ehingga kata
advocatedalam bahasa Inggris dapat bermakna macam-maamatebisa
berarti menganjurkan, memajukanto ( promot¢, menyokong atau
memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisartidan melakukan

‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis.

Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakatuk
berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalanbgiesan ini tak lain
adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan leeadosial. Dengan
kata lain, advokasi yang dirumuskan merupakan pkagerjuangan secara
sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadsosial melalui

perubahan atau perumusan kebijakan publik.

Penegasan ini penting untuk menghindari kesimparasi
pemahaman yang akan berujung pada kesalahan mkaerspategi dan
tujuan. Bagaimanapun banyak lembaga atau orgarnjaagi merasa prihatin
dengan kenyataan sosial, kemudian mengupayakaratsestamun pada
akhirnya terjebak pada kesalahan dalam mendiagnasalah. Misalnya saja
organisasi yang berjuang memberantas kemiskinarg yaenggunakan
pendekatan sedekahch@rity) belaka dengan membagi-bagi uang dan
sebagainya tanpa pernah mempertanyakan apa Yyangyeladakan

masyarakat menjadi miskin.

Membantu orang yang sedang dalam kesulitan/kenaiskitengan
sedekah memang tidak salah, bahkan dianjurkan. Namdakan itu tidak
strategis karena tidak dapat menyelesaikan persda@aiskinan. Dengan
kata lain, sedekah merupakan tindakan yang hanyayetesaikan akibat,
bukan sebab. Demikian halnya dengan masalah-masklah yang
menyangkut harkat hidup orang banyak, khususnyalatasnasalah yang
terkait dengan keadilan sosial.

2.5.2. Tujuan Advokasi

Kurniawan (2010) mengutip dari Manual Advoksi Sarkpa
Advocacy & Communication Consultants, Mumbai (2007@nyampaikan,
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secara umum tujuan advokasi dapat dikelompokkarjatde6 (enam) antara
lain adalah :

1. Menarik perhatian para pembuat kebijakan terhadagatah-masalah
yang dihadapi kelompok marjinal.

2. Mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi lddhijakan-
kebijakan yang ada.

3. Memberi pemahaman kepada publik tentang detaildggiibkebijakan,
sistem-sistem yang ada serta skema-skema kesejahtsvsial.

4. Meningkatkan ketrampilan dan cara pandang indimidwpun kelompok
sosial agar kebijakan bisa diimplementasikan sdzakadan benar.
Menciptakan sistem pemerintahan yang berorientda pakyat.
Mendorong tumbuhnya aktivis-aktivis keadilan sog@hg muncul dari

kekuatan masyarakat sipil. (h. 12-13)

Tentu saja kita menyadari bahwa upaya mencapaaritujuan
advokasi tersebut tidak mudah untuk dicapai. Seldaudinamika baik secara
internal maupun secara eksternal. Ini terjadi karadvokasi pada dasarnya
merupakan upaya politik sehingga harus dipahamagabmekanisme yang
penuh dengan konflik dan negosiasi.

Dalam kontek ini tentunya penguasaan kapasitasskidnyang kuat
dari para-pihak yang terlihat dalam proses advokssijadi hal yang wajib.
Kurniawan (2010) menyampaikan bahwa disadari agaktipara pembuat
kebijakan serta orang-orang yang memiliki posisrategis dalam
mempengaruhi kebijakan kadangkala adalah orang yarig diprediksi
sikapnya. Padahal mereka adalah kelompok targetegis yang mesti
dipengaruhi. Sehingga menurutnya dengan berbekatakguan yang
memadai maka peluang untuk mempengaruhi kebijakan &bih terbuka
lebar (h.13).

2.5.3. Pelaku Advokasi

Sesunggunya advokasi dapat dilakukan oleh siapdpaik,itu oleh
masyarakat atau pihak luar secara individu mauglonkpok. Hal terpenting
adalah adanya rasa perhatian dan komitmen untuldeon@mg perubahan
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sosial menuju kearah yang lebih baik melalui penaba kebijakan
(Kurniawan, 2010:14-15). Hal yang melatarbelakapgriunya advokasi

menurutnya adalah:

a. Pembuat kebijakan dianggap gagal merumuskan kelpoijgang tepat dan
dibutuhkan bagi masyarakat.

b. Pembuat kebijakan tidak memiliki keperpihakan yamggi kepada
kelompok-kelompok marjinal dan lebih berpihak kegpakielompok-
kelompok dominan.

c. Pembuat kebijakan tidak memiliki kompetensi untukeramuskan
kebijakan yang baik

d. Pembuat kebijakan tidak memiliki sumber daya yangmadai untuk
mendorong perubahan sosial.

e. Pembuat kebijakan sengaja mangabaikan persoalgnagkn

2.5.4.Unsur-Unsur Dasar Advokasi

Sharma (2002) menyampaikan bahwa sebelum melakadtankasi
atas satu isu tertentu, maka penting untuk mengfdeasikan aspek-aspek
penting yang harus diletakkan sebagai pondasi gerdRengan memahami
unsur-unsur dasar advokasi maka diharapkan advdksaibekerja secara
lebih sistematis dan efektif. Unsur-unsur tersesa dilihat dalam gambar

pada halaman berikut ini; (Kurniawan, 2010: 15)

Coalition

Fund- Objectives
ralsing

Evaluation Data

Presentalion Audiences

Iessages

Gambar 2.1: Unsur-Unsur Dasar Advokasi

Sumber: Kurniawan, “Advokasi berbasis jejaring”120h. 16
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Secara rinci Kurniawan (2010) mendiskripsikan unswsur dalam

advoksi sebagai berikut:
1. Pemilihan tujuan Advokasi.

Agar capaian besar bisa didapatkan maka setiapadigognting untuk
menyempitkan tujuan advokasi dengan menjawab pexsampertanyaan
ini : bisakah isu yang ada menyatukan kelompok+kelok yang berbeda
ke dalam satu koalisi yang kuat? Apakah tujuan reekangkret bisa
dicapai? Apakah tujuan tersebut benar-benar bisagatasi masalah

yang hendak diselesaikan?.
2. Penggunaan Data dan Penelitian.

Data dan riset sangat penting untuk membuat kepotkeputusan yang
tepat dalam beberapa hal. Misalnya ketika akan iitemmasalah apa
yang hendak ditangani, mengidentifikasikan solupa asaja yang
mungkin dipakai untuk mengatasi masalah terselmrta sketika kita
hendak meletakkan tujuan-tujuan yang realistisa@abanyak hal bisa
juga menggunakan data sebagai dasar yang sangdt WKaika

mengargumentasikan sebuah persoalan ataupun méamusolusi

kepada mereka yang memiliki otoritas. Karena penempertanyakan
pada diri kita: apakah data yang tersedia suddlstisauntuk mencapai
tujuan besar?. Data-data apa saja yang kita perlukéuk mendukung

argument kita dalam menangani suatu isu.
3. Pengidentifikasian Siapa yang akan menjadi Targelién Advokasi

Setelah isu dan tujuan maka proses advokasi memmtanukejelian

untuk melihat siapa orang-orang strategis yang dmeyaruh dalam
kebijakan. Mereka bisa saja para politisi, birokragaf ahli, penasihat,
dan staf dari orang-orang yang terlibat dalam mdsbijakan. Mereka
bisa juga media massa dan bahkan masyarakat umaman#&itu dalam
upaya ini penting bagi kita untuk merumuskan: siapma-nama para
pembuat kebijakan yang bisa dipakai untuk mewujodkguan besar?

Siapa dan hal-hal apa saja yang bisa mempengarrekaf
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4. Pengembangan dan Penyampaian Pesan

Ada asumsi : setiap audiens akan menanggapi sé¢taliglecara berbeda.
Karena itu menjadi penting untuk memikirkan: hah axan disampaikan
pada siapa?

Menyampaikan persoalan kepada politisi dan penariagar merespon
iIsu tertentu pasti akan berbeda dengan menyampagikaan kepada
media massa ataupun LSM. Pilihan kata, isi dan mieke
penyampaian pesan perlu diperhatikan dengan seksaaia mereka
yang kita target bisa dimanfaatkan untuk menyeddtes isu yang
hendak diadvokasi.

Koalisi dan Jaringan

The power of number Kita sudah banyak menjumpai bahwa jumlah
sangat berpengaruh dalam proses politik. Begita jdglam konteks
advokasi, seringkali jumlah orang yang banyak yayegmdukung sebuah
isu bisa menjadi kekuatan besar dalam perubahaijekab. Pelibatan
banyak orang dengan beragam kepentingan ke dalampsging isu
bersama dalam banyak hal bisa memberikan rasa @arf@dap proses
advokasi dan bisa member dasar dukungan politik.

Presentasi yang Persuasif

Ketika kita menyampaikan gagasan kita kepada petkmiajakan kita
sering kali berhadapan dengan beberapa hal : waldteka yang
terbatas, rasa malas membaca, kapasitas dan komsipgseg lemah.
Karena itu menjadi penting untuk menyampaikan gagasng straight
forward (langsung pada intinya), sistematis dan ahudlipahami.
Kadangkala ringkasan singkat satu halaman tentsundka@bijakan yang
hendak diatasi serta solusi-solusi apa yang diasukkan jauh lebih
efektif ketimbang satu bendel laporan.

Penggalangan Dana

Hampir semua aktivitas, termasuk advokasi selalmbutuhkan sumber
daya yang kuat. Karena itu sebuah proses advolaki mpeletakkan
jalan tentang bagaimana sumber daya dalam jangkanmpbisa didapat,

serta sumber-sumber mana saja yang bisa dimanfaatka
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8. Evaluasi
Ketika kita melakukan aktivitas advokasi maka psptbagi kita untuk
merefleksikan diri. Betulkan kita sudah berhasiada mencapai tujuan
advokasi? Bagaimana caranya agar kedepan straigibisa lebih
berkembang? Menjadi aktivis (h. 16-17)

2.5.5.Kebijakan sebagai Sumber Hukum

Setelah memahami advokasi, penting bagi kita umeknahami apa
yang dimaksud dengan kebijakan. Untuk itu, kitausanemahami kebijakan

sebagai "Sistem Hukum" yang terdiri dari :

* [si/Substansi Hukum; yaitu uraian tertulis dari tsu&ebijakan yang
tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undandata juga
kebijakan yang lebih merupakan "kesepakatan umudgk ttertulis,
namun dalam hal ini kita lebih menitik beratkan ha¢tan pada

naskah/teks hukum tertulis yang berlaku.

Contoh: UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantdseatak Pidana
Perdagangan Orang (UU PTPPO), Pasal 17 berburggaeberikut:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pas&asal 3, dan
Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman @dga ditambah

1/3 (sepertiga).

Mengacu pada naskah/teks hukum tertulis yang heitak artinya, UU
PTPPO tidak mengakui adanya "tindak pidana perdmyananak",
namun sebatas mengakui adanya "tindak pidana perdag orang"
yang "dilakukan terhadap anak". Padahal, berdasdkatokol Palermo,
pengertian dan unsur-unsur "perdagangan orang" "gendagangan
anak" berbeda, dimana "perdagangan orang” mengharugya unsur
(proses, cara, tujuan), sedangkan “"perdagangan " arf@nya
mengharuskan dua unsur (proses dan tujuan). Daddrmih isi hukum

berperan menjauhkan korban dari keadilan.

» Tatanan/Stuktur Hukum; vyaitu semua perangkat kedgyadn dan

pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Ini mencalampbaga hukum
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(pengadilan, penjara, birokrasi, pemerintahan,apaolitik, dsb), dan
para pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, pdéstara, pejabat

pemerintah, anggota legislatif, dsb)
Contoh: UU PTPPO, Pasal 26 berbunyi sebagai berikut

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghikan
penuntutan tindak pidana perdagangan orang

Mengacu pada naskah/teks hukum tertulis yang heitak artinya, UU

PTPPO mengakui tidak relevannya “persetujuan kdrbdalam

perdagangan orang. Hal ini sesuai dengan Protokt#rigo. Namun
demikian, dapat terjadi, dalam pelaksanaannyaatapenegak hukum,
misalnya Polisi sebagai pihak pertama yang bertelengan korban,
ketika hendak membuat Berita Acara PemeriksaanijsiPtdrsebut

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cenderungyuchekan

korban sehingga Polisi menafsirkan bahwa korbanyetejui apa yang
dialaminya, dan pada akhirnya Polisi menganggapusatersebut
bukanlah kasus perdagangan orang, melainkan akatals "mau sama
mau". Dalam hal ini, tatanan hukum berperan merkantkorban dari
keadilan.

Budaya/Kultur Hukum; yaitu pemahaman, sikap penaaim) praktek-
praktek pelaksanaan penafsiran terhadap dua asgieinshukum diatas
(isi dan tatanan hukum), termasuk bentuk-bentuggapan masyarakat

luas terhadap pelaksanaan isi dan tatanan hukgebigr
Contoh: UU PTPPO, Pasal | angka (5) berbunyi selmay&kut:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (deldgas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengacu pada naskah/teks hukum tertulis yang heitak artinya, UU
PTPPO mengakui bahwa anak adalah seseorang yamg berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masimdigndungan. Hal
ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentandjriéleingan Anak,
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dan dalam hal tidak mempedulikan "status perkawirsmorang anak,
hal ini pun sesuai dengan Protokol Palermo.

Ketika ditemukan sebuah kasus perdagangan anakdyalagni seorang
korban anak perempuan berusia 15 tahun, aparagalemekum, dalam
hal ini misalnya Polisi, mematuhi Pasal ini dimaaamendefinisikan
korban sebagai anak ketika korban memang belumsiaed8 tahun.
Namun demikian, masyarakat luas menganggap jikaasgoanak
meskipun ia masih berusia 15 tahun, namun jika udals pernah
dikawinkan, maka ia bukan lagi dianggap "anak".a@bahal ini, budaya
hukum berperan menjauhkan korban dari keadilan.

Hukum sebenarnya adalah keseluruhan dari alat yarapgatur
kehidupan Negara dan Warga Negara termasuk selparhturan,
kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidakules dan penegakan
hukum oleh aparat penegak hukum. Peraturan pergagztangan
adalah hukum, tetapi hukum tidak identik dengarajpean perundang-
undangan. Setiap upaya pembuatan peraturan pegsidaangan harus
mengacu pada kerangka hukum yang sudah ada. Kasafukerangka
hukum inilah yang memberi identitas bagi sistemumkdi Indonesia.
Dalam hubungan ini UU No 12 Tahun 2011 menyebutiea urutan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 2. 1.

Tata Urutan Hukum yang Digunakan di Indonesia

Tata Urutan Hukum
Undang-Undang Dasar
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Penganangpntdndang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kota

I ISIENTAT VTP

Sumber: UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukaati?an Perundangan.
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Isi hukum, tatanan hukum, dan budaya hukum merupadsiem
hukum yang saling terkait. Idealnya, advokasi mkanpasasaran perubahan
ketiganya. Karena dalam kenyataanya, perubahantgaagdi pada salah satu
aspek saja tidak serta merta membawa perubahanagpdk lain. Misalnya,
perubahan suatu Peraturan Daerah (Perda) yanghbdip&ten kita, tidak
dengan sendirinya mengubah cara kerja aparat pelakga. Kita mungkin
pernah mendengar seorang lbu mengatakan, "Pemayaraudah baik, tapi
tidak didukung oleh aparat pelaksana yang memadhingga peraturan itu

akhirnya cuma kertas saja”

Tatanan hukum juga mencakup pengadilan denganpetasananya
melibatkan polisi, hakim, jaksa, pengacara. Sakth &egiatan kita dalam
advokasi mungkin adalah mendampingi masyarakatakorMisalnya kita
mendampingi seorang anak perempuan korban kasusdsain. Meskipun
kita bukan pengacara yang bisa beracara di peagadiamun kita tidak usah
patah semangat dalam melakukan pembelaan terhamtbpnk advokasi ke
pengadilan tetap bisa kita lakukan. Kita bisa memigan SMS atau surat
dukungan untuk korban, yang kita tujukan kepada pataksana pengadilan
dimana kasus korban disidangkan.

Oleh karena itu, advokasi yang baik adalah yangraesengaja dan
sistematis dirancang untuk mendesak terjadinyabaéran baik dalam isi,
tatanan, dan budaya hukum yang berlaku. Dalam gaf@annya, perubahan
bisa saja terjadi secara bertahap, mulai dari ssdéih aspek yang dianggap
sebagai titik tolak menentukan, berlanjut (dihaepknmembawa pengaruh

atau dampak perubahan) ke aspek lain.
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2.5.6.Kerangka Kerja Advokasi

Sagala (2011) menjelaskan, Meski merupakan kesasistem,
namun tiga aspek hukum (isi/substansi hukum; tatataktur hukum;
budaya/kultur hukum) sasaran advokasi, harus kilieatil secara berbeda.
Tiap proses memiliki tata cara sendiri. Karena #avokasi harus
mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yaungi $eerikut (h. 9-
12):

= Proses legalisasi dan litigasi; meliputi selurutha@a penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan sesuaind&ogatitusi dan
undang-undang yang berlaku, mulai dari pengajuaiusil perlunya
penyusunan perundang-undangan, perdebatan |efgigt@tinbentukan
kelompok kerja, penyusunan naskah akademik, hinggsetujui.
Kembali kita ingat pembahasan sebelumnya mengesasubstansi
hukum”. Proses "legalisasi dan litigasi" kita gumakuntuk mendekati

perubahan “isi hukum®.

= Proses politik dan birokrasi; meliputi semua tal@gmyusunan dan
konsolidasi perangkat institusi dan pelaksana k&l publik. Karena
itu, seluruh tahapan sangat diwarnai oleh proséskpdan manajemen
hubungan (relasi) kepentingan-kepentingan, diartiarbagai kelompok
yang terlibat di dalamnya, mulai dari lobi, medjaawar menawar dan
kolaborasi. Kembali kita ingat pembahasan sebelammnyengenai
"tatanan/struktur hukum". Proses "politik dan bnad(" kita gunakan

untuk mendekati perubahan "tatanan/struktur hukum®.

= Proses sosialisasi dan mobilisasi; meliputi sememtuk pembentukan
kesadaran yang akan membentuk pola perilaku terteam menyikapi
suatu masalah bersama. Karena itu, proses ini jgdwdalam berbagai
bentuk tekanan politik mulai dari penggalangan dglan (kampanye,
debat, diskusi, seminar, pelatihan), pengorgaraeasiingga pengerahan
massa. Kembali kita ingat pembahasan sebelumnyagenan "budaya/
kultur hukum". Proses "sosialisasi dan mobilisdsta gunakan untuk
mendekati perubahan "budaya/kultur hukum".
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Untuk lebih sederhananya, proses perubahan kehijdigmmbarkan
sebagai berikut:

PROCES-FROSES PROSES-FROSES PROSES-PROSES
LEGISLAEET & PEMBENTUE A SOSIATISAST &
LITIZ &S] ISTASE AH FOLITIE & BIRCERLE] WMOBILISASI |
HUK T {pergajuan KEBITAK AN PUBLE mexhentuk pendapat
ranl, knngep taading & { mempznganihi peraknat MM PRITEAT igATiAT
perrbelaan pelaksana peraturan) bagiz dan tekanan politik

) 131 TATANJLN { Bunara>
I—.UKUM HUKT.M \ HUEUM

Gambar 2.2. Proses Perubahan Kebijakan

Sumber: Sagala, “Advokasi Perempuan Akar Rumpettofhan dan
Modul”, 2011, h. 10

Meski sasarannya adalah perubahan kebijakan, bdekti advokasi
hanya dapat dilakukan melalui proses legislasi ldayasi saja, tetapi juga
melalui proses-proses politik dan birokrasi, sprtases-proses sosialisasi dan
mobilisasi. Dengan demikian, kita juga menjadi satahwa advokasi
memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan ketitamp/ang berbeda-
beda, dabm suatu koordinasi yang terpadu dan stenSemakin besar
masalah dan dampak perubahan yang diharapkan, sebaadyak pula pihak

yang terlibat menyuarakan hal yang sama.

Advokasi merupakan jalinan interaksi dari kompokemponen,
berupa berbagai pihak, aktivitas dan situasi. Agandah memahami
keseluruhan interaksi itu, kita dapat mempelajatakgka kerja advokasi.
Sebuah kerangka kerja advokasi yang baik bergifegkiap (mencakup semua
pihak, aktivitas, dan situasi yang mempunyai petalam advokasi), jelas
(mampu membedakan semua pihak, aktivitas, danssiyaag diikutkan ke
dalam kerangka, melalui tolak ukur yang dapat dapairdan digunakan), dan
rind (menguraikan hubungan atau kaitan antara &ataponen dengan
komponon lain), sehingga dapat berfungsi sebagati l@ntu melakukan

advokasi.
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Dalam menghadapi suatu kasus misalnya, kita haresggali
komponen-komponen, antara lain: isu utama apa kaagilih, mengapa isu
itu dipilih sebagai isu utama, apa saja tujuanfsaisgang ingin kita capai
dengan memperjuangkan isu tersebut, bagaimanitan@mencari data yang
diperlukan, siapa saja yang hendak dilibatkan datemperjuangkan kasus
tersebut, apa posisi mereka dalam kasus tersefgéanieasi/kelompok apa
saja yang dapat kita jadikan jaringan dan sekutu kiemperjuangkan kasus
ini, apa yang akan kita lakukan bersama orang/ketdkmyang dilibatkan
dalam memperjuangkan isu tersebut, siapa sasarmpek kegiatan
tersebut, apa saja bentuk atau taktik pemanfaatadiamyang bisa kita

gunakan, siapa saja sasaran penggunaan mediautedsh

Satu tujuan yang sama, misalnya perubahan kebijalagat dicapai
melalui berbagai cara, contoh lobi. Lobi memerlukema aktivitas, tiap
aktivitas dilakukan oleh dua pemangku kepentingatakeholder), satu
menjadi pelaku aktivitas, yang lain menjadi sasayan Tujuan akhir
advokasi yaitu perubahan situasi, dicapai melaimal sasaran antara.
Sedangkan lini advokasi yang perlu dilibatkan sed¢srsama agar advokasi
sukses adalah: legislatif (mendorong terciptanypup@ hukum), eksekutif
(mendorong perubahan tata laksana sesuai produkinf)ukdan sosial
mobilisasi masyarakat (mengubah perilaku masyaragat sesuai dengan

produk hukum).

2.5.7. Tahapan-tahapan Advokasi

Menurut Sagala (2011) menyampaikan bahwa dalamkadwaala 8
tahapan/proses yang bisa dijadikan pijakan, ataaradalah (h. 39-54):

Mengadakan Diskusi-Diskusi

Mengumpulkan Data dan Melakukan Kajian
Menentukan Masalah Prioritas atau Isu Strategis
Menentukan Sasaran dan Strategi Advokasi
Mengemas Isu

Menggalang Dukungan

N o g M wDd e

Sosialisasi dan Mobilisasi
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8. Mempengaruhi dan Mendesak Pembuat dan Pelaksamakéeb

Sagala (2011) meyampaikan bahwa menurutnya pro&bk dari
sebuah program advokasi adalah perubahan. Sedangarbahan itu
merupakan hasil dari interaksi antara semua peladil, pembuat kebijakan,
pelaksananya, maupun masyarakat. Dalam kerangkakasly pilihan aksi
dan pelakunya tergambar dengan amat jelas. Mempérngdan mendesak

pembuat dan pelaksana kebijakan dilakukan dengatv{&3):

Pemetaan Kepentingan

Negosiasi dan Lobi

Menyusun Rancangan Kebijakdregal Drafting
Uji Materi

Dengar Pendapaltigaring)

o a0 bk 0w N PE

Kerja Media

Jika semua tahap tersebut sudah dijalankan daratkegiadvoksi
dirasa telah membuahkan hasil maka hal lain yang pgerhatikan sebagai
tindaklanjut program advoksi adalah evaluasi dadatk lanjut advoksi. Hal
ini penting sebab mesti telah terjadi perubahanjdedn, tidak berarti bahwa
advokasi telah selesai. Sebaliknya, dibutuhkan faglaekegiatan, antara lain
(Sagala 2011):

1. Mengevaluas advokasi

Di akhir (bahkan sejak di tengah/berjalannya) pscagtvokasi, kita perlu
mengadakan pertemuan evaluasi ddraring proses. Pertemuan ini
dilakukan dalam rangka berbagi pengalamahafing dan evaluasi
proses serta hasil-hasil advokasi yang telah dic&valuasi penting bagi

perubahan serta perencanaan kerja-kerja selanjutnya
2. Mensosialisasikan hasil advokasi

Informasi hasil advokasi, apapun itu, penting untdigosialisasikan dan
disebarkan di kalangan masyarakat akar rumpat.tersebut menjadi

basis bagi setiap gegiatan tindaklanjut di kemutm
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3. Memantau pelaksanaan hasil advokas

Setelah lahir kebijakan sebagai hasil advokasi,lupeatilakukan
pemantauan (pengawasan) terhadap pelaksanaantgia.s&ainya dapat
kita lakukan dengan berkoordinasi dan bekerja salmagan aparat
pemerintah dalam hal pelaksanaan mengacu padaakaiij yang
dihasilkan.

. Mengembangkan organisas

Lahirnya kebijakan bukan berarti membubarkan oggsiiyang dibentuk
oleh masyarakat. Sebaliknya, masyarakat justru sharterus
mengembangkan organisasi untuk meningkatkan komgetalan
memfasilitasi kebutuhan secara bersama dalam memgldesejahteraan

masyarakat pada satu komunitas (h. 55-60).

Dalam Klasen, et., al. (2002) menyampaikan tentahgpan-tahapan

advokasi. Berikut ini tahapan-tahapan yang dapjidiian panduan anda

dalam mengembangkan strategi-strategi advokaSk .

Tahap 1:

Tahap 2:

Melakukan Penilaian pada lingkungan adsiokanda.
Kampanye advokasi berbeda dari satu negara ke aégar
dikarenakan lingkungan kebijakan masing-masing reegea
berbeda. Sebelum memilih strategi advokasi yangolcoc
dengan konteks negara, maka organisasi yang melakuk
advoksi harus menilai semua aspek kekuatan, kel@mah
serta peluang dan ancaman yang ada di dalam liggkunya.
Konteks politik dan sosial ekonomi, terutama yanglatar
belakangi ketiga pelaku negara, pelaku pasar ddakype
masyarakat sipil, sangat menentukan jenis strapgi yang
cocok untuk digunakan. Perlu diingat: strategi yaaiing
efektif harus dapat memanfatkan segala kekuataanwasi,

dan memanfatkan semua peluang yang ada.

Mengenali Para Pengemban Kepentinganetstider) dari

Isu Advokasi Anda Dalam mengembangkan strategi leabio
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anda juga perlu mengetahui pihak-pihak mana sajag ya
terkena dampak masalah yang dihadapi, dan siapayaap
memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah itikalaik
penting-nya, anda harus mengetahui pihak-pihak yang
memiliki sumber daya yang diperlukan, dengan desmilkkinda
menjadi tahu siapa yang harus dihubungi dan dimiggtatuan

atau dukungan.

Tahap 3: Memilih Strategi yang Tepat. Untuk dapammtih sebuah
strategi atau kombinasi beberapa strategi anda sharu
memahami berbagai altenatif strategi yang dapatndigan
untuk melancarkan advokasi: advokasi media, advokas
legislatif, advokasi melalui lembaga eksekutif darokrasi,
advokasi melalui pengadilan, dan membangun kodishan
strategi anda dapat didasarkan pada ketepatannya,
efisiensinya, serta keefektifannya. Keberhasilarbuahb
kampanye advokasi juga tergantung pada pengatugdtuw
dan kejelian pihak yang melakukan advokasi dalam
menyesuaikan advokasi dengan ‘momen” yang pas. Yang
dimaksud momen adalah peluang politis yang kondoesgfi
sebuah advokasi, misalnya: acara pemilihan umunstpea-
peristiwva internasional dan rapat-rapat pengambilan
keputusan, berbagai tahap perumusan undang-undawog a
peristiwva kriminal yang meninggalkan tragedi luaada.
Organisasi anda harus dapat mengambil kesempatagi se

peluang-peluang seperti itu muncul.

2.5.8. Mengidentifikass Para Pengemban Kepentingan (stakeholder)
Advokas

Meminjam istilah Freeman (1984) mendefinisikastakeholder
sebagai : “any group or individual who can affect or is atkt by the

achievement of the organization’sbjectives” (yang dimaksud adalah
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kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dipengaruhi dalam
pencapaian tujuan organisasi). (Pamadi, 2008:3).

Dalam upaya melakukan proses advokasi maka diarlgtartegi
untuk menyusun berbagai hal terkait dengan kegigsang akan dilakukan,
salah satu yang penting dilakukan adalah mengideagi pemangku
kepentingangtakeholderIdentifikasistakeholdeiini penting demi efektifnya
advokasi, anda perlu mengetahui para pengembamtkegen &takeholdey
advokasi, yakni orang-orang atau kelompok-kelompakg peduli, atau
mereka-mereka yang akan menikmati dampak dari gegan anda untuk
mengubah keadaan status quo. Pengetahuan ini gagatg bukan hanya
untuk menggalang sekutu dan pendukung advokasijnsél juga untuk
memprediksikan reaksi atau serangan balik yang alata alami dalam
perjuangan mengubah keadaan itu. Kerangka kerjanéfman kekuatan”
sangat penting kedudukannya di sini untuk mengifileai pelaku negara,
pelaku pasar, dan pelaku masyarakat sipil yang tik@mpengaruh,
kekuasaan, dan kepentingan, atau terkena dampaklahayang anda

perjuangkan.

Sementara menurut  YAPPIKA  (sebuah  lembaga non
pemerintah/LSM) analisistakeholdermenjadi penting dilakuakan untuk
mengenali aktor-aktor atau kelompok yang berperaaland proses
pengambilan keputusan pada sebuah kebijakan yatepgediadvokasikan
merupakanstakeholderkunci yang penting untuk dipengaruhi. Menurut
YAPPIKA semakin jelas informasi mengensiakeholdertersebut, maka
akan semakin memudahkan dalam mendesign strateglekbatan untuk
dapat mempengarulsitakholdertersebut. Analisis stakeholder akan sangat
membantu untuk mengenal lebih dalam dan menentsikategi pendekatan
yang akan dilakukan. Baik analisis yang menyangkufil, posisi pada
kebijakan yang diadvokasi, jenis dan jumlah sumépgadyang dimiliki serta

kemampuan dalam memobilisasi sumberdaya tersebut.

Untuk mengidentifikasi pengemban kepentingastakeholdeyr
advokasi, anda perlu mengevaluasi kebutuhan-kebofukelemahan dan
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kekuatan dari semua lembaga yang terlibat dalaneisebut, serta berbagai
ancaman dari luar. Proses ini akan sangat mempammrehcana advokasi
anda, sebab sejak awal anda sudah mengetahui Hestitlk partisipasi dan

peranarstakholderyang diperlukan dalam mendukung upaya advokas.and

2.5.9. Tahap-Tahap Analisis Pengemban kepentingan (stakeholder)

Membuat daftar pengemban kepentingan (stakeholdery terlibat
dalam isu advokasi anda Kategorikan mereka itu aukenjarget, sekutu,

lawan dan konstituen advokasi dari setiap kegiathwokasi.

Target advokasi : Target advokasi adalah orang-orang yang memiliki
kekuasaan untuk memenuhi tuntutan advokasi anda,
seperti mengubah atau mencabut kebijakan lama,
mengalokasikan sumber dana, dan sebagainya.
Termasuk ke dalam kelompok ini adalah para
anggota dewan legislatif, menteri-menteri kabinet,
pimpinan eksekutif organisasi, dan sebagainya.
Mereka bisa dikategorikan sebagai target primar ata
sekunder, tergantung besar kecilnya kekuasaan yang

mereka miliki.

Target advokasi bisa berasal dari level lokal,
nasional, atau bahkan internasional, semuanya ter-

gantung pada isu advokasi yang anda kemukakan.

Sekutu Advokasi : Mereka adalah orang-orang yang akan mendukung
isu advokasi anda. Mereka bisa berasal dari media,
organisasi  kemasyarakatan, = organisasi  non-

pemerintah, dan sebagainya.

Lawan atau musuh: Mereka adalah orang-orang atau kelompok yang
advokasi mungkin menentang atau sengaja menghambat

advokasi anda.
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Konstituen . Konstituen advokasi adalah kelompok perorangan
advokasi atau masyarakat yang terkena dampak isu advokasi
anda, dan secara langsung akan menikmati perubahan

yang dihasilkan advoksi anda.

Klasifikasi tersebut dapat dibuat berdasarkan éejaiana orang-
orang atau kelompok masyarakat itu terpengaruh a$eh yang anda
perjuangkan, dan seberapa tingkat keseriusan daatpakpengaruh tersebut

bagi mereka.

Advokasi dalam perspektif pekerja sosial menurdie¢dor, Horejsi,
dan Horejsi (2000); DuBois dan Miley (2005) dap&ietbmpokkan menjadi
dua, yaitu 'Advokasi Kasusdse advocagQy dan ‘advokasi kelaslgss
advocacy (Suharto, 2009: 166).

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan sgopekerja sosial
untuk membantu klien agar mampu menjangkau sunther @elayanan
sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: teg@gkriminasi atau
ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunsamisi atau kelompok
profesional terhadap klien dan klien sendiri tidaampu merespon
situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial tidednpu merespon
situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial bedgidberargumen dan
bernegosiasi atas nama klien individual. Karenajokaisi ini sering

disebut pula sebagai advokasi klietignt advocacy

2. Advokasi kelas menunjukkan pada kegiatan-kegiatas aama kelas
atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhirglehak warga
dalam menjangkau sumber atau melakukan perubahrabgiean hukum
dan kebijakan publik pada tingkat lokal ataupumiinasional. Advokasi
kelas melibatkan proses-proses politik yang ditajuk untuk
mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yatkgdsa. Pekerja
sosial biasa bertindak sebagai perwakilan sebuganmasi, bukan
sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelasimmya dilakukan
melalui koalisi dengan organisasi lain yang memildgenda yang

sejalan.
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2.5.10. Strategi Advokasi

Suharto (2009) menyampaikan bahwa dalam advokdspéraing
adalah konsep manajeman sumberesgurce managem@gnt Demi
memudahkan pemahaman Suharto membagi dalamsé&gag atau aras
(mikro, mezzo dan makrdan mengkajinya dari empat aspek (tipe advokasi,
sasaran/klien, peran pekerja dan teknik utama)g@). Lihat tabel :

Tabel 2.2. Strategi Advokasi

ASPEK SETTING
Mekro M ezzo Mikro
Tipe Advoksi Advoksi Kasus Advokasi Kelas Advok&silas
Sasaran Klien Individu&Keluarga Kelompok formaWlasyarakat Loka
dan Organisasi dan nasional
Peran Pekerja Broker Mediator Aktivis
Sosial Analisis Kebijakan
Teknik Utama Manajemen kasugdejaring Aksi Sosial
(case manajemén | (networking Analisis Kebijakan

Sumber : Suharto (2009) dikembangkan dari DuBoia Wtiley (2005:
228;235-242).

2.5.11.Cara Mendesain Advokasi Berbasis Jgaring

Menurut The POLICY Project (2007) Jejaring berbaatokasi
(advocacy netwodkmerujuk pada kelompok kesatuan bersama dari iohakv
individu maupun kelompok-kelompok sosial yang bgkdsersama-sama
untuk mencapai perubahan dalam kebijakan, reghitdsim atau program
dalam satu isu tertentu (Kurniawan, 2010: 19). @pat beberapa kata kunci

dalam Advokasi berbasis jejaring antara lain :

Pembentukan Jejaringdtwork
Kemampuan dalam mengidentifikasi peluang-peluatigipo
Menggerakkan orang untuk berkampanye dan bertisdera aktif.

w0 NP

Pengelolaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Agar keempat hal tersebut bisa diwujudkan makarhikan langkah-
langkah strategis yang saling bertaut satu sanma [Besain jejaring ini
meliputi beberapa hal:

Membentuk lingkaran inti

Memilih isu strategis
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Mengumpulkan dan menganalisis data

Menggalang sekutu sebanyak mungkin

Membangun basis gerakan

Mengemas isu semenarik mungkin

Melancarkan tekanan

Mengajukan konsep tandingan

Melakukan pembelaan

Mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan

Mempengaruhi pendapat umum (Kurniawan, 2010: 20-21)
1. Strategi Dan Teknik Advokasi Berbasis Jgaring

Penyusunan strategi dalam melakukan advokasi beabdgri asumsi
bahwa sebuah tujuan mustahil tercapai apabila tidd& upaya untuk
mencapainya, dan kalaupun tercapai tidak lebih siouah keberuntungan
semata yang kita tidak tahu kapan itu akan datd€eyja-kerja yang

terorganisir lebih memastikan sebuah tujuan telicsgraara terukur.

Dalam melakukan advokasi, adanya perencanaan gitrgema
dengan telah mengusahakan separuh keberhasilarkasilvé&ebaliknya,
tanpa perencanaan strategi, setengah kegagalam datbvokasi telah
direncanakan. Oleh karena itu, untuk memenangkammkadi merancang

strategi secara baik adalah keniscayaan.
A. Strategi dan Teknik Advokasi

Strategi advokasi mencakup dua hal: Pertama, kiolasbljejaring yang
ada agar menjadi kekuatan yang lebih solid dalamder®ng advokasi
kebijakan. Kedua, kombinasi berbagai aktivitas attnategi advokasi
agar tujuan yang ada bisa dicapai secara makddaghimanapun sebuah
advokasi berbasis jejaring kan bisa mengoptimatiaggaiannya apabila,
secara internal, ditopang oleh jejaring yang teskdidasi yang sekaligus,
secara eksternal, mampu menghasilkan dukungankpdbin berhasil

menggunakan siasat-siasat tepat yang mampu men&asarsin.

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



63

B. Fungs Strategi

Dalam proses advokasi, menyusun strategi meruphklryangurgen

karena memberikan pelbagai manfaat, antara lair). :Parencanaan
strategi memandu aktivitas advokasi lebih terak@h,mengoptimalkan
potensi positif serta mendayagunakan peluang damimmaalisasi resiko
dan tantangan dalam proses advokasi.

C. Konsolidasi Aks Kolektif

Advokasi berbasis jejaring membutuhkan kerja-keyang bersifat
kolektif. Oleh karena itu konsolidasi aksi kolektddalah sebuah
kebutuhan yang tidak terhindarkan agar kerja-kewg&okasi berjalan
secara optimal, tahan lama dan berkesinambungaskiMas demikian,
usaha kearah itu tidak bisa dilakukan secara strgga simplistik. Perlu
siasat dan ketrampilan untuk menjaga dan mengkri&assolidasi
kolektif. Secara spesifik, kerja konsolidasi kolekimaksudkan untuk:

» Merekayasa agar para pihak untuk menempa polakeidaru,

 Menyamakan mimpi sehingga semua pihak berada dakada dan
irama yang sama,

* Menyepakati cara berfikir dan cara bekerja barulagiangan dan
dibakukan dalam berbagai kesepakatan baik yangnmafio maupun

formal seperti aturan, prosedur, tata kerja, d@againya.

Dalam rangka membangun konsolidasi kolektif, teatagua hal yang
perlu dilakukan. Pertama, pengorganisasian jejarfi¢ggdua, mengelola

interaksi jejaring. Berikut adalah penjelasannya.
2. Pengorganisasian Jgaring

Hanif & Rahman (2010) menyampaikan bahwa dalam gelera
jejaring, perlu melakukan identifikasi aktor dannderdaya yang
dimiliki. Setidaknya, terdapat beberapa lapis pilyakg terlibat secara
aktif dalam proses advokasi berbasis jejaringuydit 62-65):
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* Manajer Jgaring.

Manajer jejaring berfungsi sebagai pihak utama yangrekayasa
proses berjejaring dengan mentransformasikan alskkf yang ada
dalam sebuah kesatuan sistemik sehingga mampu ukealaperubahan
atau memberikan alternatif dalam proses kebijakahlikp Alhasil,

fungsi manajer jejaring justru bukan sekedar meaangproses
manajerial dari jejaring yang terbentuk melainkaigaj memainkan
fungsi-fungsi politis untuk menjaga soliditas jep@;, seperti
memfasilitasi terpolanya konsensus, memastiladficeé politics yang

sehat dalam jejaring, dan sebagainya.
» Koalisi inti.

Koalisi inti merupakan jejaring para pihak yangaseh ini, bukan
hanya memiliki ide atau gagasan yang sama melaijlga membuat
kesepakatan nyata tentang komitmen dan visi yamga saeskipun
mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. d{oaliti

merupakan aliansi para pihak yang telah menjadi ggegas,
pemrakarsa, pendiri, penggerak utama, sekaligusenpen dan

pengendali arah, tema atau isu, strategi dan sas#ada kegiatan

advokasi
e Simpatisan.

Simpatisan adalah kekuatan kolektifyang lebih lygsg biasanya tidak
terlibat secara aktif dalam jejaring namun memlzerikasis legitimasi
politik atau dukungan sosial yang sangat kuat tajpagara pihak yang
terlibat dalam proses advokasi dikarenakan memikahirauan
(concerr) dan gagasan yang sama terhadap masalah sosiabhlesn
yang ditawarkan terhadap masalah sosial terselmgdve kata lain,
simpatisan adalah  energi  kolektif publik yang bsiha
ditransformasikan untuk menjadi aliansi sosial yatagtis dalam

mendorong perubahan seperti yang diinginkan dalaseg advokasi.

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



65

Gambar 2.3
Pengorganisasian Jejaring

Sumber: Dikutip dari Hanif & Rahman, 2010 h. 59

Dalam proses advokasi kebijakan, masing-masing kpitexrsebut
seyogyanya berbagi peran dan fungsi dalam kerja-leelvokasi. Ada
tiga pola kerja mendasar yang biasanya selalu nhufedam proses

advokasi. Ketiga pola kerja itu adalah kerja gadispan, garis
pendukung, dan kerja basis.

& »
<«

Kerja Kerja Garis
Pendukun Depal

Gambar 2.4 : Tiga Pola Dasar Advokasi

Sumber: Hanif & Rahman (2010: 64) dikutip dari
Topatimasang (2007:52)

» Kerja GarisDepan (front liner).

Para pihak yang memainkan peran sebagai kekuateda giepan
memainkan fungsi sebagai juru bicara, perundinppeterlibat dalam
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proses legislasi dan yurisdiksi, serta menggalakgyits dalam proses

advokasi kebijakan.
» Kerja Pendukung (supporting units).

Para pihak yang memiliki pola kerja seperti inidaiaya lebih banyak
berfungsi untuk menyediakan dukungan dana, logistiormasi, data

dan akses dalam proses advokasi kebijakan.

» KerjaBasis(groundsworks).

Para pihak yang berada dalam pola kerja ini menaairikngsi sebagai
"dapur" gerakan advokasi melalui: membangun baassa pendidikan
politik kader, membentuk koalisi inti, mobillsa%isa dan sebagainya.

Masing-masing pola kerja menopang pola kerja yaaig sehingga

tidak bisa dilakukan secara terpisah atau terlspassama lain.

3. Mengelola Interaks Jgaring

Menurut Kickert, Kijn & Kooppenjan (eds.) (1999: -88) terdapat dua
strategi penting untuk mengembangkan dan mengugtjanng. Dua
aktivitas itu adalah: pertama, mengelola "permdinarKedua,

melembagakan ulang jejaring (Hanif & Rahman, 2@H):
* Mengelola Permainan

Mengelola "permainan” merupakan aktivitas pengalolateraksi antar
pihak yang terlibat dalam proses advokasi agar aramgpada kondisi
dan capaian tertentu yang dikehendaki. AktivitasgBendisian agar
para pihak yang terlibat bisa "bermain" sebagaimdikhendaki.
Pengkondisian interaksi pihak-pihak yang potensial
mendukung/menghambat aktivitas advokasi bisa dkakumelalui

berbagai cara berikut ini:
a. Membentuk dan Mempengaruh "permainan” baru

Para pihak -sebagai aktor- merupakan kunci dalafaring
kebijakan. Hubungan antar pihak ini tergantung pddeajat dan

pola integrasinya dalam jejaring. Apakah aktordbud aktif dalam
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memberikan kontribusinya pada jaringan, apakah rakeosebut
cukup berpengaruh dalam jaringan, dan sebagaingaena itu,
sangat perlu untuk mengaktifkan potensi hubungataraaktor
strategis karena mereka ini memiliki banyak potensituk

mengarahkan jaringan. Langkah-langkahnya sebagéube

v Menentukan siapa yang bisa terlibat di dalam adsioka
kebijakan,

v Menentukan apa yang dlperlukan agar yang bersaagkhita
terlibat,

v" Mengidentifikasi apakah mereka memiliki kemauan siamber
daya yang cukup atau tidak,

v" Mengidentifikasi ketersediaan informasi yang memada

v' Pemberian stimulus terhadap tokoh yang berada rdpugi
jejaring, baik melalui pemberian informasi, insérataupun
berbagai bentuk provokasi. Hal ini dilakukan tem#gakepada
pihak yang sudah memiliki jejaring secara fungsiosamisal
tokoh masyarakat, dan sebagainya. Reaksi tokohebuets

menandai pengaktifan jejaring.
Hal terpenting perlu diperhatikan adalah:

v' Proses seleksi atau penentuan untuk aktivasi gjdsukanlah
monopoli satu actor saja,

v Proses penentuan bukan hanya menanyakan orgamsasi
saja yang seharusnya diaktlvasi menjadi bagianngan
melainkan juga, dan ini lebih penting, siapa s&faradi dalam
organisasi tersebut yang bisa diaktivasi menjadjidva dari

jejaring.
b. Menyiapkan dan menata Interaksi dalam "jpémamn"”

Penyiapan interaksi diperlukan agar diantara pjiakk yang

terkait bisa mencari solusi besama terhadap magatandihadapi.
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Pemetaan potensi sinergi ataupun komplementaritasupakan
salah satu cara penyiapan interaksi yang diperluliatuk itu.
Penyiapan interaksi agar jejaring bekerja secaréimap bisa
dilakukan dengan merumuskan aturan main, kode etile of
engagement mekanisme penyelesaian sengketa dan sejenisnya.
Kejelasan insentif, pemetaan resiko dan sanksi joga memiliki

kontribusi dalam penyiapan pola interaksi yang liéelaki.
. Menjembatani antar aktor dalam "permaina

Perbedaan kepentingan antar aktor yang terlibaaladewajaran
dan bahkan keniscayaan. Salah satu aktivitas geny@mg harus
dilakukan dalam pengelolaan jejaring adalah mengar

kepentingan yang berbeda-beda.
. Penyediaan fasilitas dalam" permainan”

Salah satu tujuan dari manajemen jaringan adalahciptakan
kondisi yang mendukung pengembangan konsensus siéatgya
strategis dalam proses interaksi. Karena itu, dalaktivitas
memfasilitasi ini memerlukan inisiatif untuk memio&ln sejumlah
prosedur. Dalam menjalankan fasilitasi, fasilitathtuntut untuk
memfokuskan diri pada hampir keseluruhan proseslainaari
memastikan tempat dan waktu pertemuan, memantaututen,
sampai dengan memonitor kualitas dialog dan sebggaHal yang

perlu dicatat adalah penyediaan fasilitas tidakifiaecara fisik.
. Mediasi dalam 'permainan’

Mediasi diperlukan manakala aktor-aktor yang tetlimemiliki
kepentingan yang berbenturan dan harus dileraiarDajejaring
advokasi kebijakan biasanya muncul aktor-aktor aami Interaksi
antar aktor dominan perlu diatur demi meminimaligiotensi
konflik. Dalam hal ini, semangat kooperatif menjawodal utama
dalam mengelola interaksi. Namun, bila hal ini kidaukup untuk

meminimalkan atau mengelola konflik yang ada, malexiu
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mempertimbangkan kehadiran pihak ketiga yang bisajembatani
relasi antar aktor dominan dari institusi yang leelda

f. Arbitrasi dalam "permainan”

Dalam hal para pihak yang bersengketa dalam plusgsaring dan
kemudian sepakat untuk menyerahkan kepada pihagakentuk
membuat keputusan, dan keputusan ini nantinya aksep akan
mengikat pihak-pihak yang bersengketa, maka dilikatuladalannya
pihak ketiga ini menjalankan fungsi arbitrasi. Rigygusebagai pihak

yang netral dan adil akan membuka peluang menjadrator.
Menata Jegjaring

Sangat boleh jadi, jejaring yang ada atau yandtedebentuk dalam
proses advokasi kemudian tidak lagi cocok dengéutkdan. Sebagai
contoh, jejaring yang dimiliki anggota-anggota DPR&a umumnya
berbasis komunalitas: ikatan keagamaan, koleldifiteasyarakat adat,
paguyuban pecinta sepak bola, keanggotaan dalatn swuganisasi

massa dan sebagainya. Jejaring ini telah terbubditipg sehingga
menghantarkan anggota-anggota DPRD sampai di ké&edodya

sekarang.

Namun bisa juga ikatan komunal yang terbentuk yustenyulitkan
mereka untuk merumuskan aspirasi daerah. Mengapa®anl
komunalitas seringkali membuat kita gagal merumnsisa publik
bersama yang bersifat lintas komunalitas. Akibatmyasyarakat justru
melihat anggota DPRD sebagai representasi simlutaik kelompok
tertentu daripada wakil rakyat yang sesuangguh@yah karena itu,
mentrasformasi ikatan komunal yang ada adalah é&ayésn agar
DPRD lebih fungsional, tidak sekedar hadir sebagmabol.

Membangun/menata ulang jejaring merupakan lapisggleltaan
jejaring yang perlu dilakukan. Membangun/menatangilgejaring
bukan merubah pola "permainan” namun lebih jauhubedr "arena
permainan”, cara pikir pemain, dan sebagainya.ifgbenting sebab

apabila penyelesaian masalah dengan cara menerpskamubungan
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yang telah ada sangatlah sulit, maka anggota jejerdu mulai
memikirkan modifikasi kalau bukan transformasi fjigjg tersebut Ada

beberapa cara yang bisa dipakai untuk melakukanfikems ini:
a. Mempengaruhi kebijakan ‘formal”

Dengan mempengaruhi ‘'kebijakan formal', jejaringvokdsi
kebijakan yang ada, bisa mendorong pembagian suddyer dan
mengubah posisi aktor dalam jaringan. Kebijakaim&drini bisa
mengkondisikan perubahan dinamika informal jejaryagg terkait.
Misalnya: proses mendorong redistribusi sumber dayalik atau
penyadaran politik melalui mekanisme-mekanisme &ryang ada
bisa melahirkan aktor-aktor intelektual organik id&omunitas
terpinggirkan. Kondisi ini tentu saja akan merubadia jejaring,
dimana komunitas-komunitas tersebut akan memungkittersuara
sendiri dan tidak lagi hanya menjadi "penggembaalam proses

advokasi yang ada.
b. Mempengaruhi Pola Interaksi

Dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari, gganmungkin

terjadi proses interaksi saling ketergantungan sungaya antara
satu aktor dengan aktor yang lain. Oleh karenapara manajer
jejaring bisa memanfaatkan pola interaksi tersebenjadi potensi

jejaring advokasi yang optimal dalam proses kebijafNamun, bila
pola saling ketergantungan ini akan menyebabkangan menjadi

'‘gemuk’ sehingga menambah kompleksitas hubungara,mala

'seleksi’ kelembagaan sulit dilakukan, yang digenu adalah

kehadiran seorang pemimpin (manajer) yang berpangal dan

memiliki kapasitas yang baik.

c. Mempengaruhi Nilai, Norma, dan Persepsi Kolektif

Pada dasarnya, jejaring bersifat fungsional kaestemya kesamaan
nilai, visi, persepsi dan kepentingan di antaraomkktor yang

terlibat, meskipun kesamaan-kesamaan tersebut tdaigkapkan

secara eksplisit. Orang-orang yang tadinya tidékg&enal, dalam
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waktu yang relatif singkat bisa terlibat kerjasageng beresiko.
Mengapa demikian? Mereka sudah saling tahu visi dan
kepentingannya. Setidaknya sudah ada simpul-sipgnjamin yang
mengecek kesamaan visi dan komitmen dalam intemngksii masa
lalu. Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan fgarbisa
menempuh logika yang sebaliknya: perubahan nilai;nvisi, dan
persepsi pihak-pihak yang terkait justru akan meagudinamika

jejaring yang ada.
. Memobilisasi Koalisi-Koalisi Baru

Transformasi jejaring bisa dilakukan dengan meragyalsimpul-
simpul jejaring baru. Adanya kesepakatan akan musersama,
memungkinkan simpul-simpul yang selama ini tidaklinga
berhubungan menjadi penting untuk saling menjalubumgan.
Kesadaran akan musuh bersama memungkinkan terggkang
koalisi-koalisi baru. Hubungan yang terbentuk dalgejaring
kebijakan perlu dimobilisasi menjadi koalisi-koalisehingga
memiliki arah yang jelas. Keterbatasan sumber daiga diatasi
dengan sinergi antar jejaring. Adanya broker dandiater
memungkinkan hal itu lebih mudah terwujud.

. Mematahkan Koalisi dan Mendorong

Pembentukan Koalisi Baru Yang Lebih Kondusif. Mesaan
keberlangsungan koalisi yang sudah tidak efektid tidak dapat
diarahkan lagi hanya akan menghabiskan energi. ®ebna itu,
mendorong terbentuknya koalisi (kepemimpinan) yabgru
mungkin akan lebih efektif. Penggembosan simpulpsiinmejaring

tertentu bisa mengubah konfigurasi jejaring yang ad

Alhasil, perubahan pola interaksi jejaring berlksungg dalam skala
yang lebih luas dari pada perubahan pola interak&r aktor. Ini
berarti bahwa perubahan pola jejaring dengan seetda melibatkan

perubahan pola interaksi antar aktor.
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Baik perubahan pada tataran interaksi antar akteangjemen
"permainan”) maupun perubahan antar jejaring (petegaan atau
penataan jejaring) pada dasarnya bisa diwujudkdalm@erubahan
cara: (1) mengubah persepsi, (2) mengubah polasirean (3)

mengubah institusi.

Penyamaan persepsi antar aktor bermuara pada tkdrakya
kesepakatan. Perubahan persepsi yang memiliki garagkluas bisa
dilakukan dengan melakukanaming ataupunreframing Strategi
reframing memungkinkan berbagai simpul jejaring akekan
perubahanReframingini bisa dilakukan dengan melalui mobilisasi
wacana-wacana tertentu, ataupun mengembangkan avéaading

{ counter discourgedalam rangka membiasakan tradisi baru.

Perubahan suatu simpul jejaring bisa dilakukan dengara
pengaktivan atau mengurangan keaktivan (deaktitakph-tokoh
tertentu. Pengaktivan ataupun deaktivasi simpuérijgy pada
gilirannya juga bisa mengubah keseluruhan konfigjujajaring-

jeraring yang ada.

Penataan ulang institusi, niscaya menghasilkanbpdan jejaring
yang bekerja secara informal dibalik institusi ¢nst. Perubahan
keseluruhan aturan main kelembagaaronétitusional reform

niscaya menggiring perubahan di berbagai simpatijgg yang ada.

Tabel 2. 3.
Perubahan Interaksi Antar Aktor Dan Struktur diega
MENGUBAH
Persepsi Relasi Antar Institusi
Aktor
Game Covenanting: de) aktivasi Menata:
management Mengeksplorasi selektif: menciptakan dan
(interaksi kemiripan-kemiripan (de) mobilisasi| memelihara
antar aktor) | dan perbedaan- aktor yang serta merubah
perbedaan dalam memiliki kondisi-kondisi
persepsi aktor serta sumber daya | sejalan dengan
peluang-peluang yang | (untuk simpul-simpul
ada untuk membendung | interaksi
konvergensi tujuan permainan)
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(Lanjutan)
Network Reframing: (de) aktivasi | const/tus/ona/"
Strukturing | merubah persepsi aktor| iaringan: reform:
(penataan | tentang jaringan Membawa Merubah aturan
ulang aktor baru atay dan sumber daya|
jaringan) merubah posis| dalam jaringan
aktor-aktor atau berusaha
yang ada secara
fundamental
untuk merubah
ekologi
permainan

Sumber: Hanif & Rahman (2010: 75)

2.6. Rumah Aspiras dalam Politik

Definisi atau batasan pengertian operasional “RufAsgiirasi” adalah
pelembagaan pola relasi DPR dengan konstituen dalamgorganisasikan
penyerapan hingga tindak lanjut aspirasi sertaapggungjawaban kinerja
anggota DPR kepada konstituen (Legowo 2010: 12).

Dengan pemahaman itu, dapat disimpulkan bahwa RaAilkeperan

penting dan strategis sebagai:

1) Sarana bagi anggota DPR untuk menyerap dan menghimppirasi
masyarakat;

2) Sarana bagi konstituen/masyarakat untuk menyammpa#spirasinya
kepada anggota DPR,;

3) Sarana bagi anggota DPR adalah untuk menyampailken ndem-
pertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituesyarakat;

4) Sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja argB&R; dan,

5) Sarana ini harus bekerja terus-menerus mengikuanpdan tanggung
jawab anggota DPR sebagai wakil rakyat.

Dengan demikian batasan pengertian operasional dRuAspirasi”

adalah pelembagaan pola relasi DPR dengan konstitualam
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mengorganisasikan penyerapan hingga tindak lanjspirasi serta
pertanggungjawaban kinerja anggota DPR kepada ikosrst

Pola relasi resiprokal DPR dengan konstituen yafektié dan
terlembaga dapat mengurai persoalan yang dihadelpiamggota DPR satu
persatu. Dengan RA, pola relasi yang selama inulddpat terjalin dengan
baik, karena aspirasi dan kepentingan konstituendaggat saluran yang
tepat, dan mekanisme monitoring terhadap perkenavanigdaklanjutnya
jelas. Dengan RA, tidak akan ada waktu bagi angD&®R yang tersia-siakan
saat reses karena tidak ada kegiatan yang tanpacéra. Dengan RA,
pertanggungjawaban anggota DPR juga sangat jelagrdasparan, karena
semuanya diatur dalam sistem. Rumah Aspirasi bakabbngunan mewah
dengan anggaran yang mahal, melainkan fungsi desnpgng memang

harus dijalankan oleh anggota DPR.
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BAB 3
GAMBARAN UMUM RUMAH ASPIRASI BUDIMAN (RAB)
DAN KASUSTANAH DI CIPARI

3.1. Segarah Pembentukan Rumah Aspirasi Budiman (RAB)

Dua tahun menjelang pemilihan umum tahun 2009, lBadi Sudjatmiko
datang ke Purwokerto, ibukota Kabupaten Banyumasdakangannya dalam
rangka mensosialisasikan rencananya untuk mencaodki menjadi anggota
DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Pergsm. Tempat yang sering
dikunjunginya adalah kantor DPC PDI Perjuangan Bams yang bertempat di

Perumahan Bancarkembar, Purwokerto Utara.

Di tempat ini pula, ia bertemu dengan eks akth@98 yang tergabung
dalam Perhimpuan Pergerakan Demokrasi Indonesi®IJPPPDI merupakan
instrumen bagi para eks aktivis 1998 -yang duluayaa bergulat dengan dunia
aktivis mahasiswa Purwokerto yang tergabung di forAksi Mahasiswa
Purwokerto untuk Reformasi (FAMPR) dan turut meuhki&in rejim Soeharto-
untuk bersama-sama berorganisasi untuk mentrang$tkem gerakan dari
gerakan sosial ke gerakan politik.

Dalam perkembangannya, Budiman kemudian menawadtganisasi
politik yang merupakan sayap politik PDI Perjuangamg bernama Relawan
Perjuangan Demokratik (REPDEM). Tentu saja taw#easebut tidak serta merta
diterima oleh para aktivis tersebut. Tawaran daudiBian tersebut menjadi
pembuka pembicaraan antar sesama aktivis yang yultiperbeda haluan”.
Budiman Sudjatmiko berasal dari Partai Rakyat Demtik (PRD) yang
mengklaim dirinya sebagai gerakan sosial demokrkerakyatan yang
berkecenderungan “kiri sosialis”, sedangkan aktRiswokerto lebih cenderung

pada gerakan nasional demokrasi kerakyatan yamdjriaer‘nasional Kiri”.

Dari proses yang relatif panjang, maka di awauta2009 disepakati
bahwa aktivis gerakan Purwokerto akan membantu rBadi Sudjatmiko untuk
melenggang ke DPR-RI Dengan syarat utama bahwarBudmemperjuangkan
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apa yang menjadi cita-cita perjuangan para aktiFskus utama perjuangan
tersebut adalah soal penyelesaian konflik agraaagymana para aktivis
Purwokerto memang bergelut dalam soal itu, hal yagg menjadi perhatian
Budiman pada saat menjadi mahasiswa dulu. Selajrdisepakati juga agenda
untuk menggolkan UU Desa yang dapat membuat desgadiedesa yang
mandiri dan mampu menggapai kesejahteraan. Dank unterealisasikan
pekerjaan itu, jika nanti Budiman terpilih maka makdibentuk Rumah Aspirasi
Budiman (RAB) yang menjadi representasi harian Buai sekaligus sebagai

“penghubung” antara basis dengan politik di parleme

Paska “kesepakatan” itu, maka kemudian dibentukkirja pemenangan
Budiman yang kemudian berkembang menjadi Sahabatinun. Sahabat
Budiman inilah yang kemudian menggerakkan mesiitipaintuk mensukseskan

Budiman untuk duduk di Kursi Parlemen.

Singkat cerita, dengan perolehan tertinggi di Dajaiva Tengah VIII
sebesar 96.830 orang pemilih maka Budiman mendydbkitan sebagai wakil
rakyat. Pelantikan pun dilakukan pada tanggal lofét 2009. Dimana Dapil
Jawa Tengah VIII mencakup 2 kabupaten, yakni: Kabemp Banyumas dan
Kabupaten Cilacap. Kondisi geofimKabupaten Banyumas berupa daratan dan
pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri sklepagian lembah sungai
Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataragi tungtuk pemukiman dan
pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkedanahutan tropis terletak
dilereng Gunung Slamet sebelah selatan. Sementabupéten Cilacap
merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengas Wwdayah sebelah selatan
Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan deglampaten Banyumas,
Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Proping BEarat, sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah dembatasan dengan
Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Propinsi JawatBara

Tanpa bermaksud untuk menunda-nunda janji atasrdomolitik yang
dilakukan dengan para aktivis maka 3 hari paskanpéhn, tepatnya tanggal 4
Oktober 2009 bertempat di Balai Kelurahan Sumardpgeklarasikanlah RAB.
Deklarasi ini dihadiri kurang lebih 500 orang yategdiri dari kader partai,
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relawan Budiman dan para petani yang menjadi kekuatama pemenangan

Budiman.
Bagi Budiman, dikutip dari naskah pidato deklarB#\B merupakan:

“Rumah bagi semua orang untuk menyampaikan persoala
persoalan rakyat. Rumah yang menjadi sarana bakyatrauntuk
membangun politik yang berlandaskan pada ‘suareaswakyat’. Rumah
tempat rakyat mengembalikan kedaulatan rakyat ysglgma ini telah
tergadai oleh kekuatan-kekuatan yang hanya memjadikkyat sebagai

ancik-ancik meraih kekuasaan”.

Dan mulai saat itulah, RAB melakukan kerja-kerjanya

3.2. Profil Rumah Aspirasi Budiman (RAB)

Bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Aicanwgun Estate Blok
AB VI No. 4, Arcawinangun, Purwokerto Timur aktiag RAB digulirkan. Dalam
statuta yang dibuat oleh RAB dikatakan bahwa pendiRAB merupakan
prakarsa di kalangan masyarakat dan pemerintahan dapat mencipta suatu
ruang yang mampu mengelola bangsa agar lebih Hatdamnandiri dan
berkepribadian di tengah situasi global yang meangiti bangsa Indonesia dan
menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

Dasar hukum yang memanyungi pendirian Rumah AspiBagliman
adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentan® MMPR, DPD, dan
DPRD dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tegniata Tertib.

Visi RAB adalah menciptakan bangsa yang mempukgdaulatan di
bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi dapkbadian di bidang sosial
budaya. Untuk mencapai visi tersebut maka Rumahr@spmempunyai misi
meningkatkan, menguatkan dan mengembangkan kepasitmnisasi rakyat,

masyarakat sipil dan pemerintahan.

Rumah Aspirasi ini dikelola seperti layaknya orgasi modern,
dilengkapi dengan Anggaran Dasar (AD) dan Angg&amah Tangga (ART),
yang membentuk struktur organisasi RAB, dan mengueavenang, fungsi dan

tugas bagian-bagian yang ada di dalam strukturDasar dari adanya AD/ART
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adalah karena RAB merupakan organisasi yang laanmgmpunyai tuntunan
kerja yang diperlukan sebagai pedoman dalam melageiB.

Struktur ini dirumuskan dalam pasal 16 AD, sebégaikut:

1) Dewan Penyantun, mempunyai kewenangan danifungs
a. Memberikan arahan organisasi dan program
b. Mengangkat dan memberhentikan staf
2)  Direktur, mempunyai kewenangan dan fungsi:
a. Memimpin pelaksanaan organisasi dan program
b. Memberikan asistensi manajemen kantor dan pmdggpada seluruf staf
c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaamieega dan program
kepada Dewan Penyantun
3) Asisten Bidang Pemberdayaan Petani dan Penglrdmerintahan Desa,
mempunyai kewenangan dan fungsi:
a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan mongoewaluasi dalam hal
pemberdayaan petani dan penguatan pemerintahan desa
b. Memberikan asistensi mengenai pemberdayaan ipdtamn penguatan
pemerintahan desa kepada staf dan masyarakat
c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaamgmokgepada direktur
4)  Asisten Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan é&si Kebijakan Publik,
mempunyai kewenangan dan fungsi:
a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan monigoewaluasi dalam hal
ekonomi, sosial budaya, dan advokasi kebijakanikubl
b. Memberikan asistensi soal ekonomi, sosial budajen advokasi
kebijakan publik kepada staf dan masyarakat
c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaamgmmokepada direktur
5) Asisten Bidang Hukum, mempunyai kewenanganfdagsi:
a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan monigoewaluasi dalam hal
hukum
b. Memberikan asistensi soal hukum kepada stafrdesyarakat
c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaamngmokepada direktur
6) Sekretariat, mempunyai kewenangan dan fungsi:
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a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan monigpevaluasi dalam hal
kantor organisasi

b. Memberikan asistensi manajemen perkantorarkigtéd

c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanagmkan organisasi dan
program kepada direktur

7) Manajer Wilayah (Banyumas, Cilacap Barat, daiaddp Timur),

mempunyai kewenangan dan fungsi:

a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan monigorievaluasi di
wilayahnya

b. Memberikan asistensi mengenai program kepadaah masyarakat

c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaargrgmmo kepada
direktur.

Struktur organisasi rumah aspirasi dapat dilihaiapgambar dibawah ini.

DewanPenyantun

| Direktur I

Asisten bidang: T 1+ 1
1. PemberdayaanPetanidan
Pemerintahan Desa;

2. EkososbuddanAdvokasi e —— Sekertariat

Kebijakan;
3. Hukum

Manajer W|Ia\rah Manajer Wilayah Mana:erW\Iayah
Banyumas Cilacap Barat Cilacap Timur

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Rumah Aspirasi Biati (RAB)

Adapun komposisi personil yang dalam struktur oigmsi tersebuat

adalah sebagai berikut :

1) Dewan Penyantun : Budiman Sudjatmiko MSc, M.Ban Bung Tomo

2)  Direktur : Jarot C. Setyoko

3) Asisten Bidang Pemberdayaan Petani dan Pengbamerintahan Desa :
Barid Hardiyanto, S.Sos

4)  Asisten Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan dksi Kebijakan Publik :
Bangkit Ari Sasongko

5) Asisten Bidang Hukum : Catur SH
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6) Sekretariat : Havid SP

7)  Manajer Wilayah Banyumas : Wawan Yuswanda
8) Manajer Wilayah Cilacap Barat : Dodo

9) Manajer Wilayah Cilacap Timur : Abdul Rojak

Pada perkembanganya telah terjadi perubahan struktganisasi
dikarenakan staf yang terlibat didalamnya memputygas lain. Seperti Wawan
Yuwandha misalnya yang ikut dalam pertarungan umbekjadi kepala desa di
Desa Tumiyang, Banyumas. Dikarenakan ada tugasitogah, Wawan kemudian
ditempatkan sebagai tenaga ahli dalam struktur RABKkutnya. Selain Wawan,
Bangkit -yang sebelumnya menjabat sebagai AssiBieektur Advokasi dan
Kebijakan Publik- lebih memilih kembali ke habit@wvalnya di LSM kemudian

diposisikan sebagai tenaga ahli.

Lebih dari itu, struktur organisasi RAB secara infal didukung oleh para
relawan pada tingkat kecamatan dan desa. Paraamlaw berasal dan atau
direkrut oleh Budiman dari aktivis, partisan danntaa pengurus partai politik.
Tugas para relawan ini adalah mengkoordinasi kagikégiatan RAB pada
tingkat kecamatan dan desa. Sampai dengan sa®ABitelah didukung oleh 51
koordinator kecamatan (Korcam) yang terdiri dai:Korcam untuk Banyumas,
dan 24 Korcam untuk Cilacap; dan 603 koordinat@mad@ordes) yang tersebar
di 331 desa di Banyumas dan 281 desa di Cilacap.

Dengan kelengkapan organisasi itu, pembagian lketara pengurus inti
dan relawan RAB adalah sebagai berikut: pengurtisfokus pada strukturasi
strategi dan program; dan relawan fokus pada pegaggasian aspirasi. Simpul
fokus pada penyerapan dan penyampaian aspirasekgups inti, dan pada
pengembangan jejaring dengan aktivis LSM dan osgaorganisasi rakyat

(sebagai inti dari aspirasi).

Dari segi jangka waktu, RAB memiliki dua macam peyg, yaitu
program tahunan dan program bulanan. Program tahditetapkan melalui rapat
kerja (Raker) yang dihadiri oleh pengurus dan dewanyantun. Namun sejak
berdiri, Raker belum dapat dilaksanakan karenanbedda kesesuaian waktu
antara pengurus RAB dan Budiman Sudjatmiko. Sedangkogram bulanan
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ditetapkan oleh pengurus RAB dengan persetujuanBdaliman sebagai Dewan
Penyantun. Selain penyerapan aspirasi dan tindakfga, bentuk kegiatan yang
dilakukan RAB juga mencakup dua macam, yakni: peplagan terhadap
penyelesaian kdhk tanah; dan penguatan kapasitas pemerintahan dasa

pemberdayaan petani.

Sekretariat dilengkapi dengan perlengkapan stasdauah perkantoran
seperti papan nama RAB, telepon, computer, faxirdéin internet. Sekretariat
RAB beralamat di Arcawinangun Estate, Blok AB VI/ORurwokerto, Jawa
Tengah. Telp: 0281-621217. Call Centre: 08180645238

3.3. PolaKegiatan Rumah Aspirasi Budiman (RAB)

Pola kegiatan yang diterapkan RAB terkait dengamgs$u utama
penjaringan aspirasi bersifat dua (2) arah, yggmput bola darcall center
Jemput bola adalah penjaringan aspirasi melalujukigan simpul-simpul RAB
yang dilakukan oleh Budiman sendiri maupun jugaholgengurus RAB.
Kunjungan oleh Budiman secara langsung biasanykukbn atas permintaan
masyarakat. Call center adalah kegiatan RAB untekarima aspirasi ataupun
pengaduan melalui tilpon, faksimili maupun ema#ndkunjugan anggota dan
kelompok masyarakat yang datang secara langsusegkketariat RAB .

Pola Kerja RAB
PR jemput bola  (SE——
> Aspirasi
Masyarakat I
L — Call center T

Cross check

Pemda, DPRD, Instans lain - —

yang terkait
¥
| |

Budiman, Kamisi DPR,
Kementrian, Instansi terkait

Gambar 3.2. Pola Kerja Rumah Aspirasi Budiman (RAB)
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Kunjungan-kunjungan simpul dan penerimaan aspiddakukan setiap
saat pada masa reses maupun bukan masa resesaBudindiri melakukan hal
sama dengan RAB. Pada saat bukan masa reses Budiiatakukan kunjungan
minimal dua (2) minggu sekali. Hal tersebut dilaknkkarena adanya permintaan

masyarakat.

RAB memiliki simpul-simpul melalui Korcam di tingk&ecamatan, dan
selanjutnya simpul-simpul desa melalui Kordes. &edeertingkat pula, simpul-
simpul ini mempunyai dua (2) fungsi, yakni: penghiog antara masyarakat
dengan RAB. Pada fungsi ini simpul melakukan peémgan aspirasi dan
informasi dari masyarakat; dan, pembuka jalan bagsyarakat yang ingin
menyampaikan aspirasinya secara langsung ke se&ateRAB. Simpul-simpul
melakukan penjaringan aspirasi berdasar kan wil&gajanya masing-masing di
wilayah kecamatan dan desa. Aspirasi-aspirasi yaraguk melalui simpul
selanjutnya disampaikan ke pengelola RAB dan keamudiidiskusikan antara
simpul dengan pengelola RAB. Diskusi ini berupa pahasan as pirasi-aspirasi
yang diterima simpul dan sekaligus sebagai maslaada pengelola RAB
tentang skala prioritas aspirasi yang akan ditifedgiti oleh pengelola RAB.
Pertemuan antara simpul dan pengelola RAB palidikselilakukan satu (1) kali
dan paling banyak tiga (3) dalam sebulan.

Sedangkan aspirasi yang masuk melalui call certian penyampaian
langsung ke sekretariat akan dicatat sebagai badis&nsi/rapat pengelola RAB.
Pengelola RAB belum memiliki mekanisme teknis standengenai penerimaan
aspirasi secara langsung ke sekretariat dalamepiary belum ada buku tamu
atau buku penerimaan apirasi yang disediakan sddaraus untuk mencatat

aspirasi yang masuk.

Beberapa pengelola RAB seladtand bydi sekretariat untuk menerima
aspirasi maupun laporan kerja simpul. Dengan demjkimasyarakat atau
kelompok masyarakat yang datang menyampaikan asgietlu dapat diterima
secara langsung oleh pengelola RAB. Setelah metigapadan melakukan
pencatatan aspirasi-aspirasi yang masuk, pengelBa membahas tindak lanjut
aspirasi-aspirasi tersebut. Sebelum memutuskarakindnjut sebuah aspirasi,

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



83

terbuka kemungkinan pengelola RAB melakukan crbeskc ke lapangan untuk

memastikan peta persoalan dari aspirasi yang masuk.

Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian dipilah berdasa kategori isu dan
tingkatannya. Untuk tingkatan aspirasi yang masaillard kategori isu nasional,
pengelola RAB akan mengkomunikasikan kepada pitetkyang berada di pusat

dan dengan Budiman sendiri.

Untuk mengakomodir aspirasi yang tidak berhubunigagsung dengan
bidang komisi Budiman, maka pengelola RA dan Budirmian menghubungi
anggota DPR lain yang membidangi komisi sesuai @emgpirasi yang diterima,
khususnya yang berasal dari PDIP-Perjuangan. Cok&sus aspirasi lintas
komisi yang berhasil difasilitasi oleh RAB dan Bwmdin adalah permohonan
bantuan dana Program Usaha Agribisnis dan Pertgma\P) dari kelompok
tani Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Hasilnya,dhri 20 permohonan
berhasil mendapatkan bantuan. Peran RAB dan Budingya sampai titik
dimana aspirasi yang masuk melalui RAB mendapalieail. Proses selanjutnya
terkait dengan masalah pencairan dan pengelolaaa loiantuan tersebut bukan
lagi menjadi “wilayah kerja” RAB dan Budiman karetexrget advokasi hanya
sampai bagaimana petani mendapatkan bantuan. Selai®AB dan Budiman
juga tidak ingin mengintervensi tentang bagaimarsnad bantuan tersebut

dikelola.

Aspirasi lintas komisi tidak selalu berhasil, tetiag tidak mendapat
kejelasan sama sekali. Namun demikian, aspirag) panhasilmaupun yang tidak
berhasil tetap dilaporkan kepada masyarakat. Teasgirasi lintas komisi, RAB
dan Budiman belum pernah menyalurkan aspirasi kepadgota dari fraksi lain,

namun pada prinsipnya RAB dan Budiman tidak menkamungkinan tersebut.

Sedangkan aspirasi yang masuk dalam kategori iskal lcakan
ditindaklanjuti secara langsung oleh pengelola RABngan sepengetahuan
Budiman. Aspirasi-aspirasi yang masuk melalui RA&nkidian disalurkan ke
instansi-instansi yang berkompeten untuk memprdsésh teknis. Setelah
aspirasi masyarakat diproses dan disalurkan kanastnstansi yang berwenang,
pengelola RAB melakukan peman tauan dan follow-u ikstansi-intansi
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tersebut. Tak jarang simpul-simpul pun melakukarssrcheck tentang seberapa
jauh tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikeshalui RAB.

Progress aspirasi yang tengah atau telah selasmidaklanjuti di
sampaikan pengelola RAB kepada simpul-simpul RABgykemudian diteruskan
kepada masyarakat. Selain melalui simpulsimpul Rp®gress atau pelaporan
tindak lanjut aspirasi juga disampaikan pengeloRBRlengan berbagai cara,
yakni melalui media dan kunjungan Budiman yangKittabatas pada masa reses

saja.

Dalam melakukan pekerjaannya, pembiayaan RAB derioleh
Budiman Sudjatmiko sebesar kurang lebih 20 jutagylaerasal dari bagian gaji
yang dia terima dari DPR-RI. Biaya tersebut digamakintuk menggaji staf dan
membiayai operasional bulanan kerja RAB. Sedangkdok biaya kegiatan di
basis biasanya justru berasal dari iuran masyars@iri, kecuali sesekali jika
masa reses, RAB turut memberikan bantuan pembiayaan

Seiring dengan perjalanan waktu, RAB turut menigjian dari dinamika
pergerakan di Kabupaten Banyumas dan KabupateoapilaVilayah Banyumas
dan Cilacap merupakan lahan pertanian dan perkabgehingga permasalahan
utama erat kaitannya dengan lahan pertanian unétéinp dan kesejahteraan
petani. Dalam proses indefikasi masalah, RAB menemukan lebih dari 10 kasus
konflik agraria antara petani dan pemerintah. Kini, diayah yang sama,
khususnya Kecamatan Cipari, sudah 291 hektar eleh teengketa antara petani
dengan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) berhasil ditetissi kepada 5.141
petani. Budiman dan RAB pun mengaku masih mempumytng penyelesaian
4.774 hektar tanah untuk 7.706 petani di Cilacap Blanyumas. Sehingga dalam
program kerja RAB advokasi bagi penyelesaikan kordgraria menjadi fokus

utama kerja RAB
3.4. Profil Kasus Cipari
3.4.1. Gambaran Umum Wilayah Kasus.

Kecamatan Cipari merupakan bagian dari Kabupatéac&p yang berada

di sebelah barat dari Ibukota Cilacap. Cipari mekam kecamatan terluas di
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Kabupaten Cilacap. Posisi Kecamatan Cipari dalaray&h Kabupaten Cilacap

dapat di lihat pada peta di bawah ini :

Wanareja

Prop. Jawa Barat

Kah. Brebes

e

Majenang

Cimanggu

Kab. Kebumen

»n Binangun
Kampunglaut « Cilacap ra —
% Nusakambangan “** Cilacap Tengah

Samudera Indonesia Cilacap Selatan

Gambar 3.3. Posisi Kec. Cipari dalam Wilayah Kabep&ilacap
Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2010

Sebelum adanya pemekaran wilayahnya di tahun ¥8@amatan Cipari

merupakan wilayah Kecamatan Sidareja. Dalam bebdral) pemekaran wilayah

juga menjadi salah satu kesulitan dalam penyeledaaus di Cilacap. Daerah di

Kecamatan Cipari sebagian besar berupa pegununganbényak terdapat

perkebunan seperti karet, pinus, jati, kopi, daklato Perkebunan ini sebagian
besar dimiliki oleh BUMN (PTPN, Perhutani) dan Stea¢PT. RSA, PT. JA.

Wattie). Hal ini pula yang membuat maraknya konéldcaria di wilayah tersebut

Batas-batas wilayah Kecamatan Cipari meliputi:

Kecamatan Sidareja di sebelah timur

Kecamatan Kedungreja di selatan

Kecamatan Wanareja di barat

Kecamatan Majenang dan Kecamatan Cimanggu disdebtara

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



86

Sedangkan di kecamatan Cipari ini terdapat 11 gekai: Desa Caruy; Desa
Cipari; Desa Cisuru; Desa Karangreja; Desa Kutadaeisa Mekarsari; Desa

Mulyadadi; Desa Pegadingan; Desa Segaralangu; ersag; dan Desa Sidasari.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambdryadvah ini:

KECAMATAN CIPARI

1L Jembatan SHMALA 180000

Gambar 3.4. Peta Administrasi Kecamatan Cipari
Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2010

Mata pencaharian menurut lapangan usaha pendudidmiagan Cipari
adalah pertanian, kemudian secara berurutan diideta bidang perdagangan,
industri, pertambangan, angkutan dan jasa. Selpngka tentang mata
pencaharian penduduk Cipari dapat di lihat padel @tdhawah ini :
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TABEL 3.1. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK USIA
10 TAHUN KE ATASMENURUT LAPANGAN USAHA
AKHIR TAHUN 2010
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© 0 N O O WDN P

N NN P R P EPR R PEP PP PR
N P O © 0N U M WN R O

SERANG
MULYADADI
CIPARI
SEGARALANGU
KARANGREJA
KUTASARI
PEGADINGAN
CISURU
MEKARSARI
SIDASARI
CARUY
SERANG
MULYADADI
CIPARI
SEGARALANGU
KARANGREJA
KUTASARI
PEGADINGAN
CISURU
MEKARSARI
SIDASARI
CARUY

1,859
1,487
2,178
3,232
1,834
1,836
1,017
2,187
1,786
1,897
1,36
27
44
61
46
38
43
43
39
34
31
53

O O oo o o ©

140
266
363
238
120
352
191
333
304
144
241

80
60
110
82
173
136
375
174
156
298

163
181
278

689
156
143
288
192
189
253
157
249

181
249
621
141
73
140
143
188
142
110
225
2,477
2,39
4,028
3,901
2,381
2,795
1,986
3,11
2,698
2,641
2,291

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, 2010

Di Kecamatan ini, pekerjaan sebagai buruh tani meéuaki ranking

pertama. Selain itu pekerjaan lain dengan statumengah ke bawah menjadi

bagian dari kehidupan warga Cipari. Hal tersebytatai lihat dari banyak

jumlah buruh bangunan dan buruh industri. Sedangk@masyarakat kelas

menengah atau kelas menengah ke atas masih samgat. idondisi tersebut

dapat di lihat seperti tertera pada tabel di bawah
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TABEL 3.2. BANYAKNYA BURUH TANI, NELAYAN, BURUH
INDUSTRI,
BURUH BANGUNAN, PNS, TNI/POLRI DAN PENSIUNAN
MENURUT DESA TAHUN 2010

BURUH BURUH BURUH
DESA/KELURAHAN TANI NELAYAN INDUSTRI BANGUNAN
-4 5
1 SERANG 802 _ 81 175
2 MULYADADI 628 _ 75 188
3 CIPARI 753 _ 104 299
4 SEGARALANGU 845 _ 77 371
5 KARANGREJA 990 _ 137 240
6 KUTASARI 1,024 _ 125 241
7 PEGADINGAN 677 _ 289 246
8 CISURU 1,156 _ 132 197
9 MEKARSARI 966 _ 111 168
10 SIDASARI 789 _ 210 170
11 CARUY 922 _ 151 166
12 SERANG 55 5 15 49
13 MULYADADI 42 2 30 38
14 CIPARI 98 4 144 109
15 SEGARALANGU 25 1 12 32
16 KARANGREJA 16 1 8 27
17 KUTASARI 35 2 10 32
18 PEGADINGAN 44 2 15 42
19 CISURU 36 1 17 34
20 MEKARSARI 19 _ 11 29
21 SIDASARI 16 1 13 28
22 CARUY 25 2 24 52

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, 2010

Sedangkan dalam hal pendidikan, Kecamatan Cipdihdae masih berada
pada tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kongoswarga yang
berpendidikan SD sangat besar dan semakin menurastisd pada jenjang

pendidikan lanjutan. Tabulasi tentang tingkat péikdin sebagai berikut :
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TABEL 3.3. PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS MENURUT
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN
TAHUN 2010

AKADEMI /

DESA / KELURAHAN

1 SERANG 61 538 786 1,696
2 MULYADADI 60 519 948 2,211
3 CIPARI 103 585 1,32 2,659
4 SEGARALANGU 38 170 546 3,066
5 KARANGREJA 32 152 220 1,687
6 KUTASARI 29 175 561 2,125
7 PEGADINGAN 42 221 560 2,012
8 CISURU 144 183 657 2,431
9 MEKARSARI 35 183 537 2,123
10 SIDASARI 23 163 474 2,256
11 CARUY 31 235 686 2,08
12 SERANG 288 826 320 4,515
13 MULYADADI 740 705 372 5,557
14 CIPARI 801 1,29 563 7,324
15 SEGARALANGU 1,044 1,182 812 6,862
16 KARANGREJA 764 397 346 3,603
17 KUTASARI 873 957 607 5,333
18 PEGADINGAN 528 808 464 4,642
19 CISURU 805 858 555 5,641
20 MEKARSARI 569 444 510 4,41
21 SIDASARI 494 632 463 4,515
22 CARUY 763 667 691 5,164

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, 2010

Dalam konteks penelitian ini, Di Kecamatan Cipardapat 5 desa yang
berkonflik dengan PT. RSA yang meliputi: Caruy, &agreja, Sidasari, Kutasari

dan Mekarsari. Secara singkat profil kelima desseteut sebagai berikut:
a. Desa Caruy

Luas Desa Caruy sebesar 687 Ha, dari luasan teérsaidapat luas
lahan pertanian sebesar 350 Ha yang menopang RA@89 orang yang
mempunyai hak atas tanah berupa kepemilikan diaamlengan 2.854 orang
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merupakan buruh tani dari total jumlah pendudukesab 7.112 jiwa.
Sedangkan penduduk lainnya bermata pencaharian gaebauruh

perkebunan, buruh bangunan, buruh industry pedagasggangkutan dan
PNS.

b. Desa Sidasari

Penguasaan lahan perkebunan oleh negara di DeasaBiderlihat
dengan jelas. Setidaknya hampir setengah dari des® yang mencapai
angka 846, 9 Ha merupakan wilayah perkebunan PA yR&&ni seluas 439,
6 Ha. Untuk luas lahan pertanian, di desa inihatlkecil yakni hanya seluas
66, 2 Ha dan luas tegal kebun seluas 25,4 Ha.

Jumlah penduduk di desa ini sekitar 4.930 jiwagad® pekerjaan
utama sebagai buruh tani sebanyak 1.770 jiwanpptnggarap 513 jiwa,
sedangkan sisanya bermatapencaharian sebagai bangjunan, pedagang,
buruh industri, PNS dan peternak.

c. Desa Kutasari

Di Desa Kutasari juga terdapat perkebunan PT. RSéas 490,3 Ha
dengan luas pertanian hanya sebesar 166,3 Ha. Lpdérdanian tersebut
digunakan untuk menopang penghidupan petani yasgrivga 1.432 jiwa
dan buruh tani sebanyak 375 jiwa dari total junpemduduk sekitar 6.358
jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut sisanyerniatapencaharian
sebagai buruh bangunan, perkebunan, industri kBNIS, pedagang dan

peternak.
d. Desa Mekarsari

Jumlah penduduknya Desa Mekarsari sekitar 3660. jMayoritas
warga Mekarsari bekerja sebagai buruh tani danhbperkebunan. Hal ini
dilakukan tidak terlepas dari minimnya kepemilikatas lahan. Sedangkan
mata pencaharian penduduk lainnya adalah PNS, kamgan dan usaha

swasta lainnya serta banyak juga yang menjadi burtogin maupun migran.

e. Desa Karangreja

Desa Karangreja juga tak jauh beda dengan desay&irdi
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Kecamatan Cipari ini. Lahan perkebunan yang dikuakdn PT. RSA juga
menguasai setengah lebih dari total luas lahan efiadini. PT. RSA
menguasai lahan seluas 419,5 Ha dan luas lahanerthanya seluas 26,2

Ha dan tegal kebun seluas 306,3 Ha.

Jumlah penduduk Desa Karangreja sebanyak 3.938 g¢iengan
sebagian besar bermata pencaharian di bidang {eertaebagai petani
penggarap sebesar 526 jiwa, buruh tani sebanyalo®0®), buruh industri
sebanyak 400 orang dan buruh perkebunan sebanyakraflg dan sisanya
mempunyai matapencaharian sebagai buruh bangurgustiy, perkebunan,
berdagang, pengangkut dan PNS.

3.4.2. Gambaran Umum Kasus Cipari

Tangal 21 bulan Oktober Tahun 2010, sebanyak 5sktiifikat tanah
yang menjadi objek program reforma agraria sel@dstektar dibagikan kepada
petani di lima desa di Kecamatan Cipari, Kabupa@#iacap. Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri yang memberikartifdext tanah secara
simbolik kepada para petani di Istana Bogor, yaiilgutl pula perwakilan petani

dari Desa Caruy, Kutasari, Karangreja, Sidasan,Mekarsari Kecamatan Cipari.

Upaya memperjuangkan hak atas tanah seluas 294rhakuk 5.141 KK
petani di wilayah Cipari bukanlah terjadi dalam teklekat ini. Para petani di
tahun 1930an sudah mulai trukah (baca: membukan)akarang lebih untuk
ditanami tanaman pangan dalam rangka menjalaniphidareka. Berdasarkan
penjelasan petani anggota Serikat Tani Merdeka A8HTtentang kronologi
kasus Cipari kepada peneliti, mengatakan bahwa :

“Tanah sengketa itu semenjak tahun 1930an sudalkait dan digarap
oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggaratu terus
berlanjut pada saat jaman Jepang. Bahkan waktdikarenakan sedang
masa paceklik dan Jepang sedang kekurangan pang&a marga
dianjurkan menanam di perkebunan Belanda termaglg{athnya tanah
di Cipari. Lahan itu masih terus digarap setelatotresia merdeka,”. (DF,
8 April 2012).
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Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi tidakasererta para petani
mendapatkan hak atas tanahnya. Dewan PenasehattAr8f§TAM mengatakan:

“Meskipun di tahun 1954 berdasarkan UU Darurat 8ltahun 1954 para
warga telah mendapatkan kartu kuning bahkan senep@idi jual beli

tanah tersebut antar masyarakat tetapi di tahur2 1&Gadi pengusiran
masyarakat oleh pihak perkebunan dibantu oleh apata Padahal jaman
itu, warga sudah membangun rumah penduduk di tanjbgh ada

kuburannya. Pengusiran paksa tersebut juga dissamtzaman dan kalau
ada orang yang menolak, rumahnya akan dibakar. &akst yang terusir
kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang diselmiiagai daerah
Tapungan”. (SG, 8 April 2012)

Perjuangan hak atas tanah secara lebih teraraditeli tahun 1960an
yang waktu itu dimotori oleh Barisan Tani Indonegi@TIl). Hal tersebut
dilontarkan oleh Dewan Penasehat Anggota SETAM malkan kisahnya
tentang sejarah perjuangan petani Cipari. Dikatdiedmwa:

“Di tahun 1960an, Barisan Tani Indonesia sangablgeemperjuangkan
tanah, termasuk dengan tanah di Cipari. Merekaab®@smasyarakat
disekitarnya bahu membahu berusaha memperjuangjarianah tersebut
menjadi milik masyarakat”. (SG, 8 April 2012).

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Serikati Terdeka
(SETAM) tani bahwa:

"Meskipun saya dulu PNI tetapi saya mengakui bal®id memang
sangat rajin membantu warga agar mereka dapat relallan tersebut.
Para petani dari jaman segitu gigih sekali berjuilagena memang
mereka membutuhkan lahan itu untuk hidup merekBF, (8 April
2012).

Upaya memperjuangkan tanah tersebut sempat “tétHemena adanya
peristiwva G 30 S.

“Di jaman itu, para petani ditangkapi atau hilabpegitu saja. Hampir

semua petani yang ikut berjuang di tuduh menjadjgata BTI/PKI.
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Padahal sebetulnya petani tidak terlalu tahu apakateka terlibat dalam
peristiwa itu. Yang mereka tahu BTl mau membantueke sehingga
mereka jadi semangat untuk berjuang. Lagi pula jasegitu, petani tidak
mengira bahwa BTI/PKI adalah organsiasi/ partdatang karena waktu
itu, PKlkan sah, malah setahu saya jadi partai pamg di Cilacap,” (DF,
8 April 2012).

Menegaskan apa yang diceritakan tersebut, DewalasEkrat Anggota

SETAM mengatakan saat diwawancara :

"Seperti lazimnya partai yang sah, bahkan waktund@mor satu di Cilacap
maka tak mengherankan jika wilayah Cipari merupalzasis PKI. Dan
dengan alasan itulah, TNI lebih mudah menerapkadus@agar tanah
tersebut bisa dikuasai oleh TNI. Dan dikemudianri Bangketa itu di
kenal sebagai sengketa antara warga dengan TNI lyargsnis dengan
nama PT. Rumpun Sari Antan” (SG, 8 April 2012).

Meski pun sempat terhenti tetapi bukan berarti ipetiak lagi bergerak.
Pada tahun 1971-1972, dimotori oleh Kepala DesauyCdrernama Rekso
Soedharmo upaya mendapatkan hak atas tanah kedila&likan. Sayangnya,
kejadian tragis kembali dialami oleh sesepuh taemuturkan saat diwawacarai :

“Tahun 1971-1972, Lurah Rekso menganggap bahwdn teamaebut tidak

sah dimiliki oleh perkebunan. Untuk itulah, luralekBo berusaha agar
tanah tersebut kembali menjadi milik warga. Tapnyata hasilnya justru

lurah Rekso dibunuh. Hal yang sama juga terjadiapadaknya yang

bernama Soemekto. Setelah bapaknya meninggalhdiafeg melanjutkan

perjuangan. Dan nasibnya pun sama dengan bapaBoganekto hilang

dan sampai sekarang kami masih tidak tahu di rkebaradaannya. Kami
mengira, dia sudah dibunuh” (RT, 8 April 2012)

Pada tahun 1980an, beberapa petani kembali melakpkaawanan.
Sayangnya perjuangan tersebut kembali berhentinkack jaman orde baru
tersebut kalau ada orang yang memperjuangkan taa&h akan dengan mudah
dituduh sebagai PKI. Sebagaimana dikatakan Dewaadebat Anggota SETAM
bahwa :
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“Para petani yang berjuang pada era 80an diang¢fdpdan kemudian
“menghilang” begitu saja seperti di telan bumi. Diak terdengar lagi
kabar beritanya,” (SG, 8 April 2012) .

Di tahun 1993, kembali terjadi upaya untuk mentlakembali hak atas
tanah. Kali ini perjuangan tersebut didorong oledhasiswa UGM yang dimotori
oleh Budiman Sudjatmiko. Sayangnya, lagi-lagi pemgan tersebut kandas.
Bahkan Budiman Sudjatmiko pun ditangkap. sesepuoh rnengatakan kepada

peneliti bahwa :

“Budiman yang waktu itu masih mahasiswa masukdi@si ini untuk

bersama-sama petani memperjuangkan tanah itu. Sapang harus
kandas di tengah jalan karena Budiman keburu diegmgPenangkapan
waktu itu melibatkan Lurahnya Caruy. Gak tahu tetimwa ke Jakarta
atau dimana.” (RT, Petani, 8 April 2012).

Cerita penangkapan tersebut dibenarkan oleh CatklaRumah Aspirasi

Budiman pada saat wawancara, dikatan :

"Waktu itu, sebagai mahasiswa apalagi saya bedealCilacap merasa
bahwa para petani harus mendapatkan haknya. Kédrdal saya datang
ke desa Caruy untuk kembali bersama-sama masyaramperjuangkan
hak mereka. Tetapi saya sadar waktu itu memperkambak atas tanah
bukan perkara mudah. Saya pun akhirnya ditangkapddaterogasi oleh
aparat”.( BS, Deklarator RAB, 3 Mei 2012).

Pada Tanggal 31 Desember 1999, HGU yang dimilikiRSA pun habis
masa berlakunya. Mantan Direktur PT. RSA IV mergedan penyebab sengketa
PT RSA dengan masyarakat semakin bergejolak, ditathahwa :

“Sebelum berakhirnya masa berlaku HGU yang dimi#iKiRSA, PT RSA
mengajukan perpanjangan HGU seluas 1341 Ha. Oleiigo® Propinsi
Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1999, perpaajahigsU PT. RSA
hanya 985,84 Ha yang disetujui dan sisanya sel6&s1@ Ha ditolak
perpanjangannya dengan alasan karena masih ad&etendengan
masyarakat,” (AG, 6 April 2012).
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Apa yang disampaikan Mantan Direktur PT. RSA dibkaa oleh Kepala
Desa Karangreja, sebagaimana dikatakan kepadatpsaat diwawancarai :

"Tanah itu tidak semuanya diperpanjang HGU nyashifin demikian

RSA memang ngotot, mereka menganggap bahwa RSAp&megang

hak awal. Walaupun sudah direkomendasikan untigpaskan dari

HGU, tapi RSA tetep mengajukan perpanjangan HGyi pada intinya,

tidak semuanya diperpanjang sebabnya karena peatenmenganggap

ada sengketa dengan masyarakat.” (STM, 8 April 012

Melihat peluang tersebut, para petani kemudiankambali menuntut hak
atas tanah HGU PT. RSA seluas 291 hektar. Berdasankawancara dengan
Dewan Penasehat Anggota SETAM, dikatakan bahwa:

"Para petani pada waktu 1999 kembali bersemangafa Petani yang

berasal dari lima desa itu pun ingin kembali bergiaSewaktu saya ke

sana, khususnya dari Desa Caruy merasa bahwa mégekia turut
berjuang. Mereka juga menyebut bahwa mereka haresemskan
perjuangan para pendahulunya termasuknya Mas Budir(faG, 8 April

2012).

Pada dasarnya sampai tahun 2004 para kepala dé&sxamatan Cipari
terus berusaha menfasilitasi kebutuhan dan desalean masyarakat untuk
memperoleh hak akan tanah di wilayah Cipari. Karémgara kepala desa se-
Kecamatan Cipari sering kali melakukan lobi-lobikbdengan BPN maupun
dengan pihak PT. RSA tentunya lobi-lobi tersebukdoutanpa hasil, terbukti
bahwa sudah ada tawaran dari pihak PT. RSA untldpasan tanah seluas 291
hektar dari bekas HGU PT. RSA yang sudah dikelolasyarakat Cipari
khususnya di 5 desa di Kecamatan Cipari.

Namun ternyata terjadideadlocK’ karena RSA meminta kompensasi
sedangkan sebagaian besar masayakat menolaknyrdetlut membuat kasus
tanah ini-pun tak kunjung terselesaikan. Para keplsa diwilayah Cipari
menerima adanya kompensasi tersebut karena inginkagus ini segera selesai.

Hal tersebut seperti yang diutarakan Kepala Desari¢peja dalam wawancara.

"Kami ingin agar kasus ini segera selesai karealaht kami mengambil

inisiatif untuk berembug dengan PT. RSA. Dan kameeaeka minta mau
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menerima tanah itu di bagi ke masyarakat dengamatskampensasi maka
kami pun mengiyakan” (STM, 8 April 2012).

Sementara itu, BPN menjebatani keinginan petani [@n RSA yang
merebutkan sebagian wilayah konsesinya. Upaya pesajan tersebut kemudian
muncul jalan tengah dimana PT. RSA meminta komserisgpada masyarakat
Cipari yang ingin memiliki dan mengelola lahan bekéGU PT. RSA. bagi BPN
dengan model kompensasi merupakan bagian dari nsekampenyelesaian kasus
agraria, hal itu dikatakan oleh Kasi Sengketa Kknfl Perkara, BPN Cilacap,

menurutnya

“Salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikasukani adalah
dengan cara adanya kompensasi. Kami memediashihaébagai bagian
dari upayawin win solution.Yang penting kasus ini bisa segera selesai”
(SJ, 6 April 2012).

Dalam pandangan mantan Direktur PT. RSA |, bahwa R&minta
kompensasi dengan alasan PT. RSA dulunya telah apatichn HGU atas tanah
tersebut, dengan dilepaskanya sebagian wilayah RGURSA maka keinginan
PT. RSA untuk ada kompensasi atau ganti rugi patiyah yang ingin dikelola
oleh masyarakat Cipari. Berikut wawancara dengamamedirektur PT. RSA :

"Wajar bagi kami (PT. RSA) untuk meminta kompensssvab dulunya
kami memperoleh HGU dan sekarang luasan tanah H&hl kerkurang

karena adanya pembagian lahan ini”. (AG, 6 April20

Sementara itu, mulai dari 2005 sampai dengan 200&8a penyelesaian
konflik di Cipari diprakarsai oleh Serikat Tani Mieka (SETAM) sebagai sebuah

konsorsium dari organisasi-organisasi tani yangdadkabupaten Cilacap.

Pelimpahan wewenang kepada SETAM untuk melakukagoisasi
kepada PT. RSA dalam penyelesaian konflik lahanaseR91 hektar bagi 5.141
petani kecamatan Cipari sebagai akibat ketidakgasa masyarakat Cipari
terhadap Kepala Desa yang telah terlebih dahulakaokbn kesepakatan dengan
PT. RSA tanpa sepengetahuan masyarakat Cipari elajubg pada penolakan

hasil kesepakatan tersebut.
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TEMUAN LAPANGAN

Penelitian ini akan memfokuskan diri pada perangydmmainkan oleh
Rumah Aspirasi Budiman (RAB) dalam melakukan kegdvokasi untuk
penyelesaian konflik agraria, khususnya dalam kasngketa tanah seluas 291
hektar antara 5.141 petani dengan PT. Rumpun SaanA(RSA) di lima desa
(Caruy, Sidasari, Kutasari, Karangreja dan Mekdrsdr Kecamatan Cipari
Kabupaten Cilacap.

Sesuai dengan tujuan penelitian maka pada balkam disampaikan hasil
temuan lapangan berkenaan dengan: (1) proses aivydsag dilakukan oleh
Rumah Aspirasi Budiman terhadap penyelasaian komaffjraria di Kecamatan
Cipari Kabupaten Cilacap; dan (2) Peratakeholderdalam upaya proses

advokasi penyelesaian konflik agraria di Kecam&goari Kabupaten Cilacap.

4.1. Proses Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kecamatan

Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB).

Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh RAB bukarnu dal yang tiba-
tiba. Apa yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budim@AB) merupakan
bagian dari perjalanan panjang dari masyarakat yasgperjuangkan hak demi
mewujudkan kesejahteraan. Seperti telah disampaikda bab-bab sebelumnya
bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya agrarig tanjelas arahnya telah
berdampak pada ketimpangan struktur kepemilikanpdgrgelolaan lahan, bukan
hanya pada masa penjajahan tapi terus berlanjlkiapemmerdekaan dan terus
sampai sekarang. Hal tersebut yang mendorong lahikelompok-kelompok
yang terus mengupayakan untuk memperjuangkan hakgefaan dan
kepemilikan sumber daya alam untuk kepentinganataftgn kemajuan bangsa.

Dalam pandangan Direktur Rumah Aspirasi Budiman ERAAdvokasi

yang tengah dijalani RAB berbeda dengan advokasisengada periode Orde
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Baru. Model advokasi yang dilakukan RAB merupakardet advokasi baru dan
mulai digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakatddinesia, yaitu dengan
mengkolaborasikan antara advokasi dengan mempetkasis massas@cial

movementdengan advokasi parlementarian. Seperti yangrikekan JS kepada

peneliti :

“Selama sekian belas tahun advolsastial movemengang apriori dengan
gerakan politik, ternyata telah menghadirkan kél@a Stamina
masyarakat menjadi lemah, contohnya pada gerakaiiuasendiri sampai
beberapa tahun yang lalu meredup, karena tidak lefaenangan-
kemenangan yang dihasilkan melalui advokasi itusydeakat tani yang
menghadapi kasus akhirnya tidak memiliki harapahwaa persoalan
mereka itu nantinya dapat diselesaikan atau tiblak itu, dengan model
melakukan kolaborasi antara advokasi mosietial movementiengan
parlementerarian ini, kita mencoba untuk memaksdaral celah-celah
yang dapat dilakukan melalui jalur politik parlerteeman. Dan
bagaimanapun juga itu menentukan. Karena ketuk mhlugedung
parlemen itu kan menentukan nasib kita semua, baleh apriori kita
boleh tidak perduli terhadap dewan, tetapi apdbP&R sudah ketok palu,
kita akan terikat oleh keputusan yang mereka bikitg kan tidak bisa
menghindar, maka yang kita perlukan adalah kolaboaatara kedua
model tersebut”. (JS, 23 Juni 2012)

Mendukung pandangan diatas, Asisten Direktur RABiekankan bahwa
perbedaan advokasi yang dilakukan oleh RAB dengwolasi yang dilakukan
pihak lain adalah nuansa politiknya dalam upaya ypesaian masalah,

khususnya konflik agraria di Cipari. BH mengatakan

“Peran Budiman Sujatmiko sebagai anggota komisDRR RI yang
membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Deedsparatur
Negara dan agraria dalam hal ini termasuk membaB&MN, memiliki

otoritas pengawasan dan legeslasi yang dapat diganantuk melakukan
pressure dan lobi-lobi terkait penyelesaian kasumatl”. (BH, 19 Juni
2012).
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Penekanan pada perjuangan petani di Cipari mejalur politik, juga
dirasakan Kepala Desa Karangreja, dikatakan bahwa :

"Keberadaan mas Budiman di parlemen sangat memlpgntepatan isu
agraria dan juga upaya penyelesaian kasus. Meskbglum juga kunjung
mendapatkan kepastian kapan terjadi redistribuslade kasus Cipari
dapat diselesaikan tapi setidaknya kasus yangiad#agdap telah menjadi
bagian fokus penyelesaian kasus. Disitulah pengimgpolitik dalam
advokasi penyelesaian kasus. Melalui posisi masinBam di parlemen

maka posisi tawar petani saya rasa lebih kuat’"MSII8 Mei 2012)

Sementara itu, strategi yang digunakan RAB dalamyelesaikan kasus
konflik agraria di Cipari adalah lebih mengedepankdialog, hal tersebut

sebagaimana diungkapkan Deklarator RAB pada saainincarai peneliti :

“Selama pertikaian agraria diselesaikan dengarogliadebenarnya akan
tercipta keputusan yang optimal. Tetapi proses @esgian kasus agraria,
terutama jika yang bersengketa adalah petani dergdeanum aparat

seringnya justru dengan kriminalisasi petani. Pkati represif untuk

menyelesaikan sengketa tanah justru makin memapaika yang amat

rusak pada aparatur negara. Solusi ideal bisa aigd@m kedua belah

pihak saling bersedia berdialog”. (BS, 19 Juni 32012

Keberadaan Rumah Aspirasi Budiman (RAB) telah meikée banyak
manfaat terhadap proses perjuangan petani dalammngrhak dan kepemilikan
lahan seluas 291 hektar yang menjadi konfik di iKestan Cipari. Disampaikan
bahwa hubungan kerjasama antara masyarakat, lendosisl masyarakat dan
Rumah Aspirasi Budiman (RAB) berjalan dengan baik distimatis. Hal tersebut
tergambar dari wawancara dengan Dewan PenasehéatS&ani Merdeka
(SETAM) :

“Yang dilakukan RAB dengan petani ya teman-temarnarpe sering

melakukan kontak. Hampir setiap apa yang merekaukkak kami

diberitahu baik melalui SMS, telpon maupun mereksang atau kami
yang diminta datang. Yang paling sering petani aaap adalah masukan
bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka halilaj@pangan,
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seperti adanya pemanggilan oleh aparat, bagaimaai@g menghadapi
pihak lain juga soal internal organsiasi”. (SG, [&ih2012)

Adapun berbagai program kerja advokasi yang diswdam dijalankan
oleh Rumah Aspirasi Budiman bukan merupakan prograsgram baru
melainkan program-program tersebut adalah bagairkdinjutan program yang
telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai elemeng y&erjuang dan
mengusahakan resolusi konfik agraria di Cipari.

4.1.1. Pertemuan dengan Basis Konstituen.

Tahapan awal yang dilakukan RAB (Rumah Aspirasi iBiaah) dalam
menjalankan fungsi advokasi khususnya penangandmaikokonflik agraria di
Kecamatan Cipari dilakukan dengan menindaklanjuintiak politik antara
Budiman Sudjatmiko dengan konstituenya. Salah gatukomitmen dalam
kontrak politik tersebut adalah memperjuangkan kalkla dan hak milik lahan
yang dikelola oleh perkebunan, dalam hal ini PTmRun Sari Antan (RSA).

Direktur Rumah Aspirasi Budiman menyampaikan bahaetelah
Budiman Sujadmiko mendapatkan kursi di DPR-RI, gabagenda komitmen
dan kontrak politik yang sudah dibangun bersamaranBudiman Sujadmiko
dengan konstituenya, maka Budiman Sujadmiko segaeminta untuk
mengumpulkan tim pemenangan baik yang berasalsitapatisannya maupun
dari basis sektoral, khususnya para petani untukdeidarasikan Rumah Aspirasi

Budiman. Disampaikan bahwa :

“Waktu itu tak kurang dari 500 orang berkumpul wntoemantapkan diri
melanjutkan perjuangan kami di ranah politik. Sateltu, kami minta

petani untuk mengumpulkan data. Kalau datanya kasa kurang, maka
kami menerjunkan orang untuk ke lapangan. Seteddd trkumpul maka
data itu kemudian kami sampaikan ke Bung Budimalaloiestaf ahlinya

di Senayan namanya Fikri. Dia yang mengkompilg3i3, 17 Mei 2012)

Hal senada juga disampaikan tokoh muda yang sejamemjadi Asisten
Direktur Rumah Aspirasi Budiman (RAB). Disampaikzahwa :
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"Data-data yang ada pada petani, fotokopinya diber kepada kami
untuk kemudian kami kumpulkan untuk dikompilasi dégerahkan kepada
Bung Budiman. Sedangkan untuk data yang kurangk&mgRAB
membantu teman-teman petani untuk bersama-samaumentkannya.
Waktu itu kami membentuk tim pengumpulan data yendiri dari aktivis
RAB dan petani. Tim ini bertugas mengumpulkan dé&pangan,
melakukan kodifikasi dan analisis kasus untuk keamuddisampaikan

kepada Bung Budiman untuk diperjuangkan”. (BH, 1&i RD12)

Senada dengan Asistan Direktur RAB, Dewan PenasBbakat Tani
Merdeka (SETAM), menyampaikan bahwa :

“Pada waktu deklarasi Rumah Aspirasi Budiman, kamindang oleh
RAB untuk mengikuti acara deklarasi tersebut, cukapyak perwakilan
masyarakat tani yang datang, ya kira-kira seki@® Sampai 600 orang,
termasuk kami dari SETAM. Secara lisan mas barghpaaktu itu juga
menyampaikan kepada kami untuk sekalian membaw&addrerkas

dokumen tentang kasus tanah di cilacap”. (SG, 182d&2)

Harapan yang besar dari masyarakat Cipari untulatdagemenangkan
konflik agraria dengan PT. RSA dirasakan anggotal A% pada waktu

pertemuan awal dengan Budiman Sujatmiko, mengatakan

“Waktu deklarasi kemenangan mas Budiman di Purvtokeasanya saya
sangat yakin kalau perjuangan kami akan menanglagpwaktu pidato
mas budiman berjanji akan secepatnya menyelesaéana kasus tanah di
Kabupaten Banyumas dan Cilacap” (RT, 18 Mei 2012).

4.1.2. ldentifikas kasuskonflik Cipari dan penentuan strategi advokasi

Dari kasus-kasus yang ditangani RAB, kasus Cipagnjadi prioritas
karena sesungguhnya kasus ini sudah hampir seldsasuknya RAB secara
kelembagaan pada bulan Oktober 2009 terjadi padassitelah dilakukannya
negoisasi antara PT. RSA dengan petani Cipari \difagilitasi oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) terkait penyerahan tae#llms 291 hektar kepada
5.141 petani di wilayah Cipari yang masuk di dalkawasan HGU PT. RSA.
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Pernyataan tersebut seperti yang dikatakan Asidberektur RAB saat
diwawancarai peneliti :

“RAB secara kelembagaan melakukan advokasi pokidnflik tanah
masyarakat Cipari pada situasi dimana telah dilakykoses pengumpulan
data, pengorganisasian petani dan pengemasandah selesai dilakukan
oleh organ tani dan elemen-elemen masyarakat lain®ampai pada
munculnya proses penawaran kompensasi dari BPNPdarRSA untuk
tanah yang akan dibagikan, dimana pada waktu RABuknanelakukan
advokasi, masyarakat Cipari menolak untuk menetanaran kompensasi

sehingga proses penyelesaian kasus konflik di Cipandeg”. (BH, 17

Mei 2012).

Penolakan masyarakat Cipari terhadap tawaran peardrajkompensasi
sebesar Rp.1.500/ m untuk tanah seluas 291 hektey gkan dibagikan kepada
5.141 petani Kecamatan Cipari, pada akhirnya meridt@a proses penyelesaian
konflik agraria. Hal tersebut seperti dikatakan u€etSerikat Tani merdeka
(SETAM) Cilacap pada saat wawancara :

“Penolakan kami tentang pembayaran kompensask upitu RSA untuk

tanah yang akan kami terima sebesar seribu limss ratpiah pemeter

sangat tidak masuk akal, wong itu seharusnya tanasyarakat Cipari
yang dulunya dicaplok sama penguasa, setelah naksyadirugikan
selama bertahun-tahun kok malah disuruh bayar, gading kita tolak”.

(SW Ketua SETAM Cilacap, 18 Mei 2012)

Dari proses identifikasi yang dilakukan RAB, terdagondisi bahwa para
petani dan gerakan tani Cipari pada umumnya sudatpin jenuh menghadapi
kasus-kasus yang dihadapi, karena dapat dikataamnabkegiatan advokasi yang
telah berlangsung berpuluh-puluh tahun kepada ragidkk membuahkan hasil
seperti yang diharapkan. Hal tersebut terungkamndalvawancara dengan
direktur RAB, bahwa :

“Pada waktu RAB masuk ke kasus konflik agraria dayah Cipari, kami

mendapatkan situasi dimana kondisi para petanigiaakan tani sudah
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hampir jenuh karena belum juga membuahkan hadil daii upaya yang
dilakukan”. (JS, 17 Mei 2012)

Kejenuhan para petani Cipari dalam menghadapi pesgi@an konflik
agraria karena berakhir pada keharusan petani ghriCintuk membayar biaya
kompensasi kepada PT. RSA sebesar Rp. 1.500,-/rdatertanah yang akan
mereka dapatkan tercermin dari pernyataan KoorairRETAM untuk Wilayah

Cilacap yang mengatakan kepada peneliti saat deweara bahwa :

“Wong namanya tanah-tanah kami kok disuruh mbagyakoknya pada
waktu itu masyarakat Cipari harus membayar uang8R@.ribu. Biaya itu

untuk biaya kompensasi tanah, administrasi, dara damadaya petani.
Kalo tidak salah rinciannya Rp. 750 ribu untuk lidgompensasi tanah
permeter persegi, Rp1.500 untuk PT Rumpun Sari rARSA), para

kepala desa tidak paham meski bagi mereka mungkail kapi uang

seribu lima ratus bagi kami sangat berharga”, (883ylei 2012)

Memperjelas apa yang disampaikan SG terkait bes&mmpensasi,
Asisten Direktur RAB menjelaskan bahwa kompensasil Fkesepakatan tahun
2004 antara para kepala desa dengan PT. RSA uah#n IHGU seluas 291
hektar yang akan diberikan kepada 5.141 petaniedakhatan Cipari dengan nilai
Rp. 1.500,- permeter atau Rp. 750.000,- untuk 509ang akan diterima oleh
masing-masing petani.

Sadar dengan kondisi tersebut maka RAB membuka kikasi dengan
organ tani dan konstituen Budiman untuk mengunajgdur politik, melalui
perlemen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakkhitedengan masalah
kepemilikan tanah. Hal tersebut juga terungkap rdalwawancara dengan
Direktur RAB bahwa :

“Yang dilakukan RAB adalah menyadarkan kepada nrakgh bahwa
kasus tanah di Cipari itu tidak bisa lepas daritiolsehingga jalur-jalur
politik formal itu harus dikelola. Instrumernya yardilakukan adalah
melalui pendidikan politik, intinya begini bahwarbagai keputusan yang
menyangkut kehidupan masyarakat itu yang menentulkam sangat
dipengaruhi oleh kebijakan politik sehingga yangoéating dilakukan
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adalah mengunakan jalur politik mempenaruhi kebijakemerintah agar

kepentingan masyarakat ini diperhatikan”. (JS, 23 2012).

Dari berbagai diskusi yang dilakukan terkait konglistani dan gerakan
tani Cipari yang mulai melemah pada saat masukiyB, Rnaka RAB melakukan
strategi pembagian peran dalam proses advokadikpahtuk kasus sengketa
Agraria di Cipari. Hal tersebut disampaikan DireRAB sebagai berikut :

Sesungguhnya yang melakukan kerja utama adalah petemi. RAB
(Rumah Aspirasi Budiman) membantu dalam hal polKi&mi mendorong
kasus-kasus yang ada untuk dibicarakan di parletimgkat nasional.
Pada level nasional, Bung Budiman akan membicargleandengan
Kepala BPN Pusat sedangkan kami melanjutkan di leggonal maupun
lokal”. (JS, 17 Mei 2012)

Sementara terkait proses penyelesaian konflik egrdir Cipari, RAB
menetapkan strategi mendorong petani Cipari unt@nenma tawaran BPN
dengan membayar biaya kompensasi kepada PT. R®®&np@an strategi RAB
tersebut diungkapkan oleh Asisten Direktur RAB yamgnyatakan bahwa :

Dalam perjalanannya khusus di Kecamatan Cipari Rumapirasi

Budiman mendorong agar masyarakat mau menerimgpdasasi meski
kami tahu bahwa berat bagi petani untuk menerintapamsasi tersebut.
Tetapi mungkin dengan diterimanya model ini maka mimeka

kesempatan bagi kasus-kasus lainnya untuk turudlegigikan”. (BH,

Asdir RAB, 17 Mei 2012)

Pada proses awal upaya RAB mendorong supaya mé&ayamau
menerima pembayaran kompensasi tentunya banyakapang@erlawanan dari
masyarakat Cipari, hal tersebut seperti diceritak@ah seorang petani anggota

SETAM kepada peneliti, bahwa :

“Pada saat pertama ada usulan mas barid dan tem@§RAB-red) untuk
menerima tawaran BPN membayar kompensasi ke RSA, lssget. Kan
cara itu sudah kami tolak dengan kesepakatan Kaokidisuruh sepakat
lagi dengan tawaran BPN, ya awalnya banyak diantaai yang
keberatan. Tapi setelah penjelasan (strategi pesgi@n konflik-red)
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diberikan ya olen SETAM dan mas Barid kami bisa gest juga” (DF
Petani Anggota SETAM Cilacap 18 Mei 2012)

Kaitannya dengan pendekatan advokasi politik, Seteterbangun
kesepahaman dengan para pihak khususnya masy#makatan organ gerakan
tani maka disimpulkan bahwa arah dan strategi pragrdvokasi yang dilakukan
oleh Rumah Aspirasi Budiman adalah dengan jalalogiEmelalui jalur politik.

Hal tersebut ditegaskan oleh Asisten direktur RBBampaikan bahwa :

“tak bisa dipungkiri bahwa konfik tanah telah bakyaenelan korban,
berdasar pengalaman tersebut maka RAB dalam seg@m@mkan
advokasinya memilih mengunakan jalur politik untiemperjuangkan
hak-hak akan kepemilikan tanah melalui jalan diglodpal ini terasa
efektif dalam pandangan kami.” (BH, Asdir RAB, 1&M2012)

Senada dengan pernyataan Asdir RAB, Dewan PenaSsdiat Tani
Merdeka (SETAM) menyampaikan pesan mendasar dakmgepesaian kasus
tanah di Kecamatan Cipari harus dilakukan dengé#amn jaialogis, cara-cara

kekerasan oleh gerakan tani harus ditinggalkank&gpetikan wawancaranya :

“Secara persis kami lupa tanggal pertemuan itu-lia akhir 2009 kami
diskusi dengan Mas Budiman, mendiskusikan stratgn langkah-
langkah gerakan advokasi yang akan didorong oleB Ratu hal yang
saya sangat inggat dari pertemuan itu, beliau nmepgékan bahwa
langkah-langkah advokasi yang akan didorong untulembantu
masyarakat dalam mendapatkan haknya (tanah) haengad jalan
dialogis” (SG Dewan Penasehat Anggota SETAM, 18 2042)

Inisiator sekaligus pendiri RAB yang sekarang mieajaAnggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membenarkdornmasi dari dewan
penasehat SETAM, dalam konfimasi yang dilakukarardaimelengkapi data
yang kami lakukan dengan Anggota DPR RI komisidbagai pendiri RAB
menyampaikan :

“Penyelesaian sengketa agraria di Cipari bukanishhkdongeng singkat.
Permasalahan itu diperjuangkan selama puluhan talanmgan aneka
pengorbanan, terutama dari petani, dan dukungatikpdlang jelas, kami
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menempuh jalan dialogis, bukan anarkis. Lihat &asus-kasus tanah di
Indonesia, dalam sejarah, petani selalu menjadidroisengketa agraria.
Semestinya kedepankan dialog. Amanat reforma agraerupakan pintu

masuk penguasaan tanah demi kesejahteraan rak8,” Anggota DPR

RI Komisi Il, 19 Juni 2012)

Sementara direktur RAB menyampaikan bahwa dalaraps&esempatan
Anggota DPR RI ketika menghadiri pertemuan ditingkakal selalu
menyampaikan bahwa hal utama yang harus selalundigitan oleh petani
adalah soliditas dan konsistensi dari masyarakatanpetidak hanya
mengandalkan massa tapi juga harus cerdas dala@p sgerakan yang
dilakukan, sebagaimana dikatakan Direktur RAB, bahw

“Budiman meminta masyarakat petani solid dan tiddanya
mengandalkan massa. Petani diminta bersatu dan orsakdasi
memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan UWkPakmaria”. (JS,
23 Juni 2012).

Prinsip tersebut mendasari setiap gerakan advokesy dilakukan oleh
RAB. Maka untuk merumuskan penyelesaian kasus tdn&ecamatan Cipari
dilakukan dengan berbagai kegiatan diskusi dareperan-pertemuan, baru hal-
hal yang sudah dirasa perlu dikomunikasikan demgaak luar hasil pertemuan
tersebut dikomunikasikan dengan pihak luar antai IBPN, DPR RI,

Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain.

4.1.3. Pengorganisasian Kembali Organ Tani dan Penggalangan Sekutu

Pertemuan bertujuan untuk mendapatkan rumusanntenéoapan yang
akan dilakukan dalam proses advokasi, selain itwtaana yang menjadi tujuan
dalam berbagai kegiatan diskusi yang diadakan BI&B dan Organ tani serta
stakeholder adalah untuk membumikan dan membangun kesepaharmman d
memperkuat jaringan. Hal tersebut terungkap damwawveara dengan Direktur

Rumah Aspirasi Budiman.

“Langkah awal dalam pengorganisiran kembali orgamni,t kita

memperkuat basis, artinya kita bergerak ke bastskumengorganisir
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petani-petani, atau dengan kata lain memperkuat dagakan-gerakan
petani, karena pada waktu itu gerakannya mulaipesekitar awal tahun
2009, gerakan tani sudah mulai melemah, kemudtarckba perkuat itu
melalui jalur parlementarian melalui Budiman, sglémya budiman
melakukan pressure atau tekanan terhadap pengkebijakan, dalam hal
ini BPN agar permasalahan petani itu diprioritaSkamektur RAB (JS,

17 Mei 2012).

Hal tersebut dibenarkan oleh Dewan Penasehat $efidwai Merdeka

(SETAM), dalam wawancara yang dilakukan dalam peaelini disampaikan.

“Ketika kami diajak diskusi awal dalam merumuska&myelesaian konflik
kasus tanah di Kecamatan Cipari, maka saya mergusulntuk RAB

membuat pertemuan-pertemuan dengan para pihak nyanmasyarakat
petani dan organ tani. Usul saya tersebut terngsepakati oleh temen-
teman RAB” (SG, 18 Mei 2012)

Untuk melakukan pengorganisasian, yang dilakukanBRAdalah
memberikan pendidikan politik kepada masyarakatdawilayah Cipari melalui
pertemuan dan diskusi, khususnya tentang pemanfgatar politik sebagai
strategi dan pendekatan penyelesaian konflik agmdiriwilayah Cipari. Jadwal
pertemuan dan diskusi yang dilakukan mulai darabuDktober 2009 sampai
bulan Juni 2010 cukup inten, hal tersebut diungkapkleh Asisten Direktur
RAB, bahwa :

“Pertemuan antara RAB dengan petani biasanya ditakwsetiap dua
minggu sekali, kalau dengan mas Budiman palingtsidu bulan sampai
tiga bulan sekali. Biasanya dihadiri oleh 300 sanf@) orang untuk

memperkuat teman-teman petani” (BH, 17 Mei 2012)

Proses pertemuan dan diskusi yang dilakukan seaaten juga
disampaikan oleh Ketua Serikat Tani Merdeka (SETANMacap sebagai berikut:

“SETAM selama ini terus berupaya agar tanah yaagikperjuangkan
dapat menjadi milik kami. Untuk perjuangan itu, kasering berkumpul
bersama. Setidaknya 1 bulan dua kali para pendsEiSAM berkumpul
untuk membahas persoalan-persoalan lapangan yangheadapi. Kalau
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persoalan itu dapat kami selesaikan ya syukurit&tdau tidak maka kami
meminta teman-teman RAB untuk membantu kami. Medzkang ke sini
atau kami juga sering datang ke sana. Kadangkaa qukup dengan
telpon atau SMS. Kami sering meminta Mas BudimatalmieRAB untuk
datang memberikan semangat kepada kami dalam bgrjsakaligus
menanyakan perkembangan kasus kami. Kalau adamentepetani, kami
yang mengumpulkan petani dan menyiapkan ubo ranapérgca: sarana
pra sarana yang dibutuhkan). RAB kebagian memastikaatangan Mas
Budiman”. (SW, 18 Mei 2012)

Dalam advokasi penyelesaian konflik agraria di GjfRAB tidak berjalan
sendiri, namun harus bergabung elemen-elemen gerngdag lain, hal tersebut

seperti yang dikatakan Direktur RAB kepada peneliti

“Kasus Cipari adalah kasus yang telah lama berlarmggssebelum RAB
masuk dalam advokasi sudah banyak elemen-elemenykng turut
mendukung perjuangan masyarakat Cipari sepertk&@efiani Merdeka
(SETAM), LBH Yogya, KPA, RACA dan lain-lain, nah &aRAB masuk
dengan advokasi jalur politik elemen-elemen laigajuetap bergabung”.
(JS, 17 Mei 2012)

Konsolidasi dan koordinasi antar elemen pendukerkgtt isu-isu agraria
dan strategi perjuangan organisasi tani biasanyaatakan dalam forum-forum
kelembagaan baik melalui Focus Group DiscussiorD)F@aupun seminar, hal

tersebut sebagaimana dikatakan asisten Direktur RAB

“Selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni #rhdung RAB telah
3 kali melakukan konsolidasi dengan elemen lairailnekegiatan seminar
dan FGD. Pertemuan dilakukan di Cilacap, Puwokeldm sekali di
Jakarta. Yang datang perwakilan dari LBH, KPA, PMiktivis agrarian
dan lain-lain, biasanya mas Budiman didaulat memadasumber. Dalam
beberapa kali pertemuan tersebut pengemasan iswaseasional juga
diputuskan bersama, dari isu ‘kembalikan tanah kamienjadi
‘laksanakan reforma agraria’ yang akhirnya kami grakiga sebagai
platform gerakan”. (BH, 17 Mei 2012)
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Mendukung apa yang disampaikan Asisten Direktur RABewan
Penasehat Anggota SETAM mengatakan :

“SETAM yang mempunyai jaringan dengan LBH, Ombudsmaktivis
Purwokerto, KPA, RACA, Petani Mandiri dan lain-laiMelalui mereka
kami dididik agar tidak dengan otak kosong saajubag”. (SG, 18 Mei
2012).

4.1.4. Reinvestigasi Kasus Konflik Tanah di Cipari.

Upaya investigasi yang dilakukan RAB pada saat apagsyarakat Cipari
terhenti karena proses pembayaran kompensasi adalakukan pemetaan ulang
terhadap proses penyelesaian konflik agraria seRfis hektar yang akan
dibagikan kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipamni kklengkapan dokumen
yang berkaitan dengan hukum, penjelasan didapalkanDirektur RAB yang
mengatakan bahwa :

“Kita melakukan pemetaan ulang, dimana hal itu rpakan hal yang
teknis, terus kita mengumpulkan surat-surat atawsehal yang berkaitan
dengan hukum, untuk melengkapi data-data yang suh di RAB.

Sekalipun pada dasarnya kalau melalui jalur hukbempir pasti petani
akan kalah, karena manipulasi data dan lain setwg@ganasih sering terjadi
dan dilakukan oleh koorporasi. Tetapi tetap kitangulkan dan kita telaah
untuk mencari dari sisi mana celah hukum dapat teitabus. Hukum itu
sendiri kalo patokannya UUPA, itu sebenarnya samgamihak kepada
kelompok tani yang berkonflik dengan perkebuna8, (¥ Mei 2012)

Melengkapi informasi yang disampaikan oleh DirekRumah Aspirasi
Budiman, Dewan Penasehat Serikat Tani Merdeka mepgi&kan, SETAM dan
organ tani dibawahnya bersama-sama dengan RAB uolelak Reinvestigasi
kasus konflik tanah di Cipari, berikut wawancarangen Dewan Penasehat
SETAM.

“Setelah kami melakukan diskusi dengan RAB disirkanl bahwa perlu
adanya Reinvestigasi kasus konflik tanah di Cipahingga kami bersama

organ tani dan mitra-mitra SETAM yang difasilitaRAB melakukan
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Reinvestigasi kasus konflik tanah di Cipari, salabtunya dengan
mengumpulkan arsip-arsip lama terkait dengan swuwt keputusan
kantor wilayah BPN, dan arsip-arsip yang lain y&agni miliki. Surat-
sutar tersebut kami fotocopy kemudian kami seratkegada RAB. (SG,
18 Mei 2012)

Mendukung apa yang dikatakan Dewan Penasehat an§&dtAM, salah

seorang petani di Cipari mengatakan kepada pebalitiva :

“ya pernah waktu itu, kami diminta menyerahkan pktlkepada pak
Sugeng, katanya untuk melengkapi kembali data ysugah pernah
dikumpulkan”. (RT, 18 Mei 2012)

Hasil dari pengumpulan data untuk melengkapi data-gang pada saat
Deklarasi RAB pernah disampaikan para petani safiayg dianalisis dan
dijadikan dokumen untuk bahan advokasi baik ditaigtaerah maupun pusat,

seperti yang dikatakan Asdir RAB :

“Data-data terkait dengan konflik tanah seluas B&ltar dari HGU milik
PT. RSA yang dituntut oleh 5.141 petani Cipari diulkan dari warga
Cipari untuk melengkapi data yang ada di RAB selmya dianalisa, hasil
analisa tersebut digunakan sebagai data base darmda resmi RAB,
kalau untuk Cipari hasil analisa digabung dalamusioén Desk Agraria
Propinsi Jawa Tengah, dokumen itu juga yang dibdeamaana-mana sama
mas Budiman”. (BH, 4 Juni 2012)

Lebih lanjut Dewan Penasehat SETAM menyampaikarwhaBETAM
juga mengambil foto dan data-data pengelola lahamlagah tanah yang
diperebutkan antara masyarakat dan pihak PT. RSArikie petikan

wawancaranya.

“Selain arsip-arsip fotocopi surat-surat yang megat tentang konflik
lahan di wilayah Cipari kami juga mengambil fotdefaterbaru tentang
kondisi fisik, bahwa lahan yang disengketakan tela¢rupa areal
persawahan” (SG 18 Mei 2012).

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



111

4.1.5. Pressure dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Konflik Tanah di Cipari

Dari data dan informasi yang telah terkumpul di RbmAspirasi
Budiman, melalui Budiman Sujadmiko maka dilakukéanlproses lobi-lobi
politik, yaitu melakukan pertemuan dengan pihak Bk forum resmi atau
mendiskusikan dengan kepala BPN disela-sela peaemtesmi. Untuk
membahas perkembangan kasus Cipari.

“Kami seringkali melakukan pertemuan dengan KepBRN untuk
membahas tentang berbagai kasus sengketa tanahskiyasdiwilayah
Cilacap dan Banyumas, dari pertemuan tersebutujystrak BPN yang
meminta Rumah Aspirasi Budiman untuk membantu nibetgani sengketa
tanah di Cipari yang tidak kunjung menemukan tiéknu antara PT. RSA
dan masyarakat.” (BS Anggota DPR RI Komisi I, 1@iJ2012).

Dalam melakukarpressureatau tekanan kepada pemerintah, RAB tidak
lagi menggunakan cara-cara memobilisasi massa ratlakukan demontrasi,
akan tetapi tekanan yang digunakan lebih menggunataitas pengawasan dan
legeslatif Budiman Sujatmiko sebagai anggota DPRhRIl tersebut disampaikan
Direktur RAB sebagai berikut :

“Lobi yang dijalankan Budiman Sujatmiko sebagai gotg DPR RI

merupakan pressure yang lebih efektif daripada Isabi massa atau
demontrasi gerakan tani, Bung Budiman dengan awthtuk melakukan
pengawasan BPN akan selalu menayakan bagaimanajutata kasus

yang sedang ditangani RAB, dan untuk RAB sendirngkat kabupaten
dan propinsi tetap melakukan lobi dan tekanan denga&nggunakan
berkas-berkas yang dimiliki dari petani Cipari,ugerdengan kampanye-
kampanye melalui pemberitaan dikoran, spanduk damlain”. (JS, 17

Mei 2012)

Bagi Kepala Wilayah BPN Jateng, Budiman merupak@&rarBPN Pusat
dan daerah dalam menjalankan Program Pembaruarmri#&dtasional (PPAN).

Dia mengatakan :

"Bapak Budiman sering melakukan pembicaraan dengami untuk

membicarakan soal reforma agraria. Kami sering Huskrsama untuk
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mencoba menyelesaikan kasus-kasus tanah, khusdsdgteng. Selain
itu, kami juga sering bertemu dengan stafnya Bapakiman untuk
secara teknis membicarakan penyelesaian kasusttisppayelesaian
yang di Batang dan Cipari”. (DI, 6 April 2012).

Namum demikian selama proses penuntutan hak ata$ tdi Cipari,
SETAM sebagai organisasi panyung Organisasi TakaL@OTL) di Cipari dan
mitra kerja RAB seringkali bergabung dengan orgasiisani lainnya melakukan
tekanan terhadap pemerintah untuk secepatnya nesaylehn kasus tanah baik
yang ada di Kabupaten Cilacap maupun di luar kaleap&ilacap. Dewan
Penasehat SETAM mengatakan :

“masalah konflik tanah di Cilacap sebenarnya bufkanya Cipari saja,
untuk wilayah Jawa Tengah lebih dari 10 kasus, S#Teberapa kali
bergambung dengan teman-teman dari organisadiidaerah lain untuk
melakukan demo atau pendudukan lahan, beberapgugalimelakukan
audensi dengan pemerintah daerah maupun DPR meénsesgegera

mungkin diselesaikan kasus tanah yang ada. (S®1e€12012)

4.1.6. Penyelesaian Konflik Kasus Tanah di Cipari

Dari wawancara dengan Drektur Rumah Aspirasi Budim&ampaikan
bahwa, tanpa sepengetahuan masyarakat, para kegsdatiba-tiba membuat
kesepakatan dengan PT. RSA untuk adanya kompeNgakiu itu masyarakat

menolak dengan tegas. Menurut masyarakat :

“Wong namanya tanah-tanah kami kok disuruh mbayakoknya pada
waktu itu masyarakat Cipari harus membayar uang8rR@.ribu. Biaya itu

untuk biaya kompensasi tanah, administrasi, dara damadaya petani.
Kalo tidak salah Rp. 750 ribu untuk biaya kompensasah Rp1.500

permeter persegi kepada PT Rumpun Sari Antan (R$As kepala desa
tidak paham meski bagi mereka mungkin kecil tapiguseribu lima ratus
bagi kami sangat berharga, (SG, 18 Mei 2012)

Memperjelas apa yang disampaikan SG terkait bes&mmpensasi,

Asisten Direktur RAB menjelaskan bahwa kompensasilkesepakatan tahun
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2004 antara para kepala desa dengan PT. RSA uah#a IHGU seluas 291
hektar yang akan diberikan kepada 5.141 petanedaihatan Cipari dengan nilai
Rp. 1.500,- permeter atau Rp. 750.000,- untuk 509ang akan diterima oleh

masing-masing petani. la mengatakan :

“kompensasi tanah yang harus dibayar petani kepad&SA sebesar 750
ribu rupiah untuk 500 meter tanah yang akan dit@rpetani, jadi pada
saat itu dihargai 1.500 rupiah permeter, jika yditgyarkan 850 ribu dan
yang 100 ribu adalah biaya admininstrasi dan des@aya masyarakat itu

mungkin kesepakatan petani Cipari sendiri” (BHu# 2012).

Kondisi yang terjadi paska kesepakatan para kedata dengan PT.
Rumpun Sari Antan sejak tahun 2004 merupakan sigaasy dilematis untuk

upaya advokasi. Dalam wawancara, Direktur RAB mempaikan :

“keadaan ini memang membuat situasi dilematis hggiya advokasi.
Keinginan dari PT. RSA untuk mendapatkan kompensasietulnya

sangat sulit diterima apalagi hal ini merupakangpam pemerintah.
Tetapi di sisi lain, jika permintaan kompensasiakidditerima maka
masalah tanah ini akan berlarut-larut. Sudah sekemahun 2004
sebetulnya kasus ini bisa selesai tapi karenadietfeadlock” karena

RSA meminta kompensasi sedangkan SETAM menolakmgiatersebut

membuat kasus tanah ini-pun terlunta-lunta. Melitaitu, RAB akhirnya

memilih  untuk membicarakan dengan SETAM agar madydr

menerimanya dengan alasan agar rakyat sesekalsakara kemenangan.
Dan meski pun dengan berat hati tetapi kemenanganmemang

berdampak luas. Semangat maasyarkat petani semadmnbara paska
redistribusi. (JS, 17 Mei 2012)

Sedangkan Kepala Desa Karangreja, mengungkapkamabkeberadaan
kepala desa untuk menerima adanya kompensasi kangima agar kasus ini

segera selesai. Hal tersebut seperti yang diutardéam wawancara :

"Kami ingin agar kasus ini segera selesai kareulaht kami mengambil

inisiatif untuk berembug dengan PT. RSA. Dan kammesaeka minta mau
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menerima tanah itu di bagi ke masyarakat dengamatskampensasi maka
kami pun mengiyakan”. (STM, 18 Mei 2012)

Bagi BPN upaya penyelesaian dengan model kompemsagipakan
bagian dari mekanisme penyelesaian kasus agraiatuhdikatakan oleh Kasi
Sengketa Konflik & Perkara, BPN Cilacap, yang méakyn :

“salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikasukani adalah

dengan cara adanya kompensasi. Kami memediashihaébagai bagian
dari upaya win win solution. Yang penting kasushbiga segera selesai.
(SJ, 19 Mei 2012)

Mantan Direktur PT. RSA |, Cilacap mengungkapkiaahwa RSA
meminta kompensasi dengan alasan mereka dulumjartedndapatkan HGU atas

tanah tersebut, AG mengatakan :

"Wajar bagi kami untuk meminta kompensasi sebaburtd kami
memperoleh HGU dan sekarang luasan tanah HGU kerkutang karena
adanya pembagian lahan ini”. (AG, 6 April 2012).

Dari sekian kasus yang ada di Cilacap, baru kadpariCyang dapat
diselesaikan oleh RAB, yaitu dengan dibaginya ladelnas 291 hektar Eks-HGU
PT RSA kepada 5.141 kepala keluarga di lima deséedamatan Cipari, Pendiri

dan Deklarator RAB mengatakan :

“Dari sekian kasus yang ada di Banyumas dan Cilagapg sudah
berhasil ditangani Rumah Aspirasi Budiman (RAB)ubarkasus, yakni
kasus sengketa tanah di Kecamatan Cipari, Cilatapah seluas 291
hektar berhasil dikuasai lagi oleh sedikitnya 5.K. petani yang ada,
keberhasilan reforma agraria bukan semata-matalmgmémerintah, tapi
tergantung dari kerja sama segitiga antara BadatarRdan Nasional
(BPN), masyarakat dan DPR”. (BS, 19 Juni 2012).

Khususnya untuk sengketa agraria di Kecamatan Cipelyih mudah
diselesaikan karena kebetulan yang bersengketaatadalasyarkat dengan
perusahaan swasta, hal ini sebagaimana penjelasatiriPdan Deklarator RAB

kepada peneliti bahwa :
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"Bagi saya, persoalan ini persoalan kebijakan, kgdaerhasil, kadang
gagal. Contoh kasus tanah yang di Cipari berh&simudian kasus di
Darmakradenan, Banyumas, belum berhasil. Yang yaitita asumsikan
saja belum berhasil, karena banyak konflik lahataranpetani dengan
Perum Perhutani dan PTPN yang sulit dicari jaldndeya. Lain halnya
jika konflik lahan dengan perusahaan swasta, lemildah karena sudah
ada peraturan pemerintah yang mengaturnya, Rdudisirilahan di
Kecamatan Cipari merupakan salah satu contoh redsiima agraria dari
konflik lahan antara petani dan perkebunan swastRumpun Sari Antan
(RSA). Hal itu bisa direalisasikan sejak pemerintatengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, yangeaatdan mengatur
areal perkebunan yang ditelantarkan oleh perusapedtebunan swasta
harus dikembalikan kepada Negara,” (BS Anggota BR®Komisi Il 19
Juni 2012).

4.2. Stakeholder dalam program Advokasi konflik agraria di Kecamatan
Cipari.

Dalam menjalankan program advokasinya Rumah AgspiBagliman
(RAB) memandang bahwa diperlukan kemitraan dengaakgpihak yang terkait
dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah setakulator selain itu
masyarakat setempat sebagai pihak yang diadvok&ehingga membangun
kemitraan dengan Para Pihaltakeholder merupakan cara paling efektif untuk

menjalankan program-program advokasi yang dilakukaBn.
4.2.1. Pemetaan Stakeholder

Berdasarkan pengalaman, kerja advokasi merupakarna kgang
melelahkan, selain butuh energi yang cukup jugangedihadapkan dengan
berbagai hambatan yang tentunya menuntut kesalstnategi yang jitu. Untuk
itu tentunya proses advokasi tidak akan berhasipaakerjasama para pihak
(stakeholdey, sehingga membangun jaringan dan kerjasama mergatl
keniscayaan. Diiperlukan pemahaman untuk mengenal memetakan baik
potensi, tantangan, peran dan berbagai hal tedemgan kepentingan masing
masing pihak. Untuk itu penelitian ini akan melilp@ran masing-masing pihak
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(stakeholder) yang berperan dalam program advokasy dilakukan oleh RAB
di wilayah Cipari.

Dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di Cgegoéerti disampaikan
pada penjelasan sebelumnya, kasus yang sudah égjadi tlan boleh dikata tak
kunjung terselesaikan ini, bisa sukses denganstetulisikan tanah dari tanah
bekas HGU. PT. RSA seluas 291 hektar untuk 5.1#dnp€ipari, usaha tersebut
tentunya tidak lepas dari peran para pihak danarniitra Rumah Aspirasi

Budiman (RAB). Menurut penuturan Asisten DirektukiR:

“ Terdistribusikannya tanah sengketa seluas 291ahelntuk 5.141 KK
petani di Kecamatan Cipari tentunya tidak lepas @antuan banyak
pihak, SETAM sebagai organisasi payung bagi Organiani Lokal

(OTL) di Kabupaten Cilacap sebenarnya menjadi pyekg paling besar
konstribusinya, dengan elemen jaringan yang dimgéperti Lembaga
LBH, KPA, RACA, Ombudsman, aktivis Purwokerto, Ret®andiri dan

lainnya, SETAM telah melakukan pengorganisiran goempulan data dan
melakukan lobi kepada PT. RSA, sedangkan masukéya pada kondisi

semua telah dilakukan SETAM dan elemen jaringanmanya saja
dengan beberapa kerja RAB dan dorongan politik Bamg Budiman,

kasus konflik di Cipari dapat segera diselesaik@dH, 4 Juli 2012).

Para pihak gtakeholder) atau pemangku kepentingan baik yang sejalan
maupun bertentangan dalam konflik sumber daya iagkdrususnya lahan di

Kecamatan Cipari berdasarkan hasil wawancara denggponden antara lain
adalah:

» Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan Elemen Jaringannyeembaga
bantuan Hukum (LBH) Yogya, Konsorsium Pembaharugrafia (KPA),
RACA institute, Pergerakan Mahasiswa Islam IndanegPMIl),

Ombudsman, aktivis Purwokerto, dan Petani Mandiri.

Budiman Sudjatmiko dan RAB

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

PT. RSA

Kepala Desa

YV V V V

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



117

Masing-masingstakeholdertersebut mempunyai peran dan kepentingan
yang berbeda. Berikut profil masing-masisgakeholderyang didapat dari

wawancara dengan beberapa narasumber

A. Serikat Tani Merdeka (SETAMJan Elemen Jaringannya : Lembaga bantuan
Hukum (LBH) Yogya, Konsorsium Pembaharuan AgramdA), RACA
institute, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesiall@mbudsman, aktivis

Purwokerto, dan Petani Mandiri

Serikat Tani Merdeka merupakan sebuah konsorsiam afganisasi-
organisasi tani yang ada di Kabupaten Cilacap. i@sgai tani ini memegang
peran penting dalam perjuangan mendapatkan hakamssy atas tanah. Lahir
dari keprihatinan masyarakat terutama tokoh-tokohidan melihat realitas
masyarakat Cipari yang tidak memiliki hak dan aksmfiadap sumber daya
lahan/tanah yang ada disekitar mereka padahal gaisnya adalah hak milik
mereka yang karena kebijakan pemerintah justrulaé&eoleh swata. Maka
SETAM yang lahir dari kepedulian terhadap kasudikaanah di wilayah Cipari
tersebut, kemudian terus melakukan gerakan-gerakimokasi dan menjaring
berbagai mitra untuk memperjuangkan cita-cita dagrjupngan meraka.

Koordinator Lapangan SETAM Cilacap menyampaikanazah

"Rasanya tak mungkin memperjuangkan masalah tanaecara sendiri-
sendiri. Dari awal kami sadari itu. Karenanya psdat kami akan kembali
memperjuangkan tanah tersebut kami membentuk @a@siniyang

namanya Singatani” (ST, 18 Mei 2012).

Hal senada diungkapkan oleh Dewan Penasehat SHighwa.

"Organisasi sangat penting bagi perjuangan petaeialui organisasi ini
(SETAM) kami bisa saling bertukar pendapat, pengala dan
membangun semangat kebersamaan” (SG, 18 Mei 2012).

Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan berawal loietberapa organisasi
tani tingkat desa yang kemudian di sebut OTL (Oiggsa Tani Lokal),
memandang perlu untuk memperluas organisasi ag@mapgan tanah dapat
banyak teman. Salah Lembaga Bantuan Hukum dari aJotglah

merekomendasikan dan memperkenalkan dengan pengtgasisasi tani dari
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kabupaten lain baik di Jawa Tengah maupun dengamkgek-kelompok tani di
luar provinsi Jawa Tengah. Sehingga berawal dartepmian dan perkenalan
tersebut kemudian di Kedungombo dibentuklah Sefilai Merdeka.

SETAM kemudian yang bergerak untuk memperjuangaalt di Cipari.
Dalam pandangan Petani Anggota SETAM Cilacap, lestsan SETAM sangat

membantu dalam membangun kesadaran petani terafragds tanah.

SETAM sering membuat kegiatan pelatihan-pelatimaisalnya tentang
landreform pengelolaan organisasi, cara mengorganisir makgar
bahkan juga ada pelatihan pertanian organik. Bigs&egiatan pelatihan
ini difasilitasi oleh teman-teman aktivis,” (DJ, Mg&i 2012).

Selain itu, peran SETAM seperti disampaikan ol@oiddinator Lapangan

SETAM Cilacap disampaikan bahwa.

“SETAM juga sangat penting dalam hal membangun dioasi dengan
pemerintahan dan koordinasi dengan elemen masyasgid Dengan

jaringan SETAM yang luas, mungkin karena selamalidampingi LBH

Jogja, maka petani dari Cilacap pun merasa diukRmgSETAM punya
jaringan mulai dari LSM, LBH, para aktivis di Purkeyto, Ombudsman
sampai anggota DPR. Mereka turut memperjuangkanyapg menjadi
keinginan SETAM. (ST, 19 Mei 2012).

Elemen Jaringan SETAM mempunyai peran yang sigeuifi bagi
advokasi penyelesaian konflik agraria di Cipari. gBamasyarakat cipari
keberadaan lembaga sosial masyarakat sangat mangerakan masyarakat tani
di Cipari hal tersebut muncul dari pendapat Ketid AV, menurutnya.

"Keberadaan LSM sangat penting bagi kami dulu yamgngenalkan
dengan para petani lainnya adalah teman-teman LBHjaJ Dari
pertemuan itu kamudian terbentuk SETAM”. (SW, 18 RI&12)

Keberadaan SETAM dalam penyelesaikan konflik da€zip juga diakui

oleh Kepala Desa Karangreja.
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"Setahu saya, bagian dari masyarakat yang kritisyd orang-orang
SETAM. Merekalah yang mengajak petani ke sana keagar tanah itu
jadi milik warga” (STM, 18 Mei 2012).

Pengakuan terhadap keberadaan SETAM juga dibendtiai Sengketa
Konflik & Perkara, BPN Cilacap saat diwawancaraigléi :

"Saya sering bertemu dengan Pak Sugeng dan temamte$SETAM
untuk membicarakan penyelesaian kasus di Cipadi"§&\pril 2012).

Sedangan menurut Assisten Direktur RAB mengatakan

“Sesungguhnya SETAMIah, pihak yang paling besarbsmngsihnya bagi
penyelesaian konfik di Cipari. Meskipun sayangrikeheradaan mereka
diakhir-akhir justru diambil alih oleh para kepalesa. Tetapi saya yakin,
nama SETAM tetap terpatri dalam sanubari para petéBH, 5 April
2012).

Selanjutnya Dewan Penasehat Anggota SETAM menakbah

"LSM memberi kami informasi dan pengetahuan yanghbleungan
dengan perjuangan petani. Selain itu mereka jugaglméungkan kami
dengan jaringan baik di propinsi maupun pusat. Kidanya itu, dengan
adanya LSM, para petani merasa ada orang yang nméunkiga sehingga
kita terlalu takut” (SG, 8 April 2012).

Kepala Desa Karangreja menyampaikan bahwa kelksrddaM termasuk
didalamnya memberikan semangat kepada warga aganib@emperjuangkan

apa yang menjadi hak mereka.

"Para petani lebih berani karena mereka merasa dagangan dari orang
luar. Saya menduga para petani berani bicara kanemaka sudah diajari
sama LSM. Kadangkala saat ke Jakarta, petani jegagsdidampingi
sama LSM”(STM, 8 April 2012).

Peran-peran elemen jaringan SETAM dalam programokar yang
dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman sangat memb&grja-kerja Rumah
Aspirasi Budiman (RAB). Dengan keberadaan Elemarsydiakat Sipil seperti
telah dikemukankan diatas, bahwa peran-peran pquidgan, jaringan dan
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pemberdayaan menjadikan proses advokasi yang &dakalen Rumah Aspirasi

Budiman dan mitra-mitranya menjadi saling melengkap

“RAB secara kelembagaan melakukan advokasi pokidnflik tanah
masyarakat Cipari pada situasi dimana telah dilakykoses pengumpulan
data, pengorganisasian petani dan pengemasandah selesai dilakukan
oleh organ tani dan elemen-elemen masyarakat lain®ampai pada
munculnya proses penawaran kompensasi dari BPNPdarRSA untuk
tanah yang akan dibagikan, dimana pada waktu RABuknanelakukan
advokasi, masyarakat Cipari menolak untuk menetanaran kompensasi
sehingga proses penyelesaian kasus konflik di Cipandeg”. (BH Asdir
RAB, 17 Mei 2012)

B. Budiman Sudjatmiko dan RAB

Budiman Sujadmiko adalah anggota dewan yang iferdéri Dapil 8
untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas. $gjairpermasalahan konfik
tanah di Cilacap dan Banyumas pada khusunya kdnfiklayah Cipari memang
menjadi agenda perjuangan Budiman di parlemen idsdtesempatan baik
dirapat-rapat resmi maupun ketika dia diwawancaregedn media terkait dengan
agenda perjuangan dia. Budiman tidak lupa memydmpatentang agenda
memperjuangkan keinginan masyarakat Cipari untuknpggoleh kembali tanah
mereka. Sehingga program pertama yang dilakukdnBlgliman adalah dengan
membuat Rumah Aspirasi yang diberi nama Rumah AspiBudiman. Maka
hampir setiap kegiatan reses anggota DPR RI, Budmaluangkan waktu untuk
berkunjung ke basis di RAB. Seperti disampaikambelvaktu wawancara dalam
penelitian ini.

“Saya minimal 3 bulan sekali ke basis (RAB). Biasasaya lakukan pada

masa reses,” (BS Anggota DPR RI Komisi Il 19 JWi2).

Menurut Dewan Penasehat SETAM, menyampaikan bahwdintn
menjadi inspirasi banyak pihak dalam memperjuangkakthak rakyat melalui

landreform.
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"Meskipun saya lebih berumur, jujur saya katakahvila Mas Budiman

adalah salah satu orang yang menginspirasi kedé&ahb saya dalam
menyelesaikan konflik di Cipari. Dari Mas Budimanlg saya merasa
bahwa berjuang itu harus tahu banyak informasi glamgetahuan. Pada
waktu Mas Budiman datang ke Cipari, ia bilang tegt&ndang-undang
Pokok Agraria (UUPA) yang bisa bantu petani untdpat tanahnya
kembali. Dari situ pula saya tahu, kalau UUPA tiddilalankan oleh

pemerintah”, (SG, 8 April 2012).

Bukan hanya di Senayan Budiman memperjuangkarrgrogdvokasi di
Cipari, karena itu budiman sering melakukan komasildan koordinasi dengan
Badan Pertanahan Nasional(BPN). Hal tersebut tkepdari wawancara dengan
Kepala Wilayah BPN Jateng disampaikan bahwa Budimarupakan mitra BPN
Pusat dan daerah dalam menjalankan Program Pemb#wia@ria Nasional
(PPAN).

"Bapak Budiman sering melakukan pembicaraan denigami untuk

membicarakan soal reforma agraria. Kami sering Kugersama untuk
mencoba menyelesaikan kasus-kasus tanah, khusdsrgeng. Selain
itu, kami juga sering bertemu dengan stafnya Baaakman untuk secara
teknis membicarakan penyelesaian kasus, sepertiefgmaian yang di
Batang dan Cipari”, (DI, 5 April 2012).

Pimpinan gerakan tani Serikat Petani Pasundan)(Sélligus anggota
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengutarakanwbaBudiman bersama

Rumah Aspirasi Budiman menjadi kawan seperjuangaa petani.

"Mereka rajin mengadakan pertemuan-pertemuan petang dihadiri
oleh Budiman. Keberadaannya mampu memberikan sehadgn

pemahaman politik kepada para petani”, (AGT, 10 2040).

Sedangkan BS mengutarakan bahwa peran Budimarhaskdara politik
melakukan lobi-lobi dengan BPN karena anggota pstemerupakan mitra dari

BPN, khususnya Komisi 2.
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"Dalam penyelesaian kasus Cipari, kami meminta adaPN
membebaskan biaya pembuatan sertifikat karena sadahkompensasi
dari petani ke RSA,” ujarnya (BS, 19 Juni 2012).

C. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembagaeri#d¢ah Non
Departemen yang berada di bawah dan bertanggurapj&epada Presiden dan
dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No.TaBun 2006) Badan
Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakgas tpemerintahan di
bidang pertanahan secara nasional, regional datorabekKarana itu BPN
merupakan salah satu pemangku kepentingan utanaandaényelesain kasus
konflik tanah di wilayah Cipari. BPN juga yang meritkan HGU untuk PT.
RSA, yang menurut petani tanah yang diberikan urtikielola pihak swasta

dalam hal ini PT. RSA adalah tanah masyarakat.

BPN atas perintah Presiden meminta agar menjalanRamgram
Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program ini ipakan amanat dari TAP
MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan gelags sumber daya alam.
Dalam pandangan Asisten Direktur Rumah Aspirashek@daan TAP MPR
IX/2001 dan PPAN merupakan peluang untuk menyetasakonflik agraria.
Meski pun masih banyak kekurangan dan juga kekhamaddanydand market
tetapi PPAN bisa menjadi alat untuk mengkampanyekdéorma agraria yang
dulunya selalu distigmakan sebagai gerakannya Pgdr anenjadi agenda
masyarakat secara umum. Dalam hal perjuangan pd&@AN dapat menjadi
daya tawar petani untuk meminta kepada pemerirgahraenjalankannya.

Dalam penanganan kasus konfik tanah di Cipari BPBnjebatani
keinginan petani dan PT. RSA yang merebutkan sebagilayah konsesinya.
Upaya penyelesaian tersebut kemudian muncul jaagah dimana PT. RSA
meminta kompensasi kepada masyarakat Cipari yamin imemiliki dan
mengelola lahan bekas HGU PT.RSA. bagi BPN dengademkompensasi
merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian leagasia, hal itu dikatakan

oleh Kasi Sengketa Konflik & Perkara, BPN Cilacaggnurutnya

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



123

“Salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikasukani adalah
dengan cara adanya kompensasi. Kami memediashiheélbbagai bagian
dari upayawin win solution.Yang penting kasus ini bisa segera selesai”
(SJ, 6 April 2012).

Sesuai dengan Misi BPN yaitu perwujudan tatanandkgian bersama
yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketaflikk dan perkara
pertanahan di seluruh tanah air dan penataan pexarigkum dan sistem
pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkagkséa, konflik dan perkara
di kemudian hari. Assisten Direktur RAB menyampaika

“Dalam konteks ini saya melihat BPN, khususnyaaivah kepemimpinan
Joyo Winoto relatif akomodatif terhadap gerakarapetMeskipun dalam

hal penyelesaian kasus masih sangat lambat. Bagargg§a, dalam satu
tahun paling-paling ada satu sampai tiga kasus yegjesaikan. Padahal
kita tahu bahwa kasus konflik agraria yang telameooli tak kurang dari

2500an kasus”, (BH, 17 Mei 2012)

Hal senada diutarakan Dewan Penasehat SETAM, ym@RN sekarang
memang lebih mau berbagi dengan masyarakat,

"Beberapa kali saya bertemu dengan Pak Joyo danDedkly, mereka
mau mendengarkan kasus kami dan mempunyai komiuméuk turut
menyelesaikan. Meski pun memang rasa-rasanya kak kagrang cepat
padahal kasusnya banyak sekali” (SG, 18 Mei 2012).

D. PT. Rumpun Sari Antan (RSA)

PT. Rumpun Sari Antan merupakan perusahaan yamglapatkan ijin
HGU di bekas tanah yang dulu pernah disewa olelgysaha dari belanda
bernama Tuan Maryer/Jan Albertus Van Der Roeft gastang lebih tahun890
dengan masa sewa 75 tahun dan akan berakhir 1863. 1967 tanah diwilayah
Cipari beralih kepada PT Rumpun. Mendagri tan@gblovember 1971 dengan
No SK 16/HGU/DA/1971 atas tanah seluas 230,10 hidetéd di Desa

darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Bangumamberi hak (HGU)
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kepada PT Rumpun, selama 20 tahun dan berakhiryhagada tanggal 31
Desember 1991 dimana wilayah tersebut merupakayatl Cipari.

Pada tahun 1980 PT Rumpun menjadi PT Rumpun Angaaldmat di
jalan sendawa No 4 Semarang. Lalu pada 1990 diaksa kerja sama PT
Rumpun Antan dengan PT Astra Agro Niaga menjadiRRimpun Sari Antan
yang beralamat di JI Imam Bonjol 196 Semarang di& Barman Kav. No 107

Jakarta hingga sekarang.

Konflik tanah antara PT. RSA dengan masyrakat Cgatah berlangsung
cukup lama bahkan sebelum lahan ini di kelola ¢&¥@h RSA. Karena memang
status tanah di wilayah Cipari ini sudah diperebotksemenjak pasca
kemerdekaan. Dimana seharusnya tanah ini setefimmdsia merdeka pada tahun
1945 maka selayaknya tanah ini dikembalikan kepatwsyarakat. Meski
demikian karena PT. RSA merasa mempunyai HGU maiktakumelepaskan
tanah diwilayah HGU, PT.RSA meminta ganti rugi daasyarakat yang ingin

mendapatkan hak terhadap kepemilikan lahan tersebut

Dalam pandangan mantan Direktur PT. RSA, bahwa R&&minta
kompensasi dengan alasan PT. RSA dulunya telah apatican HGU atas tanah
tersebut, dengan dilepaskanya sebagian wilayah RGURSA maka keinginan
PT. RSA untuk ada kompensasi atau ganti rugi patéyah yang ingin dikelola
oleh masyarakat Cipari. Berikut wawancara dengamtamedirektur PT. RSA.

"Wajar bagi kami (PT. RSA) untuk meminta kompenssshab dulunya
kami memperoleh HGU dan sekarang luasan tanah H&hl kerkurang
karena adanya pembagian lahan ini”. (AG, 6 April20

Bagi Koordinator Lapangan SETAM Cilacap tentu s&8&A bagai
lembaga yang telah membuat hidup warga Cipari rdesjgsah, masyarakat yang
dulunya membuka lahan di sini, Tapi lahan terselmnbil oleh orang lain yang
tidak merasakan betapa susahnya membuka lahani.diebih jauh Koordinator

Lapangan SETAM Cilacap menyampaikan.

“Apakah mereka tidak menyadari hal itu? Saya biggharus ngomong
apalagi. Pokoknya bagi saya, RSA musuh kami. Béagnketika mereka
meminta kompensasi, kami sampai tak habis pikiT’, (88 Mei 2012).
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Pengutaraan koordinator lapangan SETAM terselaumidi oleh Direktur
Rumah Aspirasi Budiman.

"Bagi RAB keberadaan tanah tersebut sudah santgd jeenjadi aset
masyarakat dan hanya karena mereka dianggap PKa taakh tersebut
lepas dari tangan petani dan kemudian diambil gétak lain seperti
RSA. Kejadian semacam ini banyak terjadi. Bahkargy@rdekat pun ada
yakni di Darmakradenan yang juga mempunyai kondiéngan RSA di
sana’, (JS, 17 Mei 2012)

Ungkapan ini tentu saja tidak disepakati oleh REA. Baginya, RSA
telah sah menggarap lahan itu karena sudah mekdapdGU. Mantan Direktur

PT. RSA menyampaikan:

“Secara hitam di atas putih kami berhak atas garégraah tersebut. Peran
kami hanya menjalankan sesuai dengan aturan yaay (A&, 6 April
2012).

Dapat disimpulkan bahwa PT. RSA merasa telah akatifoterhadap
keinginan masyarakat dengan menewarkan kompenepad& masyarakat yang
akan mengelola dan memiliki tahan bekas HGU. PT R3#tuk itu PT. RSA
menghendaki adanya kompensasi dari masyarakat uRiuk RSA menurut
mereka (pihak RSA) merupakan sesuatu yang wajankarya kemudian proses
mediasi dijalankan dengan adanya tawaran dari pdtan RSA. Dari keduanya

kemudian dicari jalan tengahnya.

E. Kepala Desa

Sesunguhnya para kepala desa se-Kecamatan Ciras berusaha
menfasilitasi kebutuhan dan desakan dari masyataitak memperoleh hak akan
tanah di wilayah Cipari. Karena itu para kepalaades-Kecamatan Cipari sering
kali melakukan lobi-lobi baik dengan BPN maupumgkn pihak PT. RSA
tentunya lobi-lobi tersebut bukan tanpa hasil, uktbbahwa sudah ada tawaran
dari pihak PT. RSA untuk pelepasan tanah dari bekad PT. RSA yang sudah
dikelola masyarakat Cipari khususnya di 5 desaatigfhatan Cipari.
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Kepala Desa Karangreja menyampaikan keadaan iniamgrmembuat
situasi dilematis bagi upaya advokasi. Keinginanri dBT. RSA untuk
mendapatkan kompensasi sebetulnya sangat sulitintiteapalagi hal ini
merupakan program pemerintah. Tetapi di sisi |pka permintaan kompensasi
tidak diterima maka masalah tanah ini akan bedanut. Sudah semenjak tahun
2004 sebetulnya kasus ini bisa selesai tapi tef@eidlocK karena PT. RSA
meminta kompensasi sedangkan sebagaian besar rkatsayanolaknya, hal
tersebut membuat kasus tanah ini-pun tak kunjursglesaikan. Para kepala desa
diwilayah Cipari menerima adanya kompensasi tetsklrena ingin agar kasus
ini segera selesai. Hal tersebut seperti yang dikéan Kepala Desa Karangreja

dalam wawancara.

"Kami ingin agar kasus ini segera selesai karenlaht kami mengambil
inisiatif untuk berembug dengan PT.RSA. Dan kanemseka minta mau
menerima tanah itu di bagi ke masyarakat dengamatskampensasi maka
kami pun mengiyakan” (STM, 8 April 2012).

Mesti belum bisa sepenuhnya memenuhi harapan na@tadalam
memperjungkan hak masyarakat dalam memperoleh Ighaag telah dikelola
tetapi hasil negoisasi para kepala desa ini menmgupgran penting bagi
suksesnya proses advokasi yang dijalankan. Terlbakil negoisasi para kepala
desa-lah yang justru kemudian dijadikan dasar sebkegsepakatan bersama

dalam redistribusi lahan di Cipari.
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Salah satu tujuan penelitian ini melihat bagaimameses advokasi yang di
jalankan oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB) terhagegmyelesaian konflik
agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, ggosdvokasi tersebut
ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakelkalui penyelesaian
kasus konflik agraria. Selain itu, penelitian inga bertujuan untuk memetakan
peran stakeholder dalam proses advokasi penyelesaian konflik agratia

Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

5.1. Proses Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kecamatan

Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspiras Budiman (RAB)

Menurut Reyes (1997) definisi advokasi adalah a#sategis yang
ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yaregrbanfaat bagi masyarakat
atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakanugikan masyarakat
(Bab 2. h. 41). Advokasi yang dilakukan oleh RABada penyelesaian konflik
agraria di Cipari juga merupakan aksi strategis iBad Sudjatmiko sebagai
anggota Komisi Il DPR RI yang membidangi Agrariadaena Rumah Aspirasi
Budiman untuk mengembalikan hak petani Cipars édaah yang diserobot oleh

pihak perkebunan, guna meningkatkan kesejahteranipgCipari.

Masih menurut Reyes (1997), Advokasi terdiri ategiralah tindakan
yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakada psuatu isu, dan
mengontrol para pengambil kebijakan untuk menadtssnya. Advokasi itu juga
berisi aktifitas-aktifitas legal dan politis yangmht mempengaruhi bentuk dan
praktik penerapan hukum. Inisiatif untuk melakukadvokasi perlu diorganisir,
digagas secara strategis, didukung informasi, kakasn pendekatan, serta
mobilisasi (Bab 2. h. 41).

Sejalan dengan pernyataan Reyes diatas, prosekasil\Rumah Aspirasi

Budiman dalam menyelesaikan kasus konflik agrari@iplari dilakukan melalui
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beberapa tahapan yang terdiri dari : Pertemuan aterBasis Konstituen;
Identifikasi kasus konflik Cipari dan penentuan astgi advokasi;
Pengorganisasian Kembali Organ Tani dan PenggailaBgéutu; Reinvestigasi
Kasus Konflik Tanah di Cipari; Pressure dan LoblitkkoPenyelesaian Kasus
Konflik Tanah di Cipari;Pressuredan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Konflik
Tanah di Cipari; dan Penyelesaian Konflik Kasusaradi Cipari.

5.1.1. Pertemuan dengan Basis Konstituen

Dari hasil temuan lapangan, Tahapan awal yang ukiak RAB (Rumah
Aspirasi Budiman) dalam menjalankan fungsi advokdsisusnya penanganan
korban konflik agraria di Kecamatan Cipari dilaknkdengan menindaklanjuti
kontrak politik antara Budiman Sudjatmiko dengamdtduennya. Salah satunya
komitmen dalam kontrak politik tersebut adalah meruyangkan hak kelola dan
hak milik lahan yang dikelola oleh perkebunan, oalsal ini PT. Rumpun Sari
Antan (RSA).

Pertemuan dengan basis konstituen ini merupakaigpan RAB sebelum
melakukan advokasi konflik agraria di Kecamatana@lipsesuai dengan apa yang
disampaikan Sharma (2002:5) sebelum melakukan adveltas satu isu tertentu,
maka penting untuk mengidentifikasikan aspek-aspahting yang harus
diletakkan sebagai pondasi gerakan (Bab 2. h. 45).

Pemilihan model advokasi pada tahap pertemuanenjadi pondasi yang
penting bagi dasar gerakan advokasi RAB bersananp€ipari. Advokasi yang
tengah dijalani RAB menurut Direktur Rumah AspirBsidiman (RAB), berbeda
dengan advokasi massa pada periode Orde Baru. Mdgekasi yang dilakukan
RAB merupakan model advokasi baru dan mulai diganakleh Lembaga
Swadaya Masyarakat di Indonesia, yaitu dengan nwalkrasikan antara
advokasi dengan memperkuat basis massaigdl movemehtdengan advokasi
parlementarian (Bab 4. h. 97-98). Penentuan modeblkasi tersebut dalam
pandangan Sagala (2011) tergantung dari sasaraokaxly karena sasaran
advokasi harus didekati secara berbeda (Bab 2)h. 5

Dalam kontek advokasi upaya penyelesaian masataisuknya konflik
agraria di Cipari, berdasarkan sasaran advokasi RA€3ih menurut Sagala
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(2011) masuk dalam kategori pendekatan proseskpdén birokrasi. Karena itu,

seluruh tahapan sangat diwarnai oleh proses paldik manajemen hubungan
(relasi) kepentingan-kepentingan, diantara berb&géompok yang terlibat di

dalamnya, mulai dari lobi, mediasi, tawar menavwanr kolaborasi. Proses "politik
dan birokrasi" digunakan untuk mendekati perubahatanan/struktur hukum”

(Bab 2. h. 52). Hal tersebut ditegaskan dalam tenlaj@angan terkait pernyataan
Asisten Direktur RAB yang mengungkapkan bahwa P&adiman Sujatmiko

sebagai anggota komisi II DPR Rl yang membidangné&@tahan Dalam

Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan agmaam hal ini termasuk
membawahi BPN, memiliki otoritas pengawasan daredigi yang dapat
digunakan untuk melakukan pressure dan lobi-lobkaie penyelesaian kasus
tanah (Bab 4. h. 98).

5.1.2. ldentifikas KasusKonflik Cipari dan Penentuan Strategi Advokasi

Konflik agraria Cipari merupakan sengketa tanah Baka Usaha (HGU)
seluas 291 hektar antara 5.141 petani di 5 deg@cdhmatan Cipari Kabupaten
Cilacap dengan PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Taraiglseta adalah tanah
yang di trukah dan digarap sejak tahun 1930an mé¢dni Cipari dan memperoleh
pengakuan pemerintah pada tahun 1954 berdasarkamdsurat No. 8 tahun
1954. Para warga telah mendapatkan kartu kuningadmasempat terjadi jual beli
tanah tersebut antar masyarakat, tetapi di tahu@2 1&rjadi pengusiran
masyarakat oleh pihak perkebunan dibantu oleh aféta Padahal jaman itu,
warga sudah membangun rumah penduduk di tambah gdgakuburannya.
Pengusiran paksa tersebut juga disertai ancamankd@u ada orang yang
menolak, rumahnya akan dibakar. Masyarakat yangusiter kemudian
dikumpulkan di suatu tempat yang disebut sebagaiathaTapungan (Bab 3. h.
92).

Berkaitan dengan konflik di Kecamatan Cipari, Nasre (2002)
menegaskan bahwa konflik pertanahan sudah mungak sebelum zaman
kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat antara lain ddanya konflik pertanahan
akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunantdaah partikelir oleh tuan-

tuan tanah pada zaman kolonial atau adanya kewajgbgyat untuk menyerahkan
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tanahnya kepada tuan-tuan tanagprérisch wetf) (Bab 2. h. 36).

Peristiwa pengusiran masyarakat oleh pihak perkabudibantu oleh
aparat TNI pada tahun 1962 setelah diundangkannydamg-undang No. 5
Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agi@iJPA) menunjukkan
bahwa harapan besar bagi perubahan kondisi selakyat termasuk petani
kearah yang lebih baik setelah kemerdekaan terntydék terjadi di Cipari.
Disampaikan oleh Fauzi (1997; 118) bahwa programi2daruan Agraria yang
dorong melalui No. 5 Tahun 1960 yang demikian pigpulan memberikan
harapan besar kepada petani yang berada dalamakesdlasistensi ini pun tidak
pernah terealisasi, bahkan menjadi sumber konfeékasa horizontal, yang

kemudian justru menyebabkan kondisi petani mengduln buruk.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan rearde lama ke orde
baru. Perubahan rezim, yang kemudian merubah lpalifrarianya di masa Orde
Baru, memunculkan kondisi-kondisi yang relatif sdmagi petani. UUPA sebagai
peraturan pokok yang mengatur tentang Agraria rpasktidak pernah dicabut,
akan tetapi kemudian dikeluarkan berbagai peratlaem yang tidak mengacu
bahkan bertentangan dengan jiwa dan semangat UtlPgendiri (Bab 2. h. 32-
33).

Pada Tanggal 31 Desember 1999, Hak Guna Usaha (i@td) dimiliki
PT RSA habis masa berlakunya. Sebelum berakhirrgsarberlaku HGU yang
dimiliki PT RSA, PT RSA mengajukan perpanjangan H&3luas 1341 Ha. Oleh
panitia B Propinsi Jawa Tengah tertanggal 11 Agu©99, perpanjangan HGU
PT. RSA hanya 985,84 Ha yang disetujui dan sisa@jaas 355,16 Ha ditolak
perpanjangannya dengan alasan karena masih adketerengan masyarakat
(Bab 3. h. 94).

Kepemilikan HGU perusahaan perkembunan PT. Rumpam Antan
(RSA) seluas 1341 Ha di Kecamatan Cipari dari katanNasoetion (2002)
merupakan sumber konflik pertanahan. Nasoetiorfj Lunenyampaikan bahwa
di Indonesia sumber konflik pertanahan yang adarselg ini dapat digolongkan

dalam 5 (lima) hal, antara lain disebabkan oleh:
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Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seinmmgdak merata;
Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan texmpertanian;

Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongaromi lemah;

P W Dbd PR

Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakammhaklat atas tanah
(hak ulayat);

5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak tash dalam
pembebasan tanah. (Bab 2. h. 37).

Penolakan perpanjangan lahan HGU PT. RSA seluad®3%a dengan
alasan karena masih ada sengketa dengan masyarakagobarkan lagi
semangat perjuangan petani Cipari dalam menuntuatas tanah HGU. Sampai
tahun 2004 para kepala desa se-Kecamatan Cipas t@rusaha menfasilitasi
kebutuhan dan desakan dari masyarakat untuk metepehak akan tanah di
wilayah Cipari. Karena itu para kepala desa se-Ketan Cipari sering kal
melakukan lobi-lobi baik dengan BPN maupun dengaakpPT. RSA tentunya
lobi-lobi tersebut bukan tanpa hasil, terbukti batsudah ada tawaran dari pihak
PT. RSA untuk pelepasan tanah seluas 291 hektabelkas HGU PT. RSA yang
sudah dikelola masyarakat Cipari khususnya di & die«ecamatan Cipari (Bab
3. h. 95).

Tawaran dari pihak PT. RSA untuk pelepasan tankbtas®91 hektar dari
bekas HGU PT. RSA yang sudah dikelola masyarakparCi khususnya di 5
desa di Kecamatan Cipari menurut Nasoetion tetadena konflik pemilikan
atau penguasaan tanah yang tidak seimbang banyakli tpada tanah-tanah
perkebunan. Konflik ini banyak memicu terjadinyangedukan tanah-tanah
perkebunan yang HGU-nya belum berakhir oleh maggaraanpa seizin
pemegang hak atas tanah yang bersangkuecupati¢ dan diklaim sebagai
tanah miliknya. Konflik pemilikan dan penguasaanata terjadi sebagai akibat
penguasaan tanah secara berlebihan, terutama atkétast besar. Sedangkan di
daerah pedesaan terus terjadi pemecainagnientasi pemilikan tanah pertanian
dan terjadi alih guna tanah dari tanah pertanianjawe tanah nonpertanian (Bab
2. h. 37-38).
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Berdasarkan sumber konflik pertanahan, kasus Wkonégraria di
Kecamatan Cipari dari penggolongkan secara umundalken 8 (delapan)
kelompok besar dalam pandangan Nasoetion, sengksta di Cipari termasuk
pada kelompok 1 (satu) tentang konflik atas tanatkgbunan yang disebabkan
oleh tanah garapan secara turun menurun yang dizedara paksa (Bab 2. h.
39).

Upaya advokasi dalam penyelesaian konflik agraridetamatan Cipari
sudah banyak dilakukan, menurut Kurniawan, advokigat dilakukan oleh
siapapun, baik itu oleh masyarakat atau pihak kgrara individu maupun
kelompok. Hal terpenting adalah adanya rasa pearnatian komitmen untuk
mendorong perubahan sosial menuju kearah yang kel melalui perubahan
kebijakan (Bab 2. h. 45).

Berdasarkan temuan lapangan, advokasi penyelekardtik agraria di
Cipari telah banyak dilakukan sejak munculnya setggktanah tahun 1962.
Adapun pelaku advokasi penyelesaian konflik agrdrig€ipari disajikan pada

tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.
Pelaku Advokasi Penyelesaian Konflik Agraria di &ip
Tahun Pelaku Adokasi Keterangan
Barisan Tani Indonesigberhenti setelah PKI dibubarkan
1960an (BT)
Kepala Desa Caruy Reksderhenti, keduanya hilang
1971 - 1972 | Soedharmo dan anakny&emungkinan di bunuh
Soemekto
1980 Beberapa petani Berhenti, di cap PKI
mahasiswa UGM yangBerhenti, Budiman ditangkap dan
1993 dimotori oleh  Budiman dipenjara
Sudjatmiko
kepala desa se-Kecamataada tawaran pelepasan tanah
Cipari seluas 291 hektar dari bekas HGU
2004 PT. RSA, namun karena agda
kompensasi ditolak oleh warga
Cipari, akhirnya kasus berhenti
Serikat Tani  Merdekamelakukan negoisasi ke RSA
2005 - 2009 | (SETAM) dan Elementerkait kompensasi lahan seluas
Jaringannya 291 hektar

Sumber : Telah diolah kembali
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Dari proses identifikasi yang dilakukan RAB, terdakondisi bahwa para
petani dan gerakan tani Cipari pada umumnya sudatpin jenuh menghadapi
kasus-kasus yang dihadapi, karena dapat dikataManabkegiatan advokasi yang
telah berlangsung berpuluh-puluh tahun kepada raeiidkk membuahkan hasil
seperti yang diharapkan (Bab 4. h. 104). Upaya isagopara kepala desa se
Kecamatan Cipari dengan PT. RSA juga ditolak m&syaCipari karena adanya
kompensasi untuk lahan HGU seluas 291 hektar y&ag aiberikan kepada
5.141 petani di Kecamatan Cipari dengan nilai Rp0Q,- permeter atau Rp.
750.000,- untuk 500 m yang akan diterima oleh ntaeiasing petani. (Bab 4. h.
103).

Berhentinya proses penyelesaian konflik Cipari Kare adanya
kesepekatan antara para kepala desa se Kecamaian @ngan PT. Rumpun
Sari Antan karena kesepakatan kompensasi yangklitearga Cipari, menurut
pandangan Nasoetion (2002) merupakan kendala lesayen konflik pertanahan
yang disebabkan sulit dicapai kesepakatan karersingienasing pihak bertahan
pada pendiriannya dan cenderung memaksakan kehemalakan kadangkadang

dengan menggunakan kekuatan massa (Bab 2. h. 41).

Dengan kondisi tersebut maka RAB membuka komunidleasagan organ
tani dan konstituen Budiman untuk mengunakan jphlitik, melalui perlemen
untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terkaigatemasalah kepemilikan
tanah (Bab 4. h. 103). Sementara terkait prosegetesaian konflik agraria di
Cipari, RAB menetapkan strategi mendorong petarpafi untuk menerima
tawaran BPN dengan membayar biaya kompensasi kdpad&SA (Bab 4. h.
104). Kaitannya dengan pendekatan advokasi poliietelah terbangun
kesepahaman dengan para pihak khususnya masy#makatan organ gerakan
tani maka disimpulkan bahwa arah dan strategi pragadvokasi yang dilakukan
oleh Rumah Aspirasi Budiman adalah dengan jalalogimmelalui jalur politik
(Bab 4. h. 105).

5.1.3. Pengorganisasian Kembali Organ Tani dan Penggalangan Sekutu

Jejaring berbasis advokasad{yocacy netwolkmerujuk pada kelompok
kesatuan bersama dari individu-individu maupun tkglok-kelompok sosial yang
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bekerja bersama-sama untuk mencapai perubahan dakahbijakan,
regulasi/hukum atau program dalam satu isu tert€fite POLICY Project, Bab
2.h. 61). Dalam istilah yang ditemukan dilapanga@jaring berbasis advokasi
(advocacy netwopkdiistilahkan dengan pengorganisasi kembali orzam dan

penggalangan sekutu.

Dalam advokasi penyelesaian konflik agraria di @jpRumah Aspirasi
Budiman tidak berjalan sendiri, namun harus bergglelemen-elemen gerakan
yang lain, sebelum RAB masuk dalam advokasi, sumtatyak elemen-elemen
lain yang turut mendukung perjuangan masyarakatrCipeperti Serikat Tani
Merdeka (SETAM), LBH Yogya, KPA, RACA dan lain-laimah saat RAB
masuk dengan advokasi jalur politik elemen-elenman juga tetap bergabung
(Bab 4. h. 108).

Konsolidasi dan koordinasi antar elemen pendukerigit isu-isu agraria
dan strategi perjuangan organisasi tani biasanyaatakan dalam forum-forum
kelembagaan baik melalui Focus Group DiscussionD)F@aupun seminar.
Selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 20hiung RAB telah 3 kali
melakukan konsolidasi dengan elemen lain melalgidtan seminar dan FGD
(Bab 4. h. 108).

Menurut Sagala (2011) meyampaikan bahwa menurupmgduk akhir
dari sebuah program advokasi adalah perubahan.n§eata perubahan itu
merupakan hasil dari interaksi antara semua pelbkik pembuat kebijakan,

pelaksananya, maupun masyarakat (Bab 2. h. 55)

5.1.4. Reinvestigas KasusKonflik Tanah di Cipari

Kurniawan , mendiskripsikan unsur penggunaan datapegnelitian dalam
advoksi sangat penting untuk membuat keputusantdsan yang tepat dalam
beberapa hal. Misalnya ketika akan memilih masalzd yang hendak ditangani,
mengidentifikasikan solusi apa saja yang mungkipakii untuk mengatasi
masalah tersebut, serta ketika kita hendak melataldjuan-tujuan yang realistis.
Dalam banyak hal bisa juga menggunakan data seldagar yang sangat kuat
ketika mengargumentasikan sebuah persoalan atanprumuskan solusi kepada
mereka yang memiliki otoritas. (Bab 2. h. 46).
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Upaya investigasi yang dilakukan RAB pada saatyaipmasyarakat
Cipari terhenti karena proses pembayaran kompenadsiah melakukan
pemetaan ulang terhadap proses penyelesaian kagjttkria seluas 291 hektar
yang akan dibagikan kepada 5.141 petani di Kecam@ipari dan kelengkapan
dokumen yang berkaitan dengan hukum (Bab 4. h..109)

Hasil dari pengumpulan data untuk melengkapi data-derkait dengan
konflik tanah seluas 291 hektar dari HGU milik RRISA yang dituntut oleh 5.141
petani Cipari dikumpulkan dari warga Cipari untuklengkapi data yang ada di
RAB selanjutnya dianalisa, hasil analisa terselgurthkan sebagaiata basedan
dokumen resmi RAB untuk kasus konflik Cipari hamflalisa digabung dalam
dokumen Desk Agraria Propinsi Jawa Tengah, dokumefjuga yang dibawa
kemana-mana oleh Budiman Sudjatmiko (Bab 4. h. 11@jtuk proses lobi

ditingkat pusat.

5.1.5. Pressure dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Konflik Tanah di
Cipari
Ada tiga pola kerja mendasar yang biasanya selaincol dalam proses

advokasi. Ketiga pola kerja itu adalah kerja galepan, garis pendukung, dan
kerja basis (Bab 2. h. 65 - 66). Tiga pola dasaeteut adalah sebagai berikut :

» Kerja Garis Depanfiont liner).

Para pihak yang memainkan peran sebagai kekuatada gdepan
memainkan fungsi sebagai juru bicara, perundindpbpeterlibat dalam
proses legislasi dan yurisdiksi, serta menggalagkuts dalam proses
advokasi kebijakan.

» Kerja Pendukungspporting units

Para pihak yang memiliki pola kerja seperti inidaiaya lebih banyak
berfungsi untuk menyediakan dukungan dana, logistiiormasi, data dan

akses dalam proses advokasi kebijakan.

» Kerja Basis grounds workps
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Para pihak yang berada dalam pola kerja ini menaairfkingsi sebagai
"dapur" gerakan advokasi melalui: membangun basassay pendidikan

politik kader, membentuk koalisl inti, mobillsagisa, dan sebagainya.

Masing-masingpola kerja menopang pola kerja yaimgsiehingga tidak bisa
dilakukan secara terpisah atau terlepas satu samgBab 2. h. 65-66).

Pada advokasi penyelesaian konflik agraria di KetamCipari Kabupaten
Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman, penerapangaja dasar advokasi diatas

adalah sebagai berikut:

» Kerja Garis Depanfiont liner) dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko (Bab 4.
h. 104).

» Kerja Pendukungsfupporting unitsdilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman
(Bab 4. h. 104)

= Kerja Basis grounds worksdilakukan oleh SETAM dan eleman jaringannya
(Bab 4. h. 104)

Dalam melakukarpressureatau tekanan kepada pemerintah, RAB tidak
lagi menggunakan cara-cara memobilisasi massa ra&lakukan demontrasi,
akan tetapi tekanan yang digunakan lebih menggunataitas pengawasan dan
legeslatif Budiman Sudjatmiko sebagai anggota DPEBRb 4. h. 111).

5.1.6. Penyelesaian Konflik Kasus Tanah di Cipari

Kondisi yang terjadi paska kesepakatan para kegata dengan PT.
Rumpun Sari Antan sejak tahun 2004 merupakan sigasy dilematis untuk
upaya advokasi. kompensasi hasil kesepakatan adalak lahan HGU seluas
291 hektar yang akan diberikan kepada 5.141 peiatecamatan Cipari dengan
nilai Rp. 1.500,- permeter atau Rp. 750.000,- urBOR m yang akan diterima
oleh masing-masing petani (Bab 4. h. 113).

Sebenarnya kasus Cipari bisa selesai sejak tahih €betulnya karena
terjadi "deadlock” karena RSA meminta kompensasdasgkan SETAM
menolaknya, hal tersebut membuat penyelesaian ksesogketa tanah Cipari
Terhenti. Melihat hal itu, RAB akhirnya memilih wkt membicarakan dengan

SETAM agar masyarakat menerimanya dengan alasan ragggat sesekali
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merasakan kemenangan. Dan meski pun dengan bérédthpi kemenangan ini
berdampak luas (Bab 4. h. 113).

Untuk sengketa agraria di Kecamatan Cipari, lebidam diselesaikan
karena sudah ada peraturan pemerintah yang mengatRedistribusi lahan di
Kecamatan Cipari merupakan salah satu contoh tedsiima agraria dari konflik
lahan antara petani dan perkebunan swasta PT RuBguAntan (RSA). Hal itu
bisa direalisasikan sejak pemerintah mengeluarlaatiéran Pemerintah Nomor
11 Tahun 2010, yang antara lain mengatur arealeperian yang ditelantarkan
oleh perusahaan perkebunan swasta harus dikembakmda Negara (Bab 4. h.
115).

5.2. Stakeholder dalam Program Advokasi Konflik Agraria di Kecamatan

Cipari

Dalam Lisa Vene Klasen, Lisa & Miller, Valerie dmspaikan tentang
tahapan-tahapan advokasi. (Bab 2. h. 56-57Jahap pertama, melakukan
penilaian pada lingkungan advokasi organisasi ggérntentang semua aspek
kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yaleg di dalam
lingkungannya. Setidaknya ada listakeholdeyang terlibat dalam kasus konflik
tanah di wilayah Cipari, antara lain: (1). Serikani Merdeka (SETAM) dan
Elemen Jaringannya : Lembaga bantuan Hukum (LBHyydop Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA), RACA institute, PergarakMahasiswa Islam
Indonesia (PMII), Ombudsman, aktivis Purwokerton ddetani Mandiri (2).
Budiman Sudjatmiko dan RAB, (3). BPN (4). KepalasBe(5). PT. RSA. Dari
lima stakeholderini mempunyai peran dan kepentingan yang masingamas
berbeda.

Tahap kedua, mengenali para pengemban kepentingf@akekoldey.
Meminjam istilah Freeman, stakeholder sebagaany group or individual who
can affect or is affected by the achievement of diganization’s objectivés
(yang dimaksud adalah kelompok atau individu yaagatl mempengaruhi atau

dipengaruhi dalam pencapaian tujuan organis@ab 2. h. 57-58

Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan elemen jaringanmgarupakan
motor pengerak advokasi di level basis, organisadberanggotakan Organisasi

Universitas Indonesia
Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



138

Tani Lokal dan elemen dari Lembaga bantuan HukuBH(LYogya, Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA), RACA institute, PergarakMahasiswa Islam

Indonesia (PMII), Ombudsman, aktivis Purwokerta) @&tani Mandiri.

Peran SETAM lebih pada mendorong peningkatan lasakumber daya
pengurus tani dalam melakukan program-program aabsipksementara peran
Budiman Sudjatmiko dan RAB adalah memobilisasi daelakukan lobi-lobi
pada tingkat pengambil kebijakan khususnya BPNarPdf¢epala Desa sangat
penting dalam melakukan lobi-lobi pada level Ioaik dengan pemerintah derah
BPN dan PT. RSA. Sementara BPN menjebatani danbm&ihmegulasi tentang
penyelesain kasus tanah di wilayah Cipari, sedangRd. RSA menjadi

stakeholdeang bertentangan dalam kasus ini.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesmpulan
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihabges advokasi dalam
penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Ciparb#tan Cilacap oleh
Rumah Aspirasi Budiman (RAB), selain itu, penefitizni juga akan
memetakan peran stakeholder yang telibat dalam epesgian konflik
tersebut. Berdasarkan kedua tujuan di atas daili teasuan lapangan dan

pembahasam diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut

6.1.1. Proses Advokas dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kecamatan
Cipari Kabupaten Cilacap Oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB)

Konflik agraria Cipari merupakan sengketa tanah Baka Usaha (HGU)
seluas 291 hektar antara 5.141 petani di 5 deg@®chmatan Cipari Kabupaten
Cilacap dengan PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Taraiglseta adalah tanah
yang di trukah dan digarap sejak tahun 1930an oleh petani Cipan
memperoleh pengakuan pemerintah pada tahun 1984dagkan UU Darurat No.
8 tahun 1954. Tetapi di tahun 1962 terjadi pengusimasyarakat oleh pihak
perkebunan dibantu oleh aparat TNI. Pengusiran gpa&ssebut juga disertai
ancaman dan kalau ada orang yang menolak, rumatkayadibakar. Masyarakat
yang terusir kemudian dikumpulkan di suatu tem@atgydisebut sebagai daerah
Tapungan.

Berdasarkan sumber konflik pertanahan, kasus Hkonélgraria di
Kecamatan Cipari, dalam kasus-kasus konflik agiaiendonesia digolongkan
dalam kelompok konflik atas tanah perkebunan yarsgb@bkan oleh tanah

garapan secara turun menurun yang diambil sec&sapa

Upaya advokasi dalam penyelesaian kasus penyeroblataan di
Kecamatan Cipari, sejak pengusiran warga Cipat @ikak perkebunan tahun
1962 telah mulai dilakukan, baik secara perorangaaupun oleh lembaga
kemasyarakat. Upaya advokasi tersebut dapat dikelkkan dalam 3 (tiga) fase,
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Universitas Indonesia

Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012



140

yaitu : Pertama, tahun 1960-an sampai tahun 1993. Pada faspaya advokasi
mengalami kegagalan, tahun 1960an advokasi dilakuid@h Barisan Tani
Indonesia (BTI) berhenti setelah BTI diberangusgpdhun 1965an karena G 30
S PKI, tahun 1971 — 1972 upaya penyelesaian olghaldeDesa Ceruy Rekso
Soedharmo dan anaknya Soemekto berhenti karenaghdan kemungkinan
dibunuh, tahun 1980 perjuangan penuntutan dilakudtah beberapa tohoh tani
berhenti karena di cap sebagai Partai Komunis lesian(PKI), dan pada tahun
1993 advokasi dilakukan oleh mahasiswa Universia@h Mada (UGM) yang
dimotori oleh Budimana Sudjatmiko berhenti karenaliBhan di tangkap dan di

penjara.

Kedua, tahun 2004 — 2009. Advokasi pada tahun 2004 aldak oleh para
kepala Desa Se-Kecamatan Cipari. Advokasi yandiuhian para kepala desa ini
menghasilkan tawaran dari pihak PT. RSA untuk @eep tanah seluas 291
hektar dari bekas HGU PT. RSA yang sudah dikelolasyarakat Cipari
khususnya di 5 desa di Kecamatan Cipari. Namun nkaradanya syarat
kompensasi dari petani untuk membayar sebesar Bf0,1 permeter akhirnya
ditolak oleh warga tani di Kecamatan Cipari danyappenyelesaian mengalami
“deadlock”. Pada tahun 2005 — 2009. Advokasi dilakukan kosism dari
organisasi-organisasi tani yang ada di Kabupatémc&p yang tergabung dalam
Serikat Tani Merdeka (SETAM) beserta elemen jammya, lobi-lobi yang
dilakukan menolak kompensasi ke PT. RSA belum menkan hasil. Selain
melakukan lobi, SETAM juga melakukan kegiatan peggnisasian,
pengumpulan data, pelatihan dan perluasan jarinDan. ketiga, tahun 2009 —
2010. Advokasi dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budin{iRAB), dan berhasil
menyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipangden pembagian lahan HGU
PT. RSA seluas 291 hektar kepada 5.141 KK petamiediamatan Cipari pada
bulan Juli 2010.

Keberhasilan upaya advokasi oleh Rumah AspiarsirBadl (RAB) dalam
penyelesaian kasus konflik agraria di KecamatapalCiKabupaten Cilacap
dilakukan dengan menggunakan model advokasi poliitkana model tersebut
merupakan kolaborasi antara model advokasi basssargcial movement) yang

dilakukan dengan pendekatan aksi masa melalui deimasn dan pendudukan
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lahan ¢eclaiming) atau membawa kasus-kasus konflik tanah ke rangdunh

dengan advokasi parlementarian.

Dengan menggunakan model kolaborasi antara advdd@ss massa
(social movement) dengan parlementerarian ini, RAB dapat memaksiamal
celah-celah yang dapat dilakukan melalui jalur tgolparlementarian, dan pada
akhirnya dapat menghantarkan kepada penyelesaisms kieonflik agraria di

Kecamatan Cipari.

Sementara dalam melakukg@nessure atau tekanan kepada pemerintah,
RAB tidak lagi menggunakan cara-cara memobilisasssa atau melakukan
demonstrasi, akan tetapi tekanan yang digunakain teenggunakan lobi dengan

otoritas pengawasan dan legeslatif Budiman Sudiatsebagai anggota DPR RI.

Adapun program kerja advokasi yang disusun damadian oleh Rumah
Aspirasi Budiman bukan merupakan program-program,baelainkan program-
program tersebut adalah bagain dari kelanjutanrpmgyang telah dilakukan
sebelumnya oleh berbagai elemen yang berjuang damgusahakan resolusi
konfik agraria di Cipari. Program kerja advokaslifgoRAB terdiri dari 6 (enam)
tahapan, yaitu : (i). Pertemuan dengan Basis Kiestj (ii). Identifikasi Kasus
Konflik Cipari dan Penentuan Strategi Advokasiy).(iPengorganisasian Kembali
Organ Tani dan Penggalangan Sekutu; (iv). ReirnyastiKasus Konflik Tanah
Cipari; (v). Pressure dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Tanah di Cjpdain

vi). Penyelesaian Konflik Tanah di Cipari.

6.1.2. Stakeholder dalam Program Advokas Konflik Agraria di Kecamatan

Cipari

Faktor penentu kemenangan kasus konflik agrari@ipari adalah kerja
keras masyarakat Cipari datakeholder yang terlibat. Dari hasil pembahasan,
terdapat 5 (lima) stakeholder yang memiliki peramtmg penyelesaian kasus
konflik agraria di Kecamatan Cipari, yaitu : (1erfkat Tani Merdeka (SETAM)
dan Elemen Jaringannya : Lembaga bantuan Hukum YDBigya, Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA), RACA institute, PergarakMahasiswa Islam
Indonesia (PMII), Ombudsman, aktivis Purwokerton ddetani Mandiri (2).
Budiman Sudjatmiko dan RAB, (3). Badan Pertanahasidhal (BPN) (4).
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Kepala Desa, (5). PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Diana stakeholder ini

mempunyai peran dan kepentingan yang masing-maésirgda.

Berdasarkan temuan lapangan terkait pestakeholder ini, terdapat 2
(dua) faktor kondisi yang mempercepat upaya advo@ih Rumah Aspirasi
Budiman dalam penyelesaian konflik agraria di Keatan Cipari Kabupaten

Cilacap, yaitu :

1. Peran para kepala desa se-Kecamatan Cipari padm ta604 dalam
menfasilitasi dan melobi pihak Badan Pertanahanodasdan PT. Rumpun
Sari Antan (RSA) yang akhirnya menghasilkan kesatzakkompensasi dari
pihak PT. RSA untuk pelepasan tanah seluas 29hhe&ti bekas HGU PT.
RSA yang sudah dikelola masyarakat Cipari khususdyab desa di

Kecamatan Cipari sebesar Rp. 1.500,- permeter.

2. Peran Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan Elemen gannya : Lembaga
bantuan Hukum (LBH) Yogya, Konsorsium Pembaharugmafa (KPA),
RACA institute, Pergerakan Mahasiswa Islam Indames{PMIl),
Ombudsman, aktivis Purwokerto, dan Petani Mandadg tahun 2005
sampai 2009, dalam upaya memperkuat basis massaalumel
pengorganisasian masyarakat Cipari, pelatihanipalat pengumpulan data,
perluasan jaringan perjuangan petani Cipari danrn@nolak kompensasi ke

PT. Rumpun Sari Antan.

Dari dua kondisi tersebut diatas, masuknya Rumajpirds Budiman
(RAB) pada bulan Oktober 2009 untuk melakukan adgogenyelesaian konflik
agraria di Kecamatan Cipari, dalam situasi dimamdaht dihasilkannya
kesepakatan kompensasi sebesar Rp. 1.500,-/metek tanah seluas 291 hektar
eks lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT. R8#ara petani Cipari
yang difasilitasi para Kepala Desa dengan PT. Rung§ari Antan (RSA) dan di
mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kanularena penolakan
warga petani Cipari atas kesepakan kompensasikegala desa dengan pihak
PT. RSA, advokasi selanjutnya dilakukan oleh Seérikani Merdeka dengan

memperkuat basis massa melalui pengorganisasiaryamafat, pelatihan-
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pelatihan, pengumpulan data, perluasan jaringariabamenolak kompensasi ke
PT. RSA.

Sehingga, dengan strategi advokasi Rumah AspirasiinBan (RAB)
mendorong petani Cipari untuk menerima hasil kdsztpa para kepala desa pada
tahun 2004 tentang kompensasi sebesar Rp. 1.5@@#/mntuk tanah seluas 291
hektar eks lahan HGU, kerja advokasi RAB ditingkasis yang paling penting
adalah persetujuan warga untuk menerima hasil koegse Sementara ditingkat
pressure dan lobi, RAB melalui Budiman Sudjatmiko sebagaggota Komisi Il
DPR RI yang membawahi bidang agraria melakukan paititik kepada Badan
Pertanahan Nasional untuk segera memberikan detdikah kepada petani Cipari

dan membebaskan dari biaya proses sertifikasi teamadbut.

Proses advokasi dalam penyelesaian konflik agdirkkecamatan Cipari
Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman (RA&ah menunjukkan
proses penyelesaian konflik agraria dengan mekanawokasi dan politik yang
santun.Pressure atau tekanan tidak lagi menggunakan cara-cara mésasb
massa atau melakukan demonstrasi, yang kerap kafigakibatkan tindak
kekerasan dan menimbulkan korban, akan tetapi &&kgang digunakan lebih
menggunakan lobi dengan otoritas pengawasan daeslé§ Budiman
Sujdatmiko sebagai anggota DPR RI.

6.2. Saran

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut diatas makagieermati bahwa,
masuknya RAB dalam proses penyelesaian kasus kadliaria di Kecamatan
Cipari Kabupaten Cilacap terjadi pada situasi diangoroses perjuangan
masyarakat Cipari dan program advokasi dari elemganisasi massa telah
memasuki tahap kesepakatan antara Kepala DesardBig&umpun Sari Antan
(RSA) yang dimediasi oleh Badan Pertanahan Nasiaeakait pembayaran
kompensasi petani Cipari sebagai penerima tanaladeT. RSA sebagai
pemilik Hak Guna Usaha (HGU).

Artinya, penyelesaian konflik agraria di Kecama@Gipari bersifat sangat
kasuistik, kondisideadlock atau berhenti ditempat, sejak tahun 2004 sampai
dengan 2009, karena penolakan masyarakat Cipdradap hasil kesepakatan
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Kepala Desa dengan PT. RSA. Situasi tersebut nrékabepeluang yang besar
bagi RAB untuk menyelesaikan proses advokasi gojing dilakukan. Apalagi
strategi RAB yang digunakan adalah mendorong pefgpari untuk menerima
melakukan pembayaran kompensasi sebesar Rp. IrBORepada PT. RSA

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, secara umum proses penyelesaiafiikkagraria di
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang dilakuk&i Rlengan mekanisme
advokasi dan politik yang santun telah membawa kamgan kepada 5.141 KK
petani di Cipari tanpa kekerasan dan menimbulkarbdm Peran Budiman
Sudjatmiko sebagai anggota DPR RI yang memilikiritie legeslatif dapat
melakukan lobi-lobi yang efektif kepada pembuat ijeddan sehingga

penyelesaian kasus dapat dilaksanakan dalam waktysingkat.

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pembelajaransdid&rikut beberapa
saran kepada Rumah Aspirasi Budiman dtakeholder terkait dalam proses

penyelesaian konflik agraria, yaitu :

1. Dalam penyelesaian kasus konflik agraria, pengguna@del advokasi
politik sangat disarankan. Dengan mekanisme adioftan politik yang
santun, penyelesaian kasus dapat berjalan lebiktifefd®eran untuk
melakukan pressure dan lobi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas
terhadap pembuat kebijakan, akan mempercepat ppesgelesaian konflik,

sebagaimana yang terjadi di Cipari.

2. Dari sisi strukturasi program dan strategi advokaditik, RAB dan Budiman
Sudjatmiko perlu mengembangkan dan menyempurnakaaelmadvokasi
politik yang telah dipilih sebagai jalur penyelesaikonflik agraria di
Kecamatan Cipari. Sehingga, meskipun konflik agrdr Kecamatan Cipari
bersifat kasuistik, pengembangan dan penyempumaalel advokasi politik

dapat menjadi instrumen untuk penyelesaian kasoiikagraria yang lain.

3. Dalam pembagian kerja, RAB perlu menformulasikala gmembagian kerja
antara RAB, organisasi tani, elemen organisasi anatn petani Cipari
sehingga dapat dihindari terjadinya tumpang tindjeran yang
mengakibatkan terulangnya kasieadlock pada tahun 2004, diantara elemen
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pendukung gerakan. Formulasi pembagian kerja inihleliarahkan pada
penanganan dan pendampingan petani paska redsstfdhan seluas 291

hektare kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari.

RAB perlu terus melakukan pengelolaan isu dan peman persepsi serta
perspektif bersama antar petani dan elemen pendulainnya, mengingat
proses redistribusi tanah di Kecamatan Cipari batoemyelesaikan masalah
yang dihadapi petani Cipari. Dengan pemahaman p&rgan perspektif
yang sama maka memperkecil kemungkinan terjadinggogezahan antar

petani dan elemen pendukung lainnya di KecamatparCi

RAB perlu merumuskan strategi yang efektif dalanmgagasi problem paska
redistribusi tanah di Kecamatan Cipari dengan ragtén semua pihak yang

berkepentingan agar strategi tersebut dapat dimmi¢asikan dengan baik.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, terkaitva#lasi politik Rumah
Aspirasi Budiman (RAB) dalam pendampingan petanKeécamatan Cipari
Kabupaten Cilacap paska redistribusi tanah. Dimamzokasi RAB akan
mengkolaborasikan antara model advokasi pascatnibd& tanah yang
sedang di rumuskan RAB dengan kons&madrt Village” milik Budiman

Sudjatmiko, tentang pembangunan desa yang beisiiadprehensif atau
menyeluruh, yang sedang diujicobakan di wilayah uBapgSulawesi dan

wilayah lainnya.
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Lampiran 1
PANDUAN WAWANCARA

ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

(Suatu Studi Advokas di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap

oleh Rumah Aspirasi Budiman)

Informasi yang

Pertanyaan wawancar a Sumber data/ informan
diperlukan
Latar belakang . Bagaimanaawa mulaterjadinya | Pendiri dan Deklarator RAB
terjadinya kasus sengketa tanah di Cipari Asisten Direktur RAB
sengketa tanah di . Kapan persisnya sengketatanah | Serikat Tani Merdeka (SETAM)
Cipari di Cipari terjadi KepalaDesa
. Bagaimana perjuangan petani Petani

Cipari dalam menuntut BPN

penyel esaian sengketa tanah PT. RSA
Diskripsi tentang . Bagamanastrategi RAB dalam | Pendiri dan Deklarator RAB
proses advokasi konflik proses advokasi untuk Direktur RAB

agrariadi Cipari yang

menyel esaikan konflik agraria di

Asisten Direktur RAB

dilakukan olenh Rumah Cipari Serikat Tani Merdeka (SETAM)
Aspirasi Budiman. . Bagaimana proses RAB dalam KepalaDesa
advokasi untuk menyelesaikan Petani
konflik agrariadi Cipari BPN
PT. RSA
Memetakan stakeholder | 1. Siapapihak-pihak yangterlibat | Pendiri dan Deklarator RAB
yang terlibat dalam dalam proses penyelesaian kasus | Direktur RAB

proses advokasi
penyelesaian konflik
agrariadi konflik
agrariadi Cipari

konflik agrariadi Cipari.

. Bagaimana peran pihak-pihak

yang terlibat dalam proses
penyel esaian kasus konflik

agrariadi Cipari.

. Apa kepentingan masing-masing

stakeholder dalam proses
penyelesaian kasus konflik Cipari

Asisten Direktur RAB

Serikat Tani Merdeka (SETAM)
Serikat Petani Pasundan (SPP)
KepalaDesa

Petani

BPN

PT. RSA
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Lampiran 2 Kutipan Wawancara

Kis Pertanyaan Informan Jawaban/Uraian Informasi

1 2 3

Latar belakang terjadinya kasus

sengketa tanah di Cipari

Bagaimana awal mula terjadinya DF “Tanah sengketa itu semenjak tahun 1930an sudabkalit dan

-

sengketa tanah di Cipari digarap oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hiBepggarapa
itu terus berlanjut pada saat jaman Jepang. Balvkakiu itu
dikarenakan sedang masa paceklik dan Jepang s&di&nangarn

pangan maka warga dianjurkan menanam di perkebBetanda

o

termasuk didalamnya tanah di Cipari. Lahan itu méesius digaraf

setelah Indonesia merdeka,”.

Kapan persisnya sengketa tanah di SG “Meskipun di tahun 1954 berdasarkan UU Darurat Rotahun
Cipari terjadi 1954 para warga telah mendapatkan kartu kuning dralskempat

NJ

terjadi jual beli tanah tersebut antar masyaraiaipi di tahun 1962
terjadi pengusiran masyarakat oleh pihak perkebuliaantu oleh
aparat TNI. Padahal jaman itu, warga sudah memipamngonah
penduduk di tambah juga ada kuburannya. Pengugieaksa

tersebut juga disertai ancaman dan kalau ada gramg menolak
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rumahnya akan dibakar. Masyarakat yang terusir kéemd

dikumpulkan di suatu tempat yang disebut sebagarati

=4

Tapungan”.
Bagaimana perjuangan petani SG “Di tahun 1960an, Barisan Tani Indonesia sanggtol
Cipari dalam menuntut memperjuangkan tanah, termasuk dengan tanah driCiereka
penyelesaian sengketa tanah bersama masyarakat disekitarnya bahu membahu bearusa
memperjuangkan agar tanah tersebut menjadi mildgyarakat”.
DF "Meskipun saya dulu PNI tetapi saya mengakui wzahBT]I

memang sangat rajin membantu warga agar mereka aegpailiki

lahan tersebut. Para petani dari jaman segitu gigkali berjuang

karena memang mereka membutuhkan lahan itu untdkph

mereka”.

“Di jaman itu, para petani ditangkapi atau hilanggitu saja.
Hampir semua petani yang ikut berjuang di tuduhjatdranggota
BTI/PKI. Padahal sebetulnya petani tidak terlalinutaapakal
mereka terlibat dalam peristiwa itu. Yang merekaut8Tl mau
membantu mereka sehingga mereka jadi semangat betjkang.

Lagi pula jaman segitu, petani tidak mengira baB@#PKI adalah
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organsiasi/ partai terlarang karena waktu itu, RKllsah, malah

setahu saya jadi partai pemenang di Cilacap,”

SG "Seperti lazimnya partai yang sah, bahkan waktmomor satu d
Cilacap maka tak mengherankan jika wilayah Cipaerupakan
basis PKI. Dan dengan alasan itulah, TNI lebih rhuskenerapkan
modus agar tanah tersebut bisa dikuasai oleh Thih. dkemudian
hari sengketa itu di kenal sebagai sengketa antarga dengan

TNI yang berbisnis dengan nama PT. Rumpun Sariiinta

RT “Tahun 1971-1972, Lurah Rekso menganggap baamahttersebut
tidak sah dimiliki oleh perkebunan. Untuk itulalurdh Reksa
berusaha agar tanah tersebut kembali menjadi miikga. Tapi

ternyata hasilnya justru lurah Rekso dibunuh. Halgysama jug

}e%)

terjadi pada anaknya yang bernama Soemekto. Sebelpaknyg
meninggal, dialah yang melanjutkan perjuangan. Bssibnya pur
sama dengan bapaknya. Soemekto hilang dan samkaiasg
kami masih tidak tahu di mana keberadaannya. Kaemgina, dig
sudah dibunuh”

SG “...sekitar tahun 1980, beberapa dari masyaralaicaoba untk
menuntuk kembali hak tanah perkebunan, tapi kenhlealienti”.
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“Para petani yang berjuang pada era 80an diangdédp dBn
kemudian “menghilang” begitu saja seperti di tetami. Dan tak

terdengar lagi kabar beritanya,”

RT “tahun 1993, kembali terjadi upaya untuk mendegakembali hak
atas tanah. Kali ini perjuangan tersebut didorolel eanahasiswa
UGM yang dimotori oleh Budiman, Budiman yang waktumasih
mahasiswa masuk ke lokasi ini untuk bersama-samanipe
memperjuangkan tanah itu. Tapi sayang harus kadddsngah
jalan karena Budiman keburu ditangkap. Penangkaysitu itu
melibatkan Lurahnya Caruy. Gak tahu terus dibawddtarta atau

dimana.”

BS "Waktu itu, sebagai mahasiswa apalagi saya &edsi Cilacap
merasa bahwa para petani harus mendapatkan hadamgaa itulah
saya datang ke desa Caruy untuk kembali bersamasesyarakat
memperjuangkan hak mereka. Tetapi saya sadar wdktu
memperjuangkan hak atas tanah bukan perkara m&gia pun

akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh aparat”.

AG “Tanggal 31 Desember 1999, HGU yang dimiliki RBA pun
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habis masa berlakunya.... Sebelum berakhirnya matekbeHGU
yang dimiliki PT RSA, PT RSA mengajukan perpanjangtGU
seluas 1341 Ha. Oleh paa B Propinsi Jawa Tengah tertanggal
Agustus 1999, perpanjangan HGU PT. RSA hanya 983&8%ang
disetujui dan sisanya seluas 355,16 Ha ditolak grggmgannya

dengan alasan karena masih ada sengketa dengaarakady

STM "Tanah itu tidak semuanya diperpanjang HGU .nlykeskipun
demikian RSA memang ngotot, mereka menganggap b&ttva
itu pemegang hak awal. Walaupun sudah direkoasskan untuk
dilepaskan dari HGU, tapi RSA tetep mengajukan gggmgan
HGU. Tapi pada intinya, tidak semuanya diperpanjaagabnya

karena pemerintah menganggap ada sengketa denggaraiat.”

SG "Para petani pada waktu 1999 kembali bersemamgat petani

S

yang berasal dari lima desa itu pun ingin kembatjuang. Sewakil
saya ke sana, khususnya dari Desa Caruy merasaabaleneka
harus turut berjuang. Mereka juga menyebut bahweaekaeharus
meneruskan perjuangan para pendahulunya termasukfas
Budiman.”

STM ... karena RSA meminta kompensasi sedangkan aema@pesar
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masayakat menolaknya, hal tersebut membuat kasah fai-pun
tak kunjung terselesaikan. ...kami menerima adanyaplkmsas
tersebut karena ingin agar kasus ini segera sélesai

"Kami ingin agar kasus ini segera selesai karemdaht kami
mengambil inisiatif untuk berembug dengan PT. RBAn kareng
mereka minta mau menerima tanah itu di bagi ke arakat

dengan syarat kompensasi maka kami pun mengiyakan”

SJ “Salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesakkasus ini
adalah dengan cara adanya kompensasi. Kami memédiagi
sebagai bagian dari upaya win win solution. Yangtipg kasus in
bisa segera selesai”

AG "Wajar bagi kami (PT. RSA) untuk meminta kompasisebab
dulunya kami memperoleh HGU dan sekarang luasahtBiG U

kami berkurang karena adanya pembagian lahan ini”.
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Kis Pertanyaan Informan Jawaban/Uraian Informasi

1 2 3

Diskripsi tentang proses advokasi konflik
agraria di Cipari yang dilakukan oleh

Rumah Aspirasi Budiman

Bagaimana strategi RAB  dalam IS “Selama sekian belas tahun advolsasial movement yang apriori

proses advokasi untyk dengan gerakan politik, ternyata telah menghadirkelelahan.

menyelesaikan konflik agraria gl Stamina masyarakat menjadi lemah, contohnya padkaye tani

Cipari itu sendiri sampai beberapa tahun yang lalu merekanena tidak
ada kemenangan-kemenangan yang dihasilkan melduigkasi
itu. Masyarakat tani yang menghadapi kasus akhirtigak
memiliki harapan bahwa persoalan mereka itu naatidgpat
diselesaikan atau tidak. Nah itu, dengan model kun&kn
kolaborasi antara advokasi modsbcial movement dengan
parlementerarian ini, kita mencoba untuk memakdiaralcelah-
celah yang dapat dilakukan melalui jalur politikripenentarian
Dan bagaimanapun juga itu menentukan. Karena kp&llk di
gedung parlemen itu kan menentukan nasib kita sekmaaboleh

apriori kita boleh tidak perduli terhadap dewamtapeapabila DPR
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sudah ketok palu, kita akan terikat oleh keputugamg mereka
bikin, kita kan tidak bisa menghindar, maka yanta lperlukan

adalah kolaborasi antara kedua model tersebut”.

BH “Peran Budiman Sujatmiko sebagai anggota komidDPR RI

yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otoridagrah,
Aparatur Negara dan agraria dalam hal ini termaseknbawahi
BPN, memiliki otoritas pengawasan dan legeslasigyaapat
digunakan untuk melakukan pressure dan lobi-lobikaie

penyelesaian kasus tanah”.

STM "Keberadaan mas Budiman di parlemen sangat membantu

percepatan isu agraria dan juga upaya penyelekagrs. Mesk
pun belum juga kunjung mendapatkan kepastian kapgadi

redistribusi setelah kasus Cipari dapat diselesai&pi setidaknya

-

kasus yang ada di Cilacap telah menjadi bagiansfplemyelesaia
kasus. Disitulah pentingnya politik dalam advokpshyelesaian
kasus. Melalui posisi mas Budiman di parlemen ngadsisi tawar

petani saya rasa lebih kuat”.

BS

je2)

“Selama pertikaian agraria diselesaikan dengamgliaebenarny
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akan tercipta keputusan yang optimal. Tetapi prpseyelesaian

kasus agraria, terutama jika yang bersengketalagetani denga

=)

oknum aparat seringnya justru dengan kriminalispstani.
Pendekatan represif untuk menyelesaikan sengketh taistru
makin memaparkan citra yang amat rusak pada apanagara,
Solusi ideal bisa dicapai jika kedua belah pihalingabersedia
berdialog”.

SG

“Yang dilakukan RAB dengan petani ya teman-tematarpe
sering melakukan kontak. Hampir setiap apa yangkaelakukan
kami diberitahu baik melalui SMS, telpon maupun ekardatang
atau kami yang diminta datang. Yang paling serirgjami
tanyakan adalah masukan bagaimana menyelesaikahamgsang
mereka hadapi di lapangan, seperti adanya pemanggileh
aparat, bagaimana strategi menghadapi pihak Igangoal internal

organsiasi”.

Bagaimana proses RAB dalam
advokasi untuk menyelesaikan

konflik agraria di Cipari

JS

“Waktu itu tak kurang dari 500 orang berkumpul dntu

memantapkan diri melanjutkan perjuangan kami dahapolitik.

Setelah itu, kami minta petani untuk mengumpulkatadKalau
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datanya kami rasa kurang, maka kami menerjunkargaratuk ke
lapangan. Setelah data terkumpul maka data itu #@mukami
sampaikan ke Bung Budiman melalui staf ahlinya dnean

namanya Fikri. Dia yang mengkompilasi”.

BH "Data-data yang ada pada petani, fotokopinya diaer

kepada kami untuk kemudian kami kumpulkan untulorfigilasi
dan diserahkan kepada Bung Budiman. Sedangkan datakyang
kurang lengkap, RAB membantu teman-teman petanukunt
bersama-sama mengumpulkannya. Waktu itu kami metoo&m
pengumpulan data yang terdiri dari aktivis RAB gmatani. Tim
ini bertugas mengumpulkan data lapangan, melakkkalifikasi
dan analisis kasus untuk kemudian disampaikan leguhg

Budiman untuk diperjuangkan”.

SG “Pada waktu deklarasi Rumah Aspirasi Budiman, kdimndang

oleh RAB untuk mengikuti acara deklarasi tersebukup banyak
perwakilan masyarakat tani yang datang, ya kira-kekitar 500
sampai 600 orang, termasuk kami dari SETAM. Selisaa mas

barid pada waktu itu juga menyampaikan kepada kantuk
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sekalian membawa berkas-berkas dokumen tentang kasah d

cilacap”.

RT “Waktu deklarasi kemenangan mas Budiman di Purwoker

rasanya saya sangat yakin kalau perjuangan kanm alenang
Apalagi waktu pidato mas budiman berjanji akan patea
menyelesaikan semua kasus tanah di Kabupaten Basydam
Cilacap” .

BH “RAB secara kelembagaan melakukan advokasi pokokflik

tanah masyarakat Cipari pada situasi dimana tel&kudtan
proses pengumpulan data, pengorganisasian petam | da

pengemasan isu sudah selesai dilakukan oleh orgain dan

c

elemen-elemen masyarakat lainnya. Sampai pada rimyag
proses penawaran kompensasi dari BPN dan PT. R&X tanah
yang akan dibagikan, dimana pada waktu RAB masukkukan
advokasi, masyarakat Cipari menolak untuk meneriavaaran
kompensasi sehingga proses penyelesaian kasuskkonipari
mandeg”.

SW

“Penolakan kami tentang pembayaran kompensasi UPTUKRSA
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untuk tanah yang akan kami terima sebesar seriba hatus
rupiah pemeter sangat tidak masuk akal, wong itwarssnya
tanah masyarakat Cipari yang dulunya dicaplok speraguasa,
setelah masyarakat dirugikan selama bertahun-t&loknmalah

disuruh bayar, ya mending kita tolak”.

“Pada waktu RAB masuk ke kasus konflik agraria diayah
Cipari, kami mendapatkan situasi dimana kondisa pgzetani darn
gerakan tani sudah hampir jenuh karena belum jugrmbunahkar

hasil baik dari upaya yang dilakukan”.

SG “Wong namanya tanah-tanah kami kok disuruh mbgy@koknya

pada waktu itu masyarakat Cipari harus membayag &m 870
ribu. Biaya itu untuk biaya kompensasi tanah, adstrizsi, dan
dana swadaya petani. Kalo tidak salah rinciannya 70 ribu
untuk biaya kompensasi tanah permeter persegisRPpLntuk PT|
Rumpun Sari Antan (RSA), para kepala desa tidalampameski
bagi mereka mungkin kecil tapi uang seribu limaisdbagi kami

sangat berharga”.

JS

“Yang dilakukan RAB adalah menyadarkan kepada nrakga
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bahwa kasus tanah di Cipari itu tidak bisa lepas gdalitik,
sehingga jalur-jalur politik formal itu harus dikéd. Instrumernya
yang dilakukan adalah melalui pendidikan politiktinya begini
bahwa berbagai keputusan yang menyangkut Kkehid
masyarakat itu yang menentukan dan sangat dipdmgateh
kebijakan politik sehingga yang terpenting dilakukadalah
mengunakan jalur politik mempenaruhi kebijakan pemeh agar

kepentingan masyarakat ini diperhatikan”.

JS

Sesungguhnya yang melakukan kerja utama adalah pedaai.
RAB (Rumah Aspirasi Budiman) membantu dalam halitigol
Kami mendorong kasus-kasus yang ada untuk dibiaaradk

parlemen tingkat nasional. Pada level nasional,gBBadiman

|

upan

akan membicarakannya dengan Kepala BPN Pusat dedang

kami melanjutkan di level regional maupun lokal”.

BH

Dalam perjalanannya khusus di Kecamatan Cipari Rulispirasi
Budiman mendorong agar masyarakat mau menerimaéduosasi
meski kami tahu bahwa berat bagi petani untuk newRe

kompensasi tersebut. Tetapi mungkin dengan ditenyaanodel

Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012

Universitas Indonesia



ini maka membuka kesempatan bagi kasus-kasus &ionyuk

turut diselesaikan”.

DF “Pada saat pertama ada usulan mas barid dan teméRAB-red)

untuk menerima tawaran BPN membayar kompensasi &&, R
saya kaget. Kan cara itu sudah kami tolak dengaepekatar
kami, kok disuruh sepakat lagi dengan tawaran BRrNawalnya
banyak diantara kami yang keberatan. Tapi setektjefasan
(strategi penyelesaian konflik-red) diberikan yaloSETAM dan

mas Barid kami bisa mengerti juga”.

BH “tak bisa dipungkiri bahwa konfik tanah telah banyaenelan

korban, berdasar pengalaman tersebut maka RAB dsaétiap
gerakan advokasinya memilih mengunakan jalur polithtuk
memperjuangkan hak-hak akan kepemilikan tanah mejalan

dialogis, hal ini terasa efektif dalam pandangamika

SG “Secara persis kami lupa tanggal pertemuan itu-Kina akhir

2009 kami diskusi dengan Mas Budiman, mendiskusgeategi

dan langkah-langkah gerakan advokasi yang akarratigooleh

RAB satu hal yang saya sangat inggat dari pertentuarbeliau
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menyampaikan bahwa langkah-langkah advokasi yanan lak
didorong untuk membantu masyarakat dalam mendapatdenya

(tanah) harus dengan jalan dialogis”.

BS “Penyelesaian sengketa agraria di Cipari bukanlahhkdongeng

singkat. Permasalahan itu diperjuangkan selamahpolutahun
dengan aneka pengorbanan, terutama dari petanidalamgan
politik. Yang jelas, kami menempuh jalan dialodgigkan anarkis
Lihat saja kasus-kasus tanah di Indonesia, dalgamage petan
selalu menjadi korban sengketa agraria. Semestegapankar
dialog. Amanat reforma agraria merupakan pintu kasu

penguasaan tanah demi kesejahteraan rakyat,”.

IS “Budiman meminta masyarakat petani solid dan tidenya

mengandalkan massa. Petani diminta bersatu damrisalidasi
memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan UU kRoko

Agraria”.

JS “Langkah awal dalam pengorganisiran kembali orgam, tkita

memperkuat basis, artinya kita bergerak ke basigukyn

mengorganisir petani-petani, atau dengan kata raémperkuat
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lagi gerakan-gerakan petani, karena pada waktwyetakannya

mulai redup, sekitar awal tahun 2009, gerakan saiah mula

o

melemah, kemudian kita coba perkuat itu melaluiurj
parlementarian melalui Budiman, selanjutnya budimmeatakukan
pressure atau tekanan terhadap pengambil kebijdikdam hal ini

BPN agar permasalahan petani itu diprioritaskan”.

SG “Ketika kami diajak diskusi awal dalam merumuskamyelesaiar

konflik kasus tanah di Kecamatan Cipari, maka sagagusulkar
untuk RAB membuat pertemuan-pertemuan dengan piaak p
utamanya masyarakat petani dan organ tani. Usd sangebul

ternyata disepakati oleh temen-teman RAB”.

BH “Pertemuan antara RAB dengan petani biasanya ditakisetiap

dua minggu sekali, kalau dengan mas Budiman paidak satu
bulan sampai tiga bulan sekali. Biasanya dihad@h @00 sampali

500 orang untuk memperkuat teman-teman petani”.

SW “SETAM selama ini terus berupaya agar tanah yaamik

perjuangkan dapat menjadi milik kami. Untuk perjgeam itu, kami

sering berkumpul bersama. Setidaknya 1 bulan dua peaa
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pengurus SETAM berkumpul untuk membahas persoalan-
persoalan lapangan yang kami hadapi. Kalau persotladapat
kami selesaikan ya syukur tetapi kalau tidak madaikmnemintal
teman-teman RAB untuk membantu kami. Mereka dakangini
atau kami juga sering datang ke sana. Kadangkaa qukup
dengan telpon atau SMS. Kami sering meminta MasirBal
melalui RAB untuk datang memberikan semangat kepzahai
dalam berjuang sekaligus menanyakan perkembangaus kami.
Kalau ada pertemuan petani, kami yang mengumpuydkémi dan
menyiapkan ubo rampenya (baca: sarana pra sarang|ya
dibutuhkan). RAB kebagian memastikan kedatangan |Mas

Budiman”.

JS “Kasus Cipari adalah kasus yang telah lama bertargyssebelun

RAB masuk dalam advokasi sudah banyak elemen-eldaier
yang turut mendukung perjuangan masyarakat Cipapers
Serikat Tani Merdeka (SETAM), LBH Yogya, KPA, RACdan
lain-lain, nah saat RAB masuk dengan advokasi jalalitik

elemen-elemen lain juga tetap bergabung”.
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“Selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 280(ung
RAB telah 3 kali melakukan konsolidasi dengan eleni&n
melalui kegiatan seminar dan FGD. Pertemuan dilakukli
Cilacap, Puwokerto dan sekali di Jakarta. Yangrdptserwakilan

|72}

dari LBH, KPA, PMII, aktivis agrarian dan lain-laibiasanya ma
Budiman didaulat menjadi narasumber. Dalam beberegla
pertemuan tersebut pengemasan isu secara nasiomga| |
diputuskan bersama, dari isu ‘kembalikan tanah kananjadi
‘laksanakan reforma agraria’ yang akhirnya kami gbajuga

sebagai platform gerakan”.

SG “SETAM yang mempunyai jaringan dengan LBH, Ombudsma
aktivis Purwokerto, KPA, RACA, Petani Mandiri daair-lain.
Melalui mereka kami dididik agar tidak dengan okalsong saat
berjuang”.

JS

“Kita melakukan pemetaan ulang, dimana hal itu rpakan hal
yang teknis, terus kita mengumpulkan surat-su@i aemua hal
yang berkaitan dengan hukum, untuk melengkapi data-yang

sudah ada di RAB. Sekalipun pada dasarnya kalaalumnghlur
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hukum, hampir pasti petani akan kalah, karena nodespdata damn
lain sebagainya masih sering terjadi dan dilakudeh koorporasi
Tetapi tetap kita kumpulkan dan kita telaah unt@noari dari sis
mana celah hukum dapat kita tembus. Hukum itu sedio
patokannya UUPA, itu sebenarnya sangat memihak deepa

kelompok tani yang berkonflik dengan perkebunan”.

SG “Setelah kami melakukan diskusi dengan RAB disilkgm

bahwa perlu adanya Reinvestigasi kasus konflik tagiaCipari
sehingga kami bersama organ tani dan mitra-mitr@ASIE yang
difasilitasi RAB melakukan Reinvestigasi kasus kénfanah di
Cipari, salah satunya dengan mengumpulkan arsip-dasna
terkait dengan surat-surat keputusan kantor wilaB&iN, dan
arsip-arsip yang lain yang kami miliki. Surat-sutarsebut kam

fotocopy kemudian kami serahkan kepada RAB”.

RT “ya pernah waktu itu, kami diminta menyerahkan pktkepada

pak Sugeng, katanya untuk melengkapi kembali datey ysudal
pernah dikumpulkan”.

BH

“Data-data terkait dengan konflik tanah seluas 2@ktar dari

Advokasi dalam..., Ahmad Setiadi, FISIPUI, 2012 . . .
Universitas Indonesia



HGU milik PT. RSA yang dituntut oleh 5.141 petanip&li
dikumpulkan dari warga Cipari untuk melengkapi datag ada d
RAB selanjutnya dianalisa, hasil analisa tersebigurthkan
sebagai data base dan dokumen resmi RAB, kalawk (Cipari
hasil analisa digabung dalam dokumen Desk Agrar@piRsi
Jawa Tengah, dokumen itu juga yang dibawa kemamearsama

mas Budiman”.

SG “Selain arsip-arsip fotocopi surat-surat yang megyat tentang

konflik lahan di wilayah Cipari kami juga mengamlito-foto
terbaru tentang kondisi fisik, bahwa lahan yangemltiketakan

telah berupa areal persawahan”.

BS “Kami seringkali melakukan pertemuan dengan Kep&al untuk

U

membahas tentang berbagai kasus sengketa tanaluskiya
diwilayah Cilacap dan Banyumas, dari pertemuarebersjustru
pihak BPN yang meminta Rumah Aspirasi Budiman untuk
membantu menjebatani sengketa tanah di Cipari yeahak
kunjung menemukan titik temu antara PT. RSA danyarakat.”

JS

“Lobi yang dijalankan Budiman Sujatmiko sebagai gotg DPR
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Rl merupakan pressure yang lebih efektif daripadabiiisasi
massa atau demontrasi gerakan tani, Bung Budimaigade
otoritas untuk melakukan pengawasan BPN akan sglalu
menayakan bagaimana kelanjutan kasus yang sed&gpali
RAB, dan untuk RAB sendiri ditingkat kabupaten damopinsi
tetap melakukan lobi dan tekanan dengan mengguna&da@s-
berkas yang dimiliki dari petani Cipari, terus dangkampanyet

kampanye melalui pemberitaan dikoran, spanduk @ardain”.

DI

"Bapak Budiman sering melakukan pembicaraan dekgeam untuk
membicarakan soal reforma agraria. Kami sering Kuakrsama
untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasus tanahuddyss di
Jateng. Selain itu, kami juga sering bertemu desgeinya Bapak
Budiman untuk secara teknis membicarakan penyeledasus

seperti penyelesaian yang di Batang dan Cipari”.

SG

“masalah konflik tanah di Cilacap sebenarnya bukamya Cipari
saja, untuk wilayah Jawa Tengah lebih dari 10 kaSETAM
beberapa kali bergambung dengan teman-teman dganisasi

tani didaerah lain untuk melakukan demo atau pewkhard lahan
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beberapa kali juga melakukan audensi dengan petalerdaeral
maupun DPR menuntut sesegera mungkin diselesadsars kanah

yang ada”.

SG “Wong namanya tanah-tanah kami kok disuruh mbgyakoknya

pada waktu itu masyarakat Cipari harus membayag &’m 870
ribu. Biaya itu untuk biaya kompensasi tanah, adstrizsi, dan
dana swadaya petani. Kalo tidak salah Rp. 750 uittwk biaya
kompensasi tanah Rpl1.500 permeter persegi kepadduRipun
Sari Antan (RSA), para kepala desa tidak paham imiesgi
mereka mungkin kecil tapi uang seribu lima ratug Bami sanga

berharga”.

BH “kompensasi tanah yang harus dibayar petani kepadaRSA

sebesar 750 ribu rupiah untuk 500 meter tanah g&ag diterima
petani, jadi pada saat itu dihargai 1.500 rupiaimpéer, jika yang
dibayarkan 850 ribu dan yang 100 ribu adalah b&dmininstras
dan dana swadaya masyarakat itu mungkin kesepalestami

Cipari sendiri”.

JS

“keadaan ini memang membuat situasi dilematis baghya
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advokasi. Keinginan dari PT. RSA untuk mendapakk@npensas
sebetulnya sangat sulit diterima apalagi hal iniupakan program
pemerintah. Tetapi di sisi lain, jika permintaanrkensasi tidak
diterima maka masalah tanah ini akan berlarut-latidah
semenjak tahun 2004 sebetulnya kasus ini bisaasabgs karena
terjadi "deadlock” karena RSA meminta kompensasiaegkan
SETAM menolaknya, hal tersebut membuat kasus tamabun
terlunta-lunta. Melihat hal itu, RAB akhirnya meinil untuk
membicarakan dengan SETAM agar masyarakat meneyaman
dengan alasan agar rakyat sesekali merasakan kegamaDan
meski pun dengan berat hati tetapi kemenangan inang
berdampak luas. Semangat maasyarkat petani semeinbarag

paska redistribusi”.

ST™M "Kami ingin agar kasus ini segera selesai kareo&ht kami
mengambil inisiatif untuk berembug dengan PT. RBan kareng
mereka minta mau menerima tanah itu di bagi ke aragpat
dengan syarat kompensasi maka kami pun mengiyakan”.

SJ

“salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikasukani
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adalah dengan cara adanya kompensasi. Kami memédiami
sebagai bagian dari upaya win win solution. Yangtipg kasus

ini bisa segera selesai.

AG

"Wajar bagi kami untuk meminta kompensasi sebabrdid kami

memperoleh HGU dan sekarang luasan tanah HGU kami

berkurang karena adanya pembagian lahan ini”.

BS

“Dari sekian kasus yang ada di Banyumas dan Cilagapy sudah
berhasil ditangani Rumah Aspirasi Budiman (RAB)ubarkasus
yakni kasus sengketa tanah di Kecamatan Cipamac&i. Tanah
seluas 291 hektar berhasil dikuasai lagi oleh &gk 5.141 KK
petani yang ada, keberhasilan reforma agraria bakamata-mata
hadiah pemerintah, tapi tergantung dari kerja ss@ggtiga antara

Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat dari.DPR

BS

"Bagi saya, persoalan ini persoalan kebijakan, kgdaerhasil,
kadang gagal. Contoh kasus tanah yang di Ciparhasér
kemudian kasus di Darmakradenan, Banyumas, belumaie

Yang lainnya kita asumsikan saja belum berhasiiena banyak

konflik lahan antara petani dengan Perum Perhufani PTPN
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yang sulit dicari jalan keluarnya. Lain halnya jikanflik lahan
dengan perusahaan swasta, lebih mudah karena sadah
peraturan pemerintah yang mengaturnya, Redistritalgan di
Kecamatan Cipari merupakan salah satu contoh mefirma
agraria dari konflik lahan antara petani dan peukeln swasta PT
Rumpun Sari Antan (RSA). Hal itu bisa direalisasiksejak
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nandrahun
2010, yang antara lain mengatur areal perkebunang |ya
ditelantarkan oleh perusahaan perkebunan swastaus har

dikembalikan kepada Negara,”.
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Kis Pertanyaan Informan Jawaban/Uraian Informasi

1 2 3

Memetakan stakeholder yang terlibat
dalam proses advokasi penyelesagian
konflik agraria di konflik agraria di

Cipari

Siapa pihakgihak yang terliba BH “ Terdistribusikannya tanah sengketa seluas 29ltahekntuk

dalam proses penyelesaian kasus 5.141 KK petani di Kecamatan Cipari tentunya tidegas dari

konflik agrarian di Cipari bantuan banyak pihak, SETAM sebagai organisasi ngayaagi
Organisasi Tani Lokal (OTL) di Kabupaten Cilacapesgarnya
menjadi pihak yang paling besar konstribusinya,gdenelemer
jaringan yang dimiliki seperti Lembaga LBH, KPAARA,
Ombudsman, aktivis Purwokerto, Petani Mandiri damrya,
SETAM telah melakukan pengorganisiran, pengumpdka dan
melakukan lobi kepada PT. RSA, sedangkan masukéya pada
kondisi semua telah dilakukan SETAM dan elememgmannya,
hanya saja dengan beberapa kerja RAB dan dorongjéik jlari

Bung Budiman, kasus konflik di Cipari dapat segbsalesaikan”.
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ST "Rasanya tak mungkin memperjuangkan masalah tanaecara

—

sendiri-sendiri. Dari awal kami sadari itu. Kareyarpada sag
kami akan kembali memperjuangkan tanah tersebuti kam

membentuk organisasi yang namanya Singatani”.

SG "Organisasi sangat penting bagi perjuangan petamelalui

organisasi ini (SETAM) kami bisa saling bertukarngepat,

pengalaman dan membangun semangat kebersamaan”.

Bagaimana peran mereka dalam DJ SETAM sering membuat kegiatan pelatihan-pelatiarsalnya

proses penyelesaian kasus konflik tentanglandreform, pengelolaan organisasi, cara mengorganisir

agrarian di Cipari masyarakat bahkan juga ada pelatihan pertaniamigrggiasanya

kegiatan pelatihan ini difasilitasi oleh teman-tenadtivis,”.

ST “SETAM juga sangat penting dalam hal membangun dioasi

dengan pemerintahan dan koordinasi dengan elemeganakat
sipil. Dengan jaringan SETAM yang luas, mungkingrar selama
ini didampingi LBH Jogja, maka petani dari Cilagapn merasa
diuntungkan. SETAM punya jaringan mulai dari LSMBHL, para

aktivis di Purwokerto, Ombudsman sampai anggota .DN¢&eka
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turut memperjuangkan apa yang menjadi keinginanASET

SW

"Keberadaan LSM sangat penting bagi kami dulu yang

mengenalkan dengan para petani lainnya adalah teenaan LBH

Jogja. Dari pertemuan itu kamudian terbentuk SETAM”

ST™M

"Setahu saya, bagian dari masyarakat yang kritisy& orang-

orang SETAM. Merekalah yang mengajak petani ke $ammaari
agar tanah itu jadi milik warga”.

SJ

"Saya sering bertemu dengan Pak Sugeng dan temmam

SETAM untuk membicarakan penyelesaian kasus dirCipa

(5]

BH

“Sesungguhnya SETAMIah, pihak vyang paling besar

sumbangsihnya bagi penyelesaian konfik di Ciparieskipun
sayangnya, keberadaan mereka diakhir-akhir jus@mial alih
oleh para kepala desa. Tetapi saya yakin, nama SETedap

terpatri dalam sanubari para petani”.

SG

"LSM memberi kami informasi dan pengetahuan vy

ang
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berhubungan dengan perjuangan petani. Selain ittekaguga
menghubungkan kami dengan jaringan baik di propmaupun
pusat. Tidak hanya itu, dengan adanya LSM, paranpeherasa
ada orang yang membantu kita sehingga kita tedddut”.

|

ST™ "Para petani lebih berani karena mereka merasat dhangan
dari orang luar. Saya menduga para petani ber@araikarena
meraka sudah diajari sama LSM. Kadangkala saatakartd,
petani juga sering didampingi sama LSM”.

BH

“RAB secara kelembagaan melakukan advokasi pokbkflik
tanah masyarakat Cipari pada situasi dimana telkudtan
proses pengumpulan data, pengorganisasian petam
pengemasan isu sudah selesai dilakukan oleh orgain dan
elemen-elemen masyarakat lainnya. Sampai pada rmyag
proses penawaran kompensasi dari BPN dan PT. R&A tanah
yang akan dibagikan, dimana pada waktu RAB masukkukan
advokasi, masyarakat Cipari menolak untuk meneriavearan
kompensasi sehingga proses penyelesaian kasuskkontipari
mandeg”.
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BS

“Saya minimal 3 bulan sekali ke basis (RAB). Biasarsaya

lakukan pada masa reses,”.

SG

"Meskipun saya lebih berumur, jujur saya katakamwe Mas
Budiman adalah salah satu orang yang menginspkiessrilibatan
saya dalam menyelesaikan konflik di Cipari. DarisvVBudiman
pula saya merasa bahwa berjuang itu harus tahuakanfprmasi
dan pengetahuan. Pada waktu Mas Budiman datangpkei,Ga
bilang tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPang bisa
bantu petani untuk dapat tanahnya kembali. Dau giila says

tahu, kalau UUPA tidak dijalankan oleh pemerintah”.

DI

"Bapak Budiman sering melakukan pembicaraan dergami
untuk membicarakan soal reforma agraria. Kami gednduk
bersama untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasush,
khususnya di Jateng. Selain itu, kami juga serieigelnu denga
stafnya Bapak Budiman untuk secara teknis memlikaar
penyelesaian kasus, seperti penyelesaian yang tin@adan

Cipari”.

tan

—
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AGT

"Mereka rajin mengadakan pertemuan-pertemuan peyang
dihadiri oleh Budiman. Keberadaannya mampu memaetik

semangat dan pemahaman politik kepada para petani”.

BS

"Dalam penyelesaian kasus Cipari, kami meminta aBBN
membebaskan biaya pembuatan sertifikat karena suatid;

kompensasi dari petani ke RSA,”.

Apa kepentingan masing-masing SJ
stakeholder dalam prose

\*2)

penyelesaian kasus konflik Cipari

“Salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikasukani

adalah dengan cara adanya kompensasi. Kami memédiami

sebagai bagian dari upay#n win solution. Yang penting kasus in
bisa segera selesai”.

BH

“Dalam konteks ini saya melihat BPN, khususnya dwah
kepemimpinan Joyo Winoto relatif akomodatif terhadgerakan
petani. Meskipun dalam hal penyelesaian kasus msaitgat
lambat. Bayangkan saja, dalam satu tahun palinggpalda satu
sampai tiga kasus yang diselesaikan. Padahal &ita bahwa
kasus konflik agraria yang telah muncul tak kuralagi 2500an
kasus”,
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SG "Beberapa kali saya bertemu dengan Pak Joyo danDiedky,

mereka mau mendengarkan kasus kami dan mempunystinken
untuk turut menyelesaikan. Meski pun memang rasanya kok

agak kurang cepat padahal kasusnya banyak sekali”.

ST “Apakah mereka tidak menyadari hal itu? Saya biggtarus

ngomong apalagi. Pokoknya bagi saya, RSA musuh.kaetum
lagi ketika mereka meminta kompensasi, kami sartgdaihabis

pikir” .

IS "Bagi RAB keberadaan tanah tersebut sudah sanigat feenjadi

aset masyarakat dan hanya karena mereka diangghp&ka
tanah tersebut lepas dari tangan petani dan kemuadaanbil oleh
pihak lain seperti RSA. Kejadian semacam ini banyedadi.
Bahkan yang terdekat pun ada yakni di Darmakradgaag jugal

mempunyai konflik dengan RSA di sana”.

AG “Secara hitam di atas putih kami berhak atas gara@aaah

tersebut. Peran kami hanya menjalankan sesuai ul@tgiean yang
ada”
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